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Prakata

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur kami panjat-
kan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta‘ala atas rahmat, karunia, serta
pertolongan-NYA sehingga buku Indonesia dalam Board of Peace:
Perspektif Media, Diplomasi Perdamaian, & Kontroversi ini dapat hadir
di tengah pembaca. Salawat dan Salam juga tak lupa kami panjatkan
kepada Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam, beserta keluarga
dan para sahabat. Berpijak dari rasa syukur telah mengantarkan kami
menyusun buku ini sebagai ikhtiar untuk memperkaya cakrawala
kajian media, khususnya jurnalistik.

Buku ini merupakan hasil pembelajaran dan refleksi dalam meng-
kaji bagaimana media daring mengonstruksi realitas politik luar negeri
Indonesia melalui pemberitaan Board of Peace (BoP) di tengah peru-
bahan konstelasi geopolitik global yang semakin masif. Kontroversi
mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP menarik perhatian
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publik karena memunculkan beragam pandangan mengenai arah
diplomasi Indonesia, konsistensi politik luar negeri ‘bebas aktif’, serta
posisi Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia.

Menyikapi fenomena tersebut, buku ini bertujuan menjelaskan
bagaimana media mengonstruksi isu mengenai kontroversi keterli-
batan Indonesia dalam BoP melalui integrasi analisis tematik dan
analisis framing. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk mem-
peroleh pemahaman ikhwal representasi isu dalam pemberitaan
media. Analisis kemudian diperkaya dengan perspektif konstruksi
realitas sosial dan Hierarchy of Influences untuk menjelaskan bagai-
mana kebijakan redaksional, praktik jurnalistik, dan orientasi ideologis
media membentuk cara realitas dihadirkan kepada publik. Melalui
pendekatan tersebut, buku ini membahas seputar pemberitaan,
sekaligus bertujuan memahami proses pembentukan makna yang
tersembunyi di balik teks media.

Dalam konteks tersebut, buku ini diharapkan dapat memperkaya
kajian komunikasi, jurnalistik, dan studi media. Selain menjadi rujukan
bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, dan praktisi, buku ini mengajak
pembaca untuk memahami bagaimana media membentuk cara mas-
yarakat memaknai isu-isu politik luar negeri secara lebih komprehensif
dan kontekstual.

Ibarat pepatah ‘tiada gading yang tak retak’, buku ini tentu tidak
luput dari kekurangan. Karena itu, kritik, saran, dan masukan yang
membangun penulis terima sebagai bagian dari proses belajar. Semoga
buku ini bermanfaat dan membuka ruang diskusi serta kajian lebih
lanjut tentang media (jurnalistik), politik, diplomasi, dan perdamaian
internasional.
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Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua
pihak yang memberikan dukungan, baik secara akademik, materil,
maupun spirit atas terbitnya buku ini. Secara khusus, penulis mengu-
capkan terima kasih kepada keluarga penulis atas dukungan dan
semangat yang tiada henti hingga buku ini terbit.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: Rektor
Budi Luhur University (BLU) Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.; Prof.
Dr. Prudensius Maring, M.A. selaku Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat (DRPM); Dr. Rocky Prasetyo Jati, M.Si. selaku Dekan
Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif (FKDK); Dr. Bambang Pujiyono,
M.Si. selaku Wakil Direktur Bidang Riset-DRPM BLU; Artyasto Jatisidi,
M.I.Kom selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi-FKDK; rekan-
rekan dosen di FKDK BLU (Harningsih, M.I.Kom, Dr. Nawiroh Vera,
M.Si, Dr. Indah Suryawati, M.Si, Prof. Dr. Umaimah Wahid, M.Si.);
serta berbagai pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per
satu. Atas segala dukungan dan perhatian yang diberikan, penulis
menyampaikan penghargaan yang tulus. Semoga segala kebaikan
tersebut memperoleh balasan yang terbaik dan membawa manfaat
yang berkelanjutan.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Charen Audy Paulus, Yolanda Evany, serta Kang Asep Rachmatullah
(Indigo Media) yang membantu proses penerbitan buku ini. Atas
segala dukungan yang diberikan, penulis menyampaikan penghar-
gaan yang tulus dan mendoakan semoga segala kebaikan memper-
oleh balasan yang terbaik.
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Kiranya kita semua di semesta ini senantiasa sehat wal’afiat,
sukses selalu dan berbahagia selalu dunia akhirat, serta selalu dalam
lindungan dan kasih sayang-NYA. Aamiin Allahumma Aamiin.

Salam Budi Luhur

Jakarta, Agustus 2026
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Perubahan lanskap geopolitik global dalam beberapa tahun
terakhir mencerminkan dinamika yang semakin kompleks dan sulit
diprediksi (Zahidi, 2026). Hal ini antara lain ditandai dengan mening-
katnya persaingan antara kekuatan besar, terutama Amerika Serikat
dan Tiongkok, eskalasi konflik di Timur Tengah serta menguatnya
politik identitas di berbagai negara (Khan et al., 2024). Indonesia
sebagai negara dengan tradisi politik luar negeri ‘bebas aktif’ meng-
hadapi tantangan di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
Prinsip ‘bebas aktif’ menuntut kepiawaian Indonesia untuk memosi-
sikan diri dalam forum internasional tanpa kehilangan legitimasi
domestik (Nugraha, 2022: Simatupang & Panggabean, 2022: Afrian-
syah & Nasu, 2025). Kebijakan luar negeri ini dipertaruhkan manakala
bersentuhan dengan isu-isu sensitif misalnya konflik Israel-Palestina
(Fadlillah & Komarudin, 2026) ataupun rivalitas geopolitik (Medina
et al., 2025).

Bab I

Pendahuluan
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Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diga-
gas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada awal
2026 menjadi salah satu contoh konkret dari dinamika tersebut.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BoP di Washing-
ton, D.C., serta penandatanganan perjanjian terkait dengan forum
tersebut, diproyeksikan pemerintah sebagai bagian dari kontribusi
aktif Indonesia untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global
(Antara, 2026). Namun, kebijakan tersebut tidak diterima secara
seragam oleh masyarakat dan memunculkan berbagai tanggapan di
ruang publik.

Respons publik menunjukkan perbedaan persepsi yang cukup
tajam terhadap keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Sebagian pihak
memandang langkah tersebut sebagai bentuk diplomasi aktif
Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, sedangkan pihak lain
mengkhawatirkan bahwa keterlibatan tersebut berpotensi
menggeser orientasi politik luar negeri Indonesia atau tidak sejalan
dengan komitmen historis Indonesia terhadap perjuangan Palestina
(Hidayatullah.or.id, 2026). Perbedaan persepsi tersebut kemudian
berkembang dalam ruang publik, serta dimediasi melalui pembe-
ritaan media massa yang mengonstruksi dan menyajikan berbagai
sudut pandang mengenai isu tersebut.

Pada konteks inilah peran pers menjadi sangat penting. McLuhan
dikutip Baran & Davis (2009) menyatakan bahwa media merupakan
perpanjangan manusia yang memungkinkan penyebaran informasi
melintasi ruang dan waktu. Peran tersebut diwujudkan melalui kebi-
jakan redaksional dalam memilih, menonjolkan, dan menyajikan
aspek-aspek tertentu dari realitas sosial sebagai bagian dari agenda
media (West & Turner, 2017). Dengan demikian, proses penyusunan
pemberitaan melibatkan berbagai pertimbangan yang memengaruhi
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bagaimana suatu realitas dikonstruksi dan disampaikan kepada
khalayak.

Berpijak dari kondisi tersebut, pemberitaan dipengaruhi oleh
beragam faktor yang melekat pada institusi media itu sendiri. Kondisi
ini selaras dengan gagasan Shoemaker & Reese (2014) bahwa sejum-
lah faktor yang memengaruhi konten media, antara lain rutinitas
redaksional, tekanan organisasi, nilai-nilai profesional hingga ideologi
media. Rusadi (2015) mengemukakan, ideologi media menjadi kunci
untuk memahami bagaimana media menempatkan diri dan ber-
operasi dalam arena kontestasi sosial, ekonomi, dan politik. Pengaruh
berbagai faktor tersebut tercermin dalam cara media memilih, me-
nonjolkan, dan membingkai suatu peristiwa sehingga menghasilkan
representasi realitas tertentu bagi khalayak.

Proses pembentukan representasi realitas tersebut sejalan
dengan teori konstruksi sosial yang dikemukakan Berger & Luck-
mann (1966: 1990). Keduanya menyatakan bahwa realitas sosial
dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.
Kerangka tersebut kemudian diadaptasi oleh Hamad (2004) dalam
kajian media massa. Menurut Hamad, media massa berperan aktif
dalam membangun realitas sosial melalui penggunaan simbol dan
bahasa, pengemasan isu-isu aktual, dan penempatan agenda media.
Melalui proses inilah, realitas yang dikonstruksi media diinternalisasi
oleh khalayak sebagai pengetahuan keseharian yang dianggap wajar
dan sah.

Realitas yang dikonstruksi media terbentuk melalui isi pesan yang
disampaikan serta kebiasaan masyarakat dalam mengakses, menggu-
nakan, dan menjadikan media sebagai rujukan untuk memahami
berbagai peristiwa sosial. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa
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pengaruh media selain pada kontennya, juga pada praktik sosial yang
mengiringi penggunaannya. Dalam konteks inilah, Couldry (2003)
memperkenalkan konsep ‘ritual media’ yaitu berbagai praktik yang
memperkuat anggapan bahwa media merupakan pusat akses
masyarakat terhadap realitas sosial. Melalui praktik-praktik tersebut,
masyarakat semakin menerima dan menganggap wajar bahwa media
memiliki posisi sentral dalam membentuk pemahaman mereka
tentang realitas sosial. Posisi sentral tersebut sekaligus memberikan
ruang bagi media untuk menentukan bagaimana suatu realitas
direpresentasikan kepada khalayak.

Dengan posisi tersebut, proses pembentukan realitas oleh media
menjadi penting untuk dicermati. Realitas yang disajikan media
bukanlah cerminan objektif atas suatu peristiwa, melainkan hasil dari
proses seleksi, penafsiran, dan penyusunan informasi (Mast &
Temmerman, 2021: Fadeji et al., 2025). Oleh karena itu, setiap pem-
beritaan merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi perspektif,
nilai, dan kepentingan tertentu yang diusung media.

Dalam konteks tersebut, sejumlah literatur menunjukkan bahwa
orientasi ideologis, struktur kepemilikan media, serta segmentasi
audiens turut memengaruhi konstruksi narasi pemberitaan (Agarwal
& Priti, 2022: Baccino, 2025: Aktari, 2025: Psychari, 2025: Theine et al.,
2025). Dengan kata lain, dalam praktik redaksional, berita dibentuk
melalui penentuan sudut pandang yang dipengaruhi oleh orientasi
media dan karakteristik audiens (Truyens & Picone, 2021: Belair-
Gagnon et al., 2020: Shin & Miller, 2025: Dodds et al., 2023: Kristensen
& Bro, 2024). Konsekuensinya, narasi pemberitaan yang dihasilkan
akan menampilkan penekanan terhadap tema-tema tertentu. Oleh
karena itu, untuk memahami bagaimana suatu peristiwa direpresen-
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tasikan media, diperlukan pendekatan yang mampu mengidentifikasi
dan menafsirkan tema-tema yang muncul dalam teks berita.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, buku ini menggunakan
analisis tematik dengan merujuk pada Braun & Clarke (2012) yang
mendefinisikannya sebagai pendekatan untuk mengidentifikasi,
menganalisis, dan menginterpretasikan tema-tema dalam data
kualitatif. S. Ahmed & Matthes (2017) serta S. K. Ahmed et al. (2025)
menambahkan bahwa analisis tematik berfokus pada tema-tema
yang paling menonjol, bermakna, koheren, dan memiliki nilai analitis.
Dalam konteks penelitian media, tema-tema dalam teks berita digu-
nakan untuk memahami bagaimana suatu peristiwa direpresen-
tasikan melalui narasi pemberitaan yang diproduksi dalam newsroom.

Relevansi analisis tematik tersebut mendorong perlunya mene-
laah bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam penelitian-pene-
litian sebelumnya, khususnya pada kajian media yang membahas isu
politik dan kebijakan luar negeri Indonesia. Sejumlah penelitian
mengkaji pemberitaan media mengenai isu politik dan kebijakan luar
negeri (Assefa, 2024: Masduki et al., 2023: Setiawati & Roziqin, 2024:
Hkikmat & Komara, 2024: Rahmadan & Setiawati, 2021). Namun,
penelitian-penelitian tersebut umumnya belum menempatkan
struktur tematik sebagai dasar untuk mengidentifikasi pembentukan
isu dalam teks media. Oleh karena itu, kajian media mengenai isu
politik dan kebijakan luar negeri Indonesia yang menggunakan
analisis tematik sebagai pendekatan utama masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi buku yang mengkaji
isi pemberitaan, serta mengidentifikasi bagaimana struktur tematik
membentuk representasi suatu peristiwa dalam media. Atas dasar
itu, buku ini menawarkan kebaruan dengan mengidentifikasi struktur
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isu melalui analisis tematik untuk menjelaskan proses konstruksi
realitas sebagai representasi media. Melalui pendekatan tematik
analisis, buku ini bermaksud mengungkap kecenderungan konstruksi
ideologis yang tercermin dalam praktik jurnalisme daring di Indo-
nesia.

Di sisi lain, media berperan membentuk cara publik memaknai
realitas melalui seleksi isu, penekanan tertentu, dan representasi
yang ditampilkan (Entman, 2003). Pandangan ini diperkuat Zaklama
(2025) yang menjelaskan bahwa pembingkaian media dilakukan
dengan menonjolkan atau mengurangi aspek tertentu sehingga
memengaruhi cara publik memahami, menafsirkan, dan menilai
suatu peristiwa, isu, maupun individu.

Dengan demikian, pemberitaan polemik Indonesia bergabung
dalam BoP menjadi penting dikaji untuk memahami bagaimana kebi-
jakan luar negeri dikomunikasikan melalui pembingkaian isu yang
direpresentasikan melalui perspektif media.

Lebih lanjut, sejauh ini kajian framing media berkembang luas
dalam berbagai konteks, mulai dari konflik internasional, kebijakan
luar negeri, hingga isu domestik. Secara umum, media menyampai-
kan fakta, serta aktif merepresentasikan realitas sosial- politik melalui
pilihan bahasa, sudut pandang, dan struktur narasi.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian memperlihatkan
relasi framing media dengan kepentingan politik dan kebijakan
negara. Maksum (2025) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa
pemberitaan Presidensi G20 cenderung menonjolkan narasi keber-
hasilan negara, sementara kritik terhadap isu domestik relatif ter-
batas. Hal ini sejalan dengan penelitian Martha et al. (2022) bahwa
media nasional cenderung mendukung posisi kebijakan luar negeri
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Indonesia. Di sisi lain, Fauzulhaq & Harwinda (2025) memperlihatkan
perbedaan konstruksi narasi antar media terkait kontroversi Indone-
sia dalam BRICS. Sedangkan  Juidah & Pratiwi (2025) menunjukkan
bahwa framing dapat memperkuat legitimasi pemerintah maupun
menampilkan kritik publik.

Di tingkat global, Arslan (2024) maupun Paun (2022) menunjukkan
bahwa framing media berkaitan erat dengan identitas nasional serta
relasi antara media dan negara. Konsekuensinya, praktik framing
tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh konteks politik,
ideologi, dan kepentingan yang melingkupi institusi media. Ini ter-
cermin dalam temuan Almahallawi & Awais (2025) serta Wang et al.
(2024) yang mengungkapkan perbedaan mencolok antara media
Barat dan Timur dalam membingkai konflik. Dengan demikian, impli-
kasinya bahwa framing media mencerminkan posisi institusi media,
sekaligus beririsan terhadap cara masyarakat memahami dan menilai
suatu peristiwa, terutama dalam konteks politik.

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa framing media
tidak dapat dilepaskan dari orientasi geopolitik dan kepentingan
editorial yang membentuk konstruksi realitas dalam pemberitaan.
Konstruksi realitas yang dihasilkan media kemudian menjadi dasar
bagi publik dalam memahami berbagai isu, khususnya isu-isu politik.

Dalam sistem demokrasi, kondisi tersebut menjadi semakin
penting karena media massa berperan sebagai sumber utama infor-
masi bagi publik. Fuhat & Wahab (2024) mengemukakan bahwa
media memengaruhi persepsi publik melalui pembingkaian isu politik.
Proses tersebut berperan penting dalam membentuk opini masya-
rakat, mengarahkan diskursus publik, serta mengonstruksi narasi
mengenai berbagai isu politik.
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Meskipun memberikan gambaran yang komprehensif, sebagian
besar penelitian masih berfokus pada perbandingan antar media
dalam menyikapi beragam isu-isu besar yang aktual. Kajian yang
secara spesifik menelaah bagaimana media mengonstruksi isu
kebijakan luar negeri, dalam hal ini isu BoP yang kontroversial dan
aktual, relatif masih terbatas. Selain itu, pendekatan framing dalam
korpus data (berita BoP) untuk menyingkap representasi media,
sejauh ini relatif masih terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, buku ini menawarkan kebaruan
dengan mengkaji representasi media atas kontroversi keikutsertaan
Indonesia dalam BoP pada Kompas.com dan Republika.co.id edisi 1-
4 Maret 2026. Dengan memadukan analisis tematik dan pembing-
kaian isu, buku ini bertujuan mengeksplorasi fenomena polemik
keterlibatan Indonesia dalam BoP secara lebih kontekstual. Artinya,
riset ini menempatkan kedua pendekatan secara terpisah dalam satu
desain analisis untuk memperjelas arah analisis dalam menelaah
pemberitaan isu kebijakan luar negeri di media massa. Dengan demi-
kian, buku ini diharapkan dapat memperkaya kajian jurnalisme kon-
temporer dalam menyikapi isu kebijakan luar negeri yang memicu
perdebatan publik.
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A. Framing dalam Pemberitaan Media

Framing merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi
komunikasi untuk memahami bagaimana media membentuk makna
atas peristiwa. Dalam perspektif ini, berita sebagai hasil konstruksi
yang melibatkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari
realitas. Melalui proses tersebut, media berperan dalam menentukan
bagaimana suatu isu dipahami oleh khalayak.

Entman (2003) menyatakan framing meliputi definisi masalah,
penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyele-
saian, membangun makna pemberitaan. Menurut Entman  bahwa
framing bekerja melalui empat elemen utama, yaitu pendefinisian
masalah (problem definition), penentuan penyebab (causal interpre-
tation), penilaian moral (moral evaluation), serta rekomendasi pen-
yelesaian (treatment recommendation). Keempat elemen ini menun-
jukkan bahwa framing tidak hanya berkaitan dengan bagaimana

Bab II

Media dan Framing
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suatu peristiwa disajikan, tetapi juga bagaimana makna dibangun
dan diarahkan dalam pemberitaan.

Pada perkembangannya, kajian framing terus mengalami pengua-
tan melalui studi-studi kontemporer. Penelitian terbaru seperti yang
dikemukakan oleh Zaklama (2025), menegaskan bahwa framing
tetap relevan dalam konteks media digital yang dinamis, di mana
produksi dan distribusi informasi berlangsung secara cepat dan
berlapis. Dalam situasi tersebut, framing terbentuk di tingkat redaksi
yang dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai aktor dalam ruang
publik digital.

Selain itu, Entman (2010) melalui konsep cascading activation
menunjukkan bahwa proses framing tidak berlangsung secara tung-
gal, melainkan mengalir melalui relasi kekuasaan antara pemerintah,
elite, media, dan publik. Hal ini menegaskan bahwa framing merupa-
kan proses yang bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh konteks politik
serta struktur kekuasaan yang melingkupinya.

Dengan demikian, framing sebagai mekanisme penting dalam
produksi makna media yang mencerminkan realitas, serta mem-
bentuk cara pandang khalayak terhadap suatu isu. Dalam penelitian
ini, teori framing digunakan sebagai landasan teoritis sekaligus
kerangka analisis untuk mengkaji bagaimana media membingkai isu
kontroversi keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Berita

Berita merupakan produk utama jurnalistik yang berfungsi men-
yampaikan informasi kepada publik tentang peristiwa yang memiliki
nilai penting, aktual, dan relevan. Dalam perspektif klasik, berita
sebagai laporan faktual mengenai realitas. Namun, dalam perkem-
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bangan kajian komunikasi modern, berita tidak lagi dilihat sebagai
cerminan realitas yang netral, melainkan sebagai hasil dari proses
seleksi dan penyusunan informasi oleh media (McQuail, 2010). Dalam
konteks ini, peneliti memandang bahwa berita dipengaruhi oleh
perspektif, kepentingan, serta praktik profesional dalam ruang
redaksi. Dengan demikian, proses pembentukan berita tersebut
tetap berada dalam kerangka norma dan prinsip jurnalistik yang
mengatur bagaimana realitas disajikan kepada publik.

Dalam praktik jurnalistik, kualitas berita ditentukan isi informasi,
serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan profesi jurnalistik.
Kovach & Rosenstiel (2021) menekankan bahwa jurnalisme memiliki
elemen-elemen esensial yang semestinya diterapkan oleh setiap
awak pers, antara lain kebenaran, loyalitas kepada warga, disiplin
verifikasi, independensi dari sumber, serta fungsi sebagai pemantau
kekuasaan. Elemen-elemen ini menunjukkan bahwa berita sebagai
produk informasi serta memiliki tanggung jawab etis dalam menjaga
kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.

Selain itu, Kovach dan Rosenstiel menekankan pentingnya pen-
yajian berita yang proporsional dan komprehensif, sehingga publik
dapat memahami isu secara utuh. Dalam konteks ini, jurnalis menyam-
paikan fakta dengan memilih sudut pandang tertentu yang dianggap
relevan dan penting. Proses ini menunjukkan bahwa berita selalu
melibatkan keputusan editorial yang berpengaruh terhadap cara
suatu peristiwa direpresentasikan.

Di sisi lain, Shoemaker dan Reese (2014) menjelaskan bahwa
produksi berita dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari individu
jurnalis hingga struktur organisasi media. Hal ini semakin menegaskan
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bahwa berita tidak pernah sepenuhnya netral, karena selalu berada
dalam konteks sosial dan institusional tertentu.

Dalam era media daring, karakteristik berita mengalami peru-
bahan signifikan. Kecepatan distribusi informasi dan tuntutan aktua-
litas membuat media harus bekerja lebih cepat dalam memproduksi
berita (Deuze, 2003). Kondisi ini dapat mempengaruhi proses verifi-
kasi dan kedalaman informasi, sehingga menuntut jurnalis menjaga
prinsip-prinsip dasar jurnalistik.

Dalam penelitian ini, berita sebagai teks media berfungsi men-
yampaikan informasi, sekaligus merepresentasikan cara media dalam
menampilkan suatu isu. Oleh karena itu, analisis terhadap berita
menjadi penting untuk memahami bagaimana isu kontroversi terkait
BoP disajikan kepada publik.

B. New Media

New media merujuk pada perkembangan teknologi digital yang
membawa perubahan dalam cara produksi dan distribusi informasi.
Deuze (2003) menjelaskan bahwa media daring memiliki karakteristik
utama berupa kecepatan, interaktivitas, dan fleksibilitas dalam
penyajian informasi.

Dalam konteks jurnalistik, new media mempercepat penyebaran
berita secara real-time, sehingga publik dapat mengakses informasi
dengan cepat. Namun, kondisi ini menuntut media untuk bekerja
lebih cepat sehingga berpengaruh terhadap proses verifikasi dan
kedalaman informasi.

Selain itu, new media membuka ruang interaksi antara media
dan audiens. Pembaca dapat memberikan respons secara langsung
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melalui komentar atau media sosial, sehingga menciptakan hubungan
yang lebih dinamis antara media dan publik.

Perkembangan new media juga memengaruhi cara media dalam
menyajikan berita. Artinya, media penting dalam menyampaikan
informasi dengan mengemasnya dalam bentuk yang menarik dan
mudah diakses oleh audiens.

Dalam buku ini, new media menjadi konteks yang penting dalam
memahami bagaimana pemberitaan diproduksi dan didistribusikan
dalam media daring.

C. Jurnalisme Online

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi signi-
fikan dalam praktik jurnalisme, terutama dengan hadirnya internet
sebagai medium utama distribusi informasi. Dalam konteks ini, jur-
nalisme online sebagai bentuk praktik jurnalistik yang memiliki karak-
teristik dan logika tersendiri. Deuze (2003) menegaskan bahwa
jurnalisme online berkembang melalui pemanfaatan fitur khas media
digital yang tidak dimiliki oleh media tradisional.

Salah satu ciri utama jurnalisme online terletak pada kemampuan-
nya mengintegrasikan hypertextuality, interactivity, dan multimedia-
lity dalam proses produksi dan penyajian berita. Hypertextuality
menjadikan suatu berita terhubung dengan informasi lain melalui
tautan, sehingga pembaca dapat menelusuri konteks yang lebih luas
secara mandiri. Sementara itu, interactivity membuka ruang bagi
audiens menjadi penerima informasi, namun dapat berpartisipasi
melalui komentar, diskusi, maupun berbagi konten. Adapun multime-
diality menghadirkan keberagaman format penyajian, seperti teks,
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gambar, audio, dan video, yang memperkaya pengalaman konsumsi
berita.

Lebih lanjut, Deuze mengidentifikasi bahwa jurnalisme online
hadir dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah mainstream news
sites, yaitu platform berita yang dikelola oleh institusi media arus
utama. Dalam model ini, produksi konten masih didominasi redaksi,
sehingga proses seleksi dan penonjolan isu tetap berada dalam
kendali jurnalis. Meskipun demikian, keberadaan fitur digital tetap
memengaruhi cara informasi disusun dan disampaikan, sehingga
berimplikasi pada cara realitas dikonstruksi di ruang publik.

Dengan demikian, jurnalisme online menghadirkan perubahan
pada aspek teknis, serta memengaruhi dinamika produksi makna
dalam pemberitaan. Karakteristik digital yang melekat pada media
online menjadikan proses konstruksi realitas semakin kompleks. Ciri
khas tersebut melibatkan pilihan redaksional didukung perangkat
teknologi yang membingkai penyajian informasi. Dalam buku ini, pe-
mahaman terhadap jurnalisme online menjadi penting untuk melihat
bagaimana media daring mengelola dan membingkai isu, khususnya
dalam konteks pemberitaan mengenai kontroversi keikutsertaan
Indonesia dalam BoP.

D. Pesan dan Makna dalam Media

Media massa sebagai saluran penyampaian informasi, dan sebagai
ruang produksi makna atas berbagai peristiwa yang terjadi dalam
masyarakat. Berita yang disajikan kepada memuat fakta, sekaligus
mengandung pesan-pesan tertentu yang terbentuk melalui proses
seleksi dan penyajian informasi. Pesan dalam media melalui teks
mengandung gagasan dalam memandang realitas yang merefleksikan
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ideologi media itu sendiri (Pawito, 2014). Hal ini membuat pembaca
tanpa sadar ikut memahami realitas sesuai sudut pandang yang
dibangun media secara perlahan dan halus. Proses pembentukan
makna tersebut berkaitan erat dengan framing, yaitu cara media
menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu realitas.

Dalam praktik jurnalistik, pemilihan isu, penentuan sudut pandang,
serta penekanan pada aspek tertentu menjadi bagian dari proses
yang memengaruhi bagaimana suatu peristiwa dipahami khalayak
(McQuail, 2010; Eriyanto, 2002). Dalam hal ini, peneliti memandang
bahwa proses tersebut menunjukkan adanya peran aktif media dalam
membingkai realitas, sehingga makna yang diterima publik merupa-
kan hasil konstruksi, bukan pantulan realitas semata.

Proses tersebut menunjukkan bahwa pesan dalam media tidak
bersifat netral. Informasi yang disampaikan melalui pertimbangan
redaksional yang dipengaruhi oleh nilai berita, kebijakan media, serta
konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Dengan demikian,
setiap berita membawa makna tertentu yang dapat membentuk
persepsi publik terhadap suatu isu. Dalam hal ini, media juga sebagai
‘aktor’ yang turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap
realitas sosial (McQuail, 2010). Dalam kerangka ini, penulis melihat
bahwa peran media dalam merepresentasikan realitas, maupun
mengarahkan pemaknaan publik melalui penonjolan aspek tertentu
dan pengabaian aspek lainnya.

Dalam konteks media digital, produksi pesan menjadi semakin
dinamis. Informasi disajikan dalam berbagai format serta didistribusi-
kan secara cepat kepada khalayak yang luas. Kondisi ini membuka
ruang bagi munculnya beragam interpretasi terhadap suatu peristiwa,
seiring dengan meningkatnya akses terhadap berbagai sumber
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informasi. Namun demikian, peran redaksi tetap menjadi faktor pen-
ting dalam menentukan bagaimana pesan disusun dan disampaikan
kepada publik.

Dengan demikian, pemahaman terhadap pesan dan makna dalam
media massa menjadi penting dalam buku ini untuk melihat bagaimana
suatu isu dikemas dalam pemberitaan. Setiap pilihan dalam penyajian
informasi berpotensi menghasilkan penekanan makna tertentu,
yang memengaruhi cara khalayak memahami realitas yang ditampil-
kan media. Perspektif ini menjadi landasan awal untuk menelaah
lebih lanjut bagaimana media membingkai isu dalam pemberitaan.

Board of Peace (BoP)

Board of Peace (BoP) merupakan inisiatif kerja sama internasional
yang muncul dalam konteks meningkatnya eskalasi konflik global,
khususnya terkait isu Palestina. Gagasan awal pembentukan BoP
diarahkan sebagai forum kolektif untuk mendorong terciptanya
perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut, sekaligus merespons
tekanan internasional terhadap perlunya penyelesaian konflik yang
berkelanjutan (brin.go.id, 2026). Inisiatif ini tak dapat dilepaskan dari
peran Donald Trump, sebagai Presiden Amerika Serikat dan menjadi
figur sentral dalam mendorong pembentukan forum tersebut.

Secara formal, BoP ditandatangani pada akhir Januari 2026 dalam
sebuah pertemuan tingkat tinggi di Davos, Swiss yang dihadiri oleh
sejumlah pemimpin negara. Forum tersebut menjadi momentum
awal bagi negara-negara yang terlibat untuk menyatakan komitmen
dalam mendukung upaya perdamaian, khususnya terkait konflik di
Palestina. Indonesia turut ambil bagian dalam pertemuan tersebut
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melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto, yang mencerminkan
posisi aktif Indonesia dalam dinamika diplomasi internasional.

Selanjutnya, BoP menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) per-
dananya di Washington, Amerika Serikat pada pertengahan Februari
2026. KTT ini semula diharapkan menjadi langkah awal dalam meru-
muskan agenda konkret bagi penyelesaian konflik dan penguatan
kerja sama antarnegara. Hanya saja, dalam waktu yang relatif singkat
setelah forum tersebut berlangsung, terjadi eskalasi konflik yang
ditandai dengan agresi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan
Israel terhadap Iran. Peristiwa ini memunculkan kontradiksi terhadap
semangat perdamaian yang sebelumnya diusung dalam kerangka
BoP.

Kondisi tersebut menjadikan BoP sebagai forum diplomatik,
sekaligus sebagai isu yang memicu perdebatan di ruang publik. Di
satu sisi, BoP diposisikan sebagai upaya kolektif untuk menjaga per-
damaian, khususnya di Palestina. Namun di sisi lain, dinamika politik
global yang berkembang justru menunjukkan adanya ketegangan
antara komitmen normatif dan praktik kekuasaan. Oleh karena itu,
BoP menjadi relevan untuk dikaji dalam buku ini, terutama dalam
melihat bagaimana media mengonstruksi dan membingkai isu
tersebut di tengah kompleksitas kepentingan global.

Dengan demikian, BoP dalam buku ini sebagai isu kebijakan yang
menjadi perhatian media dan publik. Sebagai bagian dari kebijakan
luar negeri, BoP melibatkan berbagai kepentingan yang bersifat
nasional maupun internasional. Dalam buku ini, BoP diposisikan
sebagai objek analisis untuk memahami bagaimana media merep-
resentasikan isu kebijakan luar negeri dalam pemberitaan.
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Bab III

Board of Peace (BoP) dalam
Sorotan Media

A. BoP di Tengah Justifikasi dan Legitimasi

Sepuluh berita terkait kontroversi keterlibatan Indonesia dalam
BoP pada Kompas.com (1-4 Maret 2026) dipilih secara purposif. Dengan
menggunakan analisis tematik dari Braun dan Clarke (2012), pemba-
hasan ini disusun berdasarkan kategori tema sebagai unit analisis
yang dihasilkan melalui proses koding awal. Dalam konteks ini, pene-
rapan metode analisis tematik menuntut keterlibatan penuh peneliti,
ketelitian, transparansi, serta konsistensi selama proses analisis (S.
K. Ahmed et al., 2025: Christou, 2023: Naeem et al., 2023: Byrne, 2022:
Pearson et al., 2025). Selanjutnya, kategorisasi tema yang dihasilkan
melalui analisis tematik digunakan sebagai bahan pembahasan.

Hasil pengkodean menunjukkan empat kategori tema yaitu: 1)
Evaluasi kebijakan Indonesia dalam BoP (empat berita); 2) Justifikasi
kebijakan Indonesia dalam BoP (tiga berita); 3) Legitimasi BoP diper-
tanyakan (dua berita); 4) Delegitimasi kepemimpinan internasional
dalam BoP (satu berita). Mengutip gagasan Byrne (2022) bahwa
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pengkodean berkontribusi menghasilkan tema yang bermakna dan
relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Berdasarkan pengelompokkan tersebut, tematik “Evaluasi
Kebijakan Indonesia dalam BoP” merefleksikan pemberitaan yang
memaparkan evaluasi kebijakan secara umum, serta menilai dampak
bergabungnya Indonesia dalam BoP berikut signifikansinya melalui
kritik, desakan atau protes yang berasal dari segenap masyarakat.
Tema “Justifikasi Kebijakan Indonesia dalam BoP” memperlihatkan
bagaimana pemberitaan mengartikulasikan alasan dan argumentasi
yang mendukung keterlibatan Indonesia dalam BoP. Justifikasi hadir
melalui pernyataan resmi pemerintah, pertimbangan strategis, serta
penekanan pada kepentingan nasional yang dianggap relevan
dengan dinamika global.

Sementara itu, tematik “Legitimasi BoP Dipertanyakan” mencer-
minkan kecenderungan pemberitaan berisi keraguan dan kritik
terhadap dasar legitimasi BoP, baik dari segi kewenangan, peran,
maupun relevansinya dalam konteks internasional yang terus berubah.
Hal ini bersinggungan dengan tematik “Delegitimasi Kepemimpinan
Internasional dalam BoP”, yang menyorot menurunnya tingkat
kepercayaan terhadap aktor-aktor global. Narasi yang berkembang
dalam tema ini kerap mengangkat persoalan kredibilitas dan efektivitas
kepemimpinan internasional dalam merespons situasi global.

Dengan demikian, kategorisasi tematik ini penting untuk memas-
tikan keterkaitan antara data empiris dengan fokus analisis yang
ditetapkan. Keempat kategori tematik ini selanjutnya diuraikan untuk
menunjukkan kecenderungan makna yang tersembunyi di balik
pemberitaan media.

Board of Peace (BoP) dalam Sorotan Media
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1. Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam Board of Peace

a. MUI Desak RI Keluar dari Board of Peace Usai Serangan AS-
Israel ke Iran

Tabel 1. Berita Kompas.com Edisi 1 Maret 2026 (15:58 WIB)

Judul berita: MUI Desak RI Keluar dari Board of Peace Usai Serangan
AS-Israel ke Iran

Sumber: https://cahaya.kompas.com/aktual/26C01135821990/mui-
desak-ri-keluar-dari-board-of-peace-usai-serangan-as-israel-ke-iran

JAKARTA, KOMPAS.com-Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak
pemerintah Republik Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) men-
yusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Sabtu, 28
Februari 2026.Sikap ini disampaikan dalam Tausiyah resmi MUI tertanggal
1 Maret 2026. MUI menilai keterlibatan Amerika dalam BoP memuncul-
kan pertanyaan serius terkait komitmen perdamaian Palestina.Desakan
tersebut tertuang dalam surat bernomor Kep28/DP-MUI/III/2026 yang
ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI
Buya Amirsyah Tambunan. MUI menyatakan bahwa Amerika memainkan
peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP, namun
efektivitasnya dipertanyakan.

MUI: BoP Dinilai Tidak Efektif untuk Kemerdekaan Pales-
tina
MUI menilai strategi yang dijalankan melalui Board of Peace belum
menunjukkan arah menuju perdamaian yang adil bagi Palestina. ”Untuk
itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan
dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan
sejati di Palestina,” kata MUI dalam Tausiyah yang dikeluarkan pada
Ahad (1/3/2026). MUI juga menyoroti tindakan Presiden Amerika Seri-
kat Donald Trump yang melakukan serangan bersama Israel terhadap
Iran sehingga memicu eskalasi konflik regional.
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Serangan AS-Israel ke Iran dan Eskalasi Konflik
MUI menilai serangan militer Israel dan Amerika terhadap Iran, yang
kemudian dibalas Iran, merupakan eskalasi serius dan berpotensi
menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam konflik terbuka yang lebih
luas.”Situasi ini tidak boleh dipandang sebagai insiden terpisah, mela-
inkan bagian dari konfigurasi geopolitik yang lebih besar. Ini adalah
tugas dan tanggung jawab semua negara untuk mewujudkan perda-
maian agar dapat melakukan perlindungan maksimal terhadap warga
sipil,” tegasnya.MUI menilai motif strategis di balik serangan tersebut
patut diduga sebagai upaya melemahkan posisi Iran di kawasan dan
sekaligus membatasi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan
Palestina.

MUI Serukan PBB dan OKI Bertindak
MUI menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengambil langkah maksimal
menghentikan perang dan menghormati hukum internasional.”MUI
menyerukan kepada PBB dan OKI untuk langkah-langkah maksimal
menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI
berkeyakinan bahwa perang akan mendatangkan kemudhorotan
global,” kata MUI.MUI juga menegaskan bahwa serangan Amerika
dan Israel bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta Pembukaan
UUD 1945 yang menekankan pentingnya ketertiban dunia berdasar-
kan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Duka atas Gugurnya Ali Khamenei
Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran dilaporkan menyebabkan
gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. MUI menyampaikan
duka mendalam atas peristiwa tersebut.”MUI menyampaikan duka
mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai
akibat serangan Israel-Amerika pada (28/2/2026). Kita menyampaikan
inna ilaihi raji’un Sebagai syahada kita doakan semoga menjadi penghuni
surga, Aamin,” tulisnya.

Seruan Qunut Nazilah dan Hentikan Eskalasi
MUI mengajak umat Islam di berbagai belahan dunia untuk terus mela-
kukan qunut nazilah serta berdoa memohon pertolongan dan perlin-
dungan Allah SWT bagi umat Muslim yang mengalami kesulitan dan
penindasan. MUI memahami bahwa serangan Iran ke negara teluk
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merupakan bentuk pembalasan atas serangan Amerika dan Israel
yang menyasar pangkalan militer.” Karena itu, untuk menghindari
eskalasi lebih luas, Amerika dan Israel harus menghentikan serangan
ke Iran karena serangan ini bertentangan dengan Pasal 2 (4) Deklarasi
PBB,” tulis dalam poin ketiga. Dalam konteks konflik Israel-Palestina,
MUI mendorong berbagai negara untuk mengambil peran sebagai juru
damai guna menghentikan serangan militer yang berpotensi menjadi
instrumen tekanan politik demi mengamankan dominasi regional
Israel atas Palestina.

Koding awal: Ormas Islam desak RI ke luar dari BoP

Analisis berita berjudul “MUI Desak RI Keluar dari Board of Peace
Usai Serangan AS-Israel ke Iran” memperlihatkan berita tersebut
membangun konstruksi mengenai krisis kredibilitas BoP di tengah
meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Fokus utama pembe-
ritaan diarahkan pada sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang men-
desak pemerintah untuk mengevaluasi kembali keanggotaan Indo-
nesia dalam BoP pasca serangan militer AS- Israel terhadap Iran. Dalam
narasi yang dibangun, polemik mengenai BoP sebagai persoalan
hubungan internasional, sekaligus sebagai isu yang menyangkut
konsistensi moral, kredibilitas lembaga internasional, dan komitmen
terhadap nilai-nilai perdamaian yang menjadi dasar pembentukan
organisasi tersebut.

Narasi berita memperlihatkan bahwa kritik MUI berawal dari
kontradiksi antara tujuan BoP sebagai forum yang mengedepankan
perdamaian dengan tindakan militer yang dilakukan oleh salah satu
aktor yang berada di dalam struktur organisasi tersebut. Keberadaan
Amerika Serikat dalam BoP dipandang memunculkan dilema karena
negara tersebut terlibat dalam operasi militer bersama Israel terhadap



23
Board of Peace (BoP) dalam Sorotan Media

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iran. Dalam konteks tersebut, pemberitaan menegaskan bahwa
keterlibatan Amerika “memunculkan pertanyaan serius terkait komit-
men perdamaian Palestina.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa
kredibilitas BoP dipertanyakan karena munculnya keraguan terhadap
kesesuaian antara komitmen normatif yang diusung organisasi de-
ngan tindakan nyata para aktor di dalamnya.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun pemahaman bahwa
legitimasi suatu organisasi internasional ditentukan oleh tujuan yang
tercantum dalam pembentukannya, maupun oleh konsistensi para
anggotanya dalam menjalankan prinsip-prinsip yang menjadi dasar
organisasi tersebut. Ketika negara yang terlibat dalam forum perda-
maian tetap menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan
konflik, muncul persepsi bahwa nilai-nilai perdamaian yang dikede-
pankan kehilangan ‘ruh’ moralnya. Kondisi tersebut memperlihatkan
bahwa kepercayaan publik terhadap organisasi internasional
dipengaruhi oleh keselarasan antara retorika diplomasi dan praktik
kebijakan yang dijalankan oleh para aktor yang terlibat dalam BoP.

Kritik tersebut semakin diperkuat melalui penilaian MUI bahwa
BoP “tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina.”
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap BoP didasar-
kan pada respons organisasi terhadap konflik Iran, serta dikaitkan
dengan persoalan Palestina yang menjadi salah satu isu utama dalam
diplomasi internasional. Dengan demikian, efektivitas BoP dipertan-
yakan karena dinilai belum mampu menghasilkan perubahan yang
nyata terhadap penyelesaian konflik maupun pemenuhan hak-hak
masyarakat Palestina sesuai dengan prinsip perdamaian dan keadilan
internasional.
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Secara umum, pemberitaan membingkai BoP sebagai organisasi
yang menghadapi tantangan serius terkait legitimasi, baik dari sisi
kinerja maupun aspek moral dan politik para aktor yang berada di
dalamnya. Narasi yang dibangun memperlihatkan bahwa praktik
kekerasan militer bisa mengikis kepercayaan publik terhadap institusi
yang mengusung agenda perdamaian internasional. Dalam konteks
tersebut, kredibilitas organisasi didasarkan pada komitmen normatif
yang disampaikan dalam berbagai forum diplomatik, maupun dari
kemampuan mewujudkan nilai-nilai perdamaian melalui kebijakan
dan tindakan nyata di tengah dinamika geopolitik global yang terus
berkembang.

b. Anggota DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP Usai Serangan
AS-Israel ke Iran

_

Tabel 2. Berita Kompas.com Edisi 3 Maret 2026 (12:52 WIB)

Judul Berita: Anggota DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP Usai
Serangan AS-Israel ke Iran

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/12525441/
anggota-dpr-desak-indonesia-keluar-dari-bop-usai-serangan-as-israel-
ke-iran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari Board of Peace
(BoP), menyusul invasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Hasanuddin mengatakan, partisipasi Indonesia di BoP telah mencede-
rai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi karena
organisasi tersebut membiarkan agresi militer terhadap bangsa lain.
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“Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tecermin
apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiar-
kan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi
AS-Israel ke Iran,” ujar Hasanuddin kepada Kompas.com, Selasa (3/3/
2026). Menurut dia, langkah tersebut justru mengembalikan posisinya
sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas
aktif dan independen.

“Serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaula-
tan setiap bangsa,” kata Hasanuddin. Hasanuddin khawatir keputusan
tetap berada dalam BoP dapat menimbulkan persoalan lebih besar dan
membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia.

“Daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar,
sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini
penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi
amanat konstitusi kita,” tutur Hasanuddin. Di samping itu, keterlibatan
Indonesia di Board of Peace besutan Presiden AS Donald Trump telah
membuat pemerintah tak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk
invasi tersebut. “Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan
Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemah-
nya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain,” kata
Hasanuddin.

Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan bahwa posisi yang dinilai tidak
netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain,
dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia.
Hasanuddin berpandangan, Indonesia berisiko terjebak dalam pusaran
geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi
membahayakan. “Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepenting-
an AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam men-
yelesaikan masalah,” ujar dia. Dia juga mengingatkan bahwa mobilisasi
pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP berpotensi mendapat penola-
kan.

“Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika
perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap
keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengeklaim telah berkomuni-
kasi dengan pemerintah Indonesia,” ucap Hasanuddin.
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Dia menambahkan, alokasi anggaran untuk partisipasi Tentara Nasional
Indonesia dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara
untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif. “Dalam kondisi fiskal yang
tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan
anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan
ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabili-
tas fiskal Indonesia,” ujar Hasanuddin.

Koding awal: Wakil rakyat desak Indonesia ke luar dari BoP

Analisis terhadap pemberitaan Kompas.com berjudul “Anggota
DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP Usai Serangan AS-Israel ke
Iran” menunjukkan bahwa isu keanggotaan Indonesia dalam BoP
diposisikan sebagai persoalan yang berkaitan dengan arah kebijakan
politik luar negeri Indonesia. Pemberitaan tersebut menyorot mun-
culnya desakan dari anggota DPR agar pemerintah melakukan evalu-
asi secara menyeluruh terhadap posisi Indonesia di dalam organisasi
tersebut pasca serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap
Iran. Desakan tersebut sebagai respons atas situasi konflik yang
terjadi maupun sebagai bentuk refleksi terhadap konsistensi kebija-
kan luar negeri Indonesia yang selama ini berlandaskan prinsip bebas
aktif.

Dalam narasi berita, kritik terhadap keanggotaan Indonesia di
BoP tampak melalui argumentasi bahwa keberadaan Indonesia di
dalam organisasi tersebut berpotensi bertentangan dengan nilai-
nilai dasar diplomasi nasional. Hal ini ditegaskan oleh TB Hasanuddin
yang menyatakan bahwa “partisipasi Indonesia di BoP telah mence-
derai prinsip bebas aktif” karena organisasi tersebut dinilai membiarkan
agresi militer terhadap negara lain. Pernyataan tersebut menunjukkan
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adanya penilaian bahwa sikap pasif organisasi terhadap tindakan militer
dapat memengaruhi citra negara-negara anggotanya, termasuk
Indonesia, yang selama ini dikenal memiliki komitmen kuat terhadap
penyelesaian konflik melalui jalur damai dan penghormatan terhadap
kedaulatan setiap negara.

Lebih jauh, pemberitaan tersebut mencerminkan kekhawatiran
mengenai konsekuensi diplomatik yang bisa muncul apabila Indonesia
tetap mempertahankan keanggotaannya tanpa melakukan evaluasi.
Dalam konteks hubungan internasional, persepsi publik global
terhadap posisi suatu negara sering kali dipengaruhi oleh afiliasi dan
keterlibatannya dalam organisasi internasional. Karena itu, muncul
kekhawatiran bahwa Indonesia akan dipersepsikan sebagai pihak
yang “mendukung kepentingan AS dan Israel.” Persepsi semacam
ini dinilai berpotensi mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai
negara yang selama ini konsisten menyuarakan perdamaian, mendu-
kung kemerdekaan bangsa-bangsa, serta menolak segala bentuk
agresi yang bertentangan dengan hukum internasional.

Dengan demikian, pemberitaan Kompas.com membingkai evaluasi
terhadap keanggotaan Indonesia di BoP sebagai bagian dari menjaga
konsistensi moral, konstitusional, dan arah politik luar negeri Indonesia
agar tetap sejalan dengan amanat konstitusi serta prinsip bebas aktif
yang menjadi fondasi diplomasi nasional. Dalam situasi geopolitik
global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, konsistensi
terhadap nilai-nilai tersebut dipandang penting untuk mempertahan-
kan legitimasi, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat internasional
terhadap posisi Indonesia dalam berbagai isu perdamaian dunia.
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c. Senior PKS Minta Prabowo Pertimbangkan Cabut dari BoP

_

Tabel 3. Berita Kompas.com Edisi 3 Maret 2026 (20:18 WIB)

Judul Berita: Senior PKS Minta Prabowo Pertimbangkan Cabut dari
BoP

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/20183401/
senior-pks-minta-prabowo-pertimbangkan-cabut-dari-bop

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat
Nur Wahid (HNW), meminta Presiden Prabowo Subianto memper-
timbangkan secara serius opsi keluar dari Board of Peace (BoP), jika
lembaga tersebut justru memperluas perang dan bukan menghadir-
kan perdamaian. Hal tersebut disampaikan Hidayat saat menanggapi
munculnya desakan agar Indonesia keluar dari BoP, menyusul agresi
militer ke Iran yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel.

“Saya apresiasi dengan tuntutan itu dan sangat baik bila Pak Prabowo
betul-betul mempertimbangkan karena jangan sampai malah kebera-
daan Indonesia malah dijadikan sebagai alat stempel legitimasi untuk
melebarkan perang ini gitu loh. Karena mestinya damai malah kemudi-
an terjadi perang yang melebar ke mana-mana,” ujarnya saat ditemui
di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurut Hidayat, sejak awal BoP disebut dibentuk untuk menghadir-
kan perdamaian, tidak hanya di Palestina, tetapi juga di kawasan konflik
lainnya.

Namun, dia menilai kondisi yang terjadi saat ini justru berlawanan
dengan tujuan tersebut.

“BoP itu katanya untuk menghadirkan perdamaian, bahkan bukan
hanya di Palestina tapi di kawasan konflik yang lainnya. Tapi ternyata
justru sekarang justru yang menciptakan BoP justru malah mengem-
bangkan perang. Jadi wajar bila kemudian efektivitas daripada lem-
baga atau badan perdamaian ini menjadi dipertanyakan,” kata Hidayat.
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Dia juga menilai legitimasi moral BOP patut dipertanyakan apabila
perang tidak kunjung dihentikan. “Legitimasi moralnya pun juga diper-
tanyakan,” kata dia. Hidayat kemudian menyinggung kembali sikap
pemerintah yang sempat menyatakan kesiapan untuk mengambil opsi
keluar dari BOP, apabila tujuan utama organisasi tersebut tidak tereali-
sasi. “Dan bila demikian, kalau kemarin Pak Prabowo waktu bertemu
dengan ormas-ormas Islam dan berikutnya bertemu dengan para
mantan Menlu, Pak Wamenlu kan disampaikan oleh Kemenlu atau
oleh Menlu bahwa Indonesia siap mengambil opsi untuk keluar dari
BoP kalau ternyata BoP tidak merealisasikan apa yang menjadi tujuan
utama,” tutur Hidayat.

Tujuan utama itu, lanjut Hidayat, antara lain menghentikan perang,
menghadirkan bantuan kemanusiaan, serta menciptakan kondisi agar
Palestina dapat merdeka.

“Nah, kalau ternyata perang malah enggak dihentikan malah diperle-
bar, saya kira sangat wajar bila Pak Presiden merealisasikan apa yang
menjadi komitmen beliau untuk menghentikan perang, untuk kemu-
dian masuk BOP untuk menghentikan perang. Masuk BOP untuk meng-
hadirkan perdamaian, masuk BOP untuk membela Palestina merdeka,”
ucapnya. “Jadi saya kira beliau sangat sangat sangat baik untuk mem-
pertimbangkan dengan serius, bahkan sudah lebih dari 64 tokoh, 60
ormas gitu ya yang kemudian juga menandatangani petisi untuk agar
Indonesia keluar dari BOP,” pungkasnya.

Koding Awal: Tokoh PKS desak Indonesia ke luar dari BoP

-

Analisis terhadap pemberitaan berjudul “Senior PKS Minta Pra-
bowo Pertimbangkan Cabut dari Board of Peace (BoP)” menunjukkan
bahwa fokus utama pemberitaan diarahkan pada munculnya desakan
kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali keanggotaan Indo-
nesia dalam Board of Peace (BoP) usai agresi militer AS- Israel terhadap
Iran. Berita tersebut membingkai polemik ini sebagai bagian dari
perdebatan mengenai konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia
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di tengah meningkatnya eskalasi konflik internasional. Dalam kon-
struksi pemberitaan, keanggotaan Indonesia di BoP dipandang
sebagai bentuk partisipasi dalam forum internasional, serta kaitannya
dengan berbagai konsekuensi politik dan diplomatik yang dapat
memengaruhi posisi Indonesia di mata dunia.

Narasi berita memperlihatkan adanya kekhawatiran bahwa
keterlibatan Indonesia dalam BoP justru dapat dimaknai sebagai
bentuk pembenaran terhadap tindakan yang dinilai memperluas
konflik bersenjata. Kekhawatiran tersebut disampaikan oleh Hidayat
Nur Wahid yang menegaskan bahwa Indonesia jangan sampai men-
jadi “alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang.” Pernyataan
ini menunjukkan adanya penilaian bahwa setiap bentuk keterlibatan
dalam organisasi internasional memiliki implikasi terhadap persepsi
publik global, terutama ketika organisasi tersebut dinilai tidak mampu
menunjukkan sikap yang tegas terhadap konflik yang berlangsung.
Dengan demikian, posisi Indonesia dipandang perlu dijaga agar tidak
menimbulkan kesan bahwa negara memberikan dukungan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, terhadap tindakan yang
bertentangan dengan semangat perdamaian.

Lebih lanjut, kritik terhadap keberadaan Indonesia di dalam BoP
semakin diperkuat melalui pandangan bahwa organisasi tersebut
dinilai mengalami pergeseran dari tujuan awal pembentukannya.
Hidayat menyampaikan bahwa BoP yang semula diharapkan menjadi
wadah untuk membangun dialog dan menciptakan perdamaian
justru “mengembangkan perang.” Pernyataan tersebut menjadi lan-
dasan penting dalam pemberitaan karena menunjukkan keraguan
terhadap efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi yang sesuai
dengan nama dan tujuan pendiriannya. Dalam konteks ini, kritik
diarahkan pada dinamika konflik internasional, serta pada relevansi
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organisasi tersebut sebagai mitra yang sejalan dengan prinsip-prinsip
diplomasi Indonesia.

Pemberitaan membangun pemahaman bahwa evaluasi terhadap
keanggotaan Indonesia di BoP diposisikan sebagai bentuk tanggung
jawab moral dan konstitusional negara dalam memastikan bahwa
setiap kebijakan luar negeri tetap berpijak pada nilai-nilai yang men-
jadi dasar penyelenggaraan hubungan internasional Indonesia.
Amanat untuk menolak penjajahan, menghormati kemanusiaan,
serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia sebagai-
mana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi acuan utama
yang harus dijaga dalam setiap keputusan diplomatik.

Secara umum, pemberitaan membingkai evaluasi terhadap ke-
anggotaan Indonesia di BoP sebagai langkah yang penting untuk
menjaga konsistensi arah politik luar negeri Indonesia. Narasi yang
dibangun memperlihatkan bahwa pemerintah diharapkan memper-
timbangkan kepentingan diplomasi jangka pendek, maupun memas-
tikan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional tetap selaras
dengan prinsip kemerdekaan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia.
Dengan demikian, evaluasi terhadap BoP merupakan cara memper-
tahankan kredibilitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung
tinggi nilai-nilai perdamaian serta konsisten menjalankan politik luar
negeri bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang kian
kompleks.
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d. Hikmahanto: Keanggotaan RI di BoP Perlu Ratifikasi DPR, Semoga
Ditolak

-

Tabel 4. Berita Kompas.com Edisi 4 Maret 2026 (04:00 WIB)

Judul Berita: Hikmahanto: Keanggotaan RI di BoP Perlu Ratifikasi
DPR, Semoga Ditolak

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/04/04000071/
hikmahanto—keanggotaan-ri-di-bop-perlu-ratifikasi-dpr-semoga-
ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Profesor hukum internasional dari Universi-
tas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut perlu ada ratifikasi dari
DPR agar keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP) bentukan
Donald Trump menjadi absah. “Menurut saya perlu dilakukan dengan
cara menyampaikan ke DPR untuk proses ratifikasi dengan harapan
DPR menolaknya,” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Selasa (3/
3/2026).

Tanpa persetujuan DPR, perjanjian BoP yang diteken Prabowo tersebut
belum memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam negeri. Dia berharap
DPR bisa menolak masuknhya Indonesia ke BoP.

“Kita bisa tidak menjadi anggota bila proses pengesahan piagam
BoP ditolak oleh DPR,” jelas dia.

Hikmahanto berpandangan bahwa secara internasional, Indonesia
telah tercatat sebagai anggota BoP berdasarkan ketentuan Pasal 11
Piagam BOP, namun menurut Hikmahanto pengesahan parlemen di dalam
negeri tetap perlu.

Koding Awal: Ratifikasi DPR

-
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Analisis berita berjudul “Keanggotaan RI di BoP Perlu Ratifikasi
DPR, Semoga Ditolak” mengedepankan fokus utama pemberitaan
diarahkan pada polemik mengenai keanggotaan Indonesia dalam
BoP sekaligus pada pentingnya memastikan setiap kebijakan luar
negeri dijalankan sesuai dengan mekanisme konstitusional yang
berlaku. Berita tersebut membingkai isu keanggotaan Indonesia di
BoP sebagai persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum
tata negara, khususnya terkait proses ratifikasi oleh Dewan Perwaki-
lan Rakyat (DPR). Pembahasan mengenai BoP ditempatkan dalam
konteks hubungan internasional, serta dikaitkan dengan prinsip
demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Narasi berita memperlihatkan bahwa keterlibatan Indonesia
dalam suatu organisasi internasional memerlukan dasar hukum yang
jelas agar memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional. Kritik
disampaikan oleh Hikmahanto Juwana yang menegaskan bahwa
keanggotaan Indonesia di BoP “perlu dilakukan dengan cara men-
yampaikan ke DPR untuk proses ratifikasi.” Pernyataan tersebut me-
refleksikan bahwa pembentukan komitmen internasional memerlu-
kan keterlibatan lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.
Dalam perspektif ketatanegaraan, mekanisme tersebut menjadi
bagian dari menjaga keseimbangan kewenangan antar-lembaga
negara sehingga setiap kebijakan strategis memperoleh legitimasi
politik sekaligus legitimasi hukum.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun argumentasi bahwa
proses ratifikasi merupakan instrumen penting dalam penerapan
prinsip checks and balances di Indonesia. Keterlibatan DPR dipandang
sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa
setiap bentuk kerja sama internasional melalui proses pertimbangan
yang matang. Oleh karena itu, pemberitaan memberikan ruang
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terhadap pandangan yang menekankan pentingnya akuntabilitas
dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri.

Kritik terhadap keanggotaan Indonesia di BoP semakin diperkuat
melalui pernyataan Hikmahanto yang menyebut bahwa tanpa per-
setujuan DPR, perjanjian tersebut “belum memiliki kekuatan hukum
mengikat di dalam negeri.” Pernyataan tersebut memperlihatkan
bahwa persoalan utama yang disorot mengenai substansi organisasi
internasional yang diikuti Indonesia, serta mengenai validitas hukum
dari keputusan tersebut. Jadi, keterlibatan Indonesia dalam BoP
dipandang perlu memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh sistem
ketatanegaraan agar memiliki landasan hukum yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap keanggotaan Indone-
sia di BoP diposisikan sebagai bagian dari memperkuat legitimasi
hukum sekaligus menjaga akuntabilitas pemerintah dalam menjalan-
kan kebijakan luar negeri. Pemberitaan membangun kesan bahwa
setiap keputusan yang berkaitan dengan hubungan internasional
sepatutnya mempertimbangkan dinamika politik global, maupun
tetap mengacu pada mekanisme demokrasi yang berlaku di dalam
negeri. Artinya, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional
dipandang perlu selaras dengan kepentingan nasional, prinsip negara
hukum, serta amanat konstitusi agar setiap kebijakan yang diambil
memperoleh legitimasi yang kuat, baik secara hukum maupun secara
politik.
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2. Justifikasi Kebijakan Indonesia dalam Board of Peace

a. SBY, Jokowi, hingga Ma'ruf Amin Datangi Istana Penuhi Undangan
Prabowo

_

Tabel 5. Berita Kompas.com Edisi 3 Maret 2026 (20:08 WIB)

Judul Berita: SBY, Jokowi, hingga Ma’ruf Amin Datangi Istana Penuhi
Undangan Prabowo

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/20081581/sby-
jokowi-hingga-maruf-amin-datangi-istana-penuhi-undangan-prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden dan Wakil Presiden men-
datangi Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (3/3/2026). Mereka
datang untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. Mereka
kompak mengenakan baju batik beragam warna. Pantauan Kompas.
com di lokasi, para mantan presiden dan mantan wakil presiden itu
masuk melalui pintu depan Istana Merdeka menuju tangga sebelah
kanan.

Kedatangannya disambut secara langsung oleh Menteri Sekretaris
Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab)
Teddy Indra Wijaya. Secara bergiliran, tokoh nasional yang pertama
hadir adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Ia datang seki-
tar pukul 19.00 dengan mengenakan baju batik berwarna abu-abu
dan kuning.

Setelahnya, tampak Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin. Ma’ruf terlihat
hadir mengenakan baju kemeja berwarna abu-abu dan peci hitam.

Setelahnya, hadir Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengenakan
batik berwarna coklat hitam, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudho-
yono (SBY), hingga Wakil Presiden ke-11 Boediono. Mereka lalu secara
bergiliran memasuki Istana Merdeka melalui tangga di sisi kanan Istana,
persis di depan halaman tengah antara Istana Negara dan Istana Mer-
deka. Presiden Prabowo Subianto juga terlihat menyapa kehadiran
SBY.
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“Terima kasih (telah memenuhi undangan),” kata Prabowo, sembari
menyalami SBY. Sebagai informasi, Presiden Prabowo mengundang
mantan Presiden RI untuk hadir dalam sebuah acara di Istana Merdeka,
Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026) malam ini. Sekretaris Kabinet Teddy
Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo mengundang para
mantan presiden, eks wakil presiden, eks menteri luar negeri, serta
ketua umum partai politik di Parlemen.

Alasannya, Prabowo ingin berdiskusi dan mendengar masukan dari
para tokoh tersebut.

“Tentunya ini nanti malam untuk berdiskusi bersilaturahmi saling
bertukar pandangan. Bapak presiden ingin mendengar pandangan dari
tokoh-tokoh tersebut,” kata Teddy, di Istana, Jakarta, Selasa malam.

Teddy tak mengungkap apa saja hal yang dibahas oleh Kepala Negara
dan para mantan presiden dan wakil presiden.

Namun, Teddy memastikan berbagai hal akan dibahas termasuk soal
situasi geopolitik. “Semuanya dibahas. Ya nanti kan belum mulai,” ujar
dia.

Koding Awal: Prabowo undang tokoh bahas BoP

-

Analisis terhadap pemberitaan Kompas.com berjudul “SBY,
Jokowi, hingga Ma’ruf Amin Datangi Istana Penuhi Undangan Prabowo”
menunjukkan bahwa fokus utama pemberitaan diarahkan pada langkah
Presiden Prabowo Subianto dalam membangun komunikasi politik
dengan sejumlah tokoh nasional di tengah meningkatnya dinamika
geopolitik internasional. Berita tersebut menempatkan pertemuan
di Istana sebagai ruang konsultasi strategis yang bertujuan menghim-
pun berbagai pandangan dari para pemimpin nasional yang memiliki
pengalaman dalam menghadapi tantangan kebijakan luar negeri
maupun persoalan politik global. Pertemuan ini menjadi menarik
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karena berlangsung setelah Indonesia resmi bergabung dalam BoP,
ketika keanggotaan tersebut mulai memunculkan berbagai tangga-
pan dan kritik di ruang publik.

Narasi berita memperlihatkan bahwa pemerintah menyadari
pentingnya membangun komunikasi yang inklusif dalam merespons
perubahan situasi internasional yang semakin kompleks. Alih-alih
mengambil langkah secara sepihak, Presiden memilih membuka ruang
dialog dengan melibatkan mantan presiden dan mantan wakil presiden
sebagai bagian dari proses pertukaran gagasan. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa isu geopolitik sebagai urusan pemerintahan
yang sedang berkuasa, sekaligus sebagai persoalan strategis yang
memerlukan pertimbangan dari berbagai perspektif. Hal tersebut
ditegaskan melalui pernyataan bahwa Presiden “ingin mendengar
pandangan dari tokoh-tokoh tersebut.” Pernyataan tersebut menun-
jukkan adanya keinginan untuk memperoleh masukan yang lebih
komprehensif sebelum mengambil langkah-langkah lebih lanjut
terkait kebijakan luar negeri Indonesia.

Selain itu, pemberitaan memberikan penegasan terkait substansi
pembahasan dalam pertemuan tersebut. Sekretaris Kabinet Teddy
Indra Wijaya menyampaikan bahwa “semuanya dibahas, termasuk
soal situasi geopolitik.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa
isu geopolitik menjadi salah satu agenda penting yang menjadi titik
perhatian pemerintah. Dengan demikian, forum konsultasi tersebut
menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai perkembangan inter-
nasional yang berpotensi memengaruhi kepentingan nasional.
Termasuk pula terkait dinamika konflik di Timur Tengah serta implikasi-
nya terhadap posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional.
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Dalam konteks polemik mengenai keanggotaan Indonesia di BoP
setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, perte-
muan tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemerintah melakukan
evaluasi strategis terhadap arah kebijakan luar negeri. Meskipun
berita tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pembahasan difo-
kuskan pada BoP. Artinya, narasi yang disusun menunjukkan adanya
keterkaitan antara meningkatnya ketegangan geopolitik dengan
‘kesadaran’ pemerintah untuk mendengarkan berbagai pandangan
dari para tokoh nasional. Langkah tersebut mencerminkan kesadaran
bahwa setiap keputusan dalam politik luar negeri memiliki konse-
kuensi diplomatik, politik, maupun persepsi internasional yang perlu
dipertimbangkan secara matang.

Singkat kata, pemberitaan Kompas.com membingkai forum
konsultasi tersebut sebagai bentuk pendekatan dialogis yang ditem-
puh pemerintah dalam menghadapi dinamika politik global. Pendeka-
tan ini memperlihatkan komitmen untuk menjaga keseimbangan
antara kepentingan diplomasi internasional, stabilitas politik dalam
negeri, serta komitmen Indonesia terhadap amanat konstitusi supaya
tetap berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Dengan
melibatkan berbagai tokoh nasional yang memiliki pengalaman dalam
pemerintahan, pemerintah bermaksud membangun legitimasi politik
sekaligus memperkuat kualitas pengambilan keputusan di tengah
situasi geopolitik yang terus berkembang.
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b. Prabowo Bahas Konflik Iran vs AS-Israel saat Kumpulkan Eks
Presiden Hingga Menlu

_

Tabel 6. Berita Kompas.com Edisi 4 Maret 2026 (05:08 WIB)

Judul Berita: Prabowo Bahas Konflik Iran vs AS-Israel saat Kumpulkan
Eks Presiden  hingga Menlu

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/04/05080151/
prabowo-bahas-konflik-iran-vs-as-israel-saat-kumpulkan-eks-presiden-
hingga

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membahas
konflik yang memanas di Timur Tengah antara Iran dengan Israel-
Amerika Serikat (AS) saat mengumpulkan mantan presiden, wakil
presiden hingga menteri luar negeri RI di Istana Merdeka, Jakarta
Pusat, pada Selasa (3/3/2026). Hal ini diungkapkan mantan Menteri
Luar Negeri Hassan Wirajuda usai pertemuan tersebut. Ia menyebutkan,
diskusi turut menyoroti melemahnya efektivitas tatanan global.

“Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkem-
bangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan
yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita yaitu
mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau
serangan Amerika dan Israel terhadap Iran,” kata Hassan, Selasa.

“Didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia,” imbuh
dia.

Prabowo juga menggambarkan tantangan yang dihadapi Indonesia
di tengah pusaran konflik global dalam forum tersebut. Hassan menam-
bahkan, pembahasan tidak hanya mencakup aspek keamanan dan
perdamaian dunia, tetapi juga potensi dampak ekonomi yang luas.

“Didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah
keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang
ini terhadap ekonomi dunia khususnya yang menyangkut supply, oil,
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minyak, dan gas. Kita berhitung semua efeknya terhadap kita dari sisi
itu saja, tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlang-
sung,” ungkap Hassan.

Eks Menlu era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang
Yudhoyono ini turut mengutip dinamika terbaru mengenai potensi
eskalasi konflik. Presiden Prabowo, kata dia, menilai penting untuk
membuka ruang komunikasi dan pertukaran gagasan dengan para
tokoh nasional. “Presiden menganggap penting untuk mengomunika-
sikan permasalahan-permasalahan dihadapi oleh pemerintah, dihadapi
oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini.
Presiden sangat terbuka dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari
para peserta,” ujar Hassan.

Hassan menyebutkan, peserta pertemuan memandang konflik ter-
sebut merupakan tindakan sepihak yang tidak memiliki mandat inter-
nasional. Pertemuan ini turut membahas posisi Indonesia sebagai
anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace seiring dengan es-
kalasi yang terjadi di Timur Tengah. “Kita bahas, tapi juga dalam konteks
perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk
di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan
mandat BoP kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucap dia.

Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudho-
yono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf
Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden
ke-11 RI Boediono. Hadir pula para mantan Menteri Luar Negeri, ketua
umum partai koalisi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Anindya
Bakrie, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Iindonesia Shinta Widjaja
Kamdani, Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Akbar Himawan Buchari, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Koding Awal: Prabowo kumpulkan tokoh bahas konflik BoP

-

Analisis pemberitaan berjudul “Prabowo Bahas Konflik Iran vs
AS-Israel saat Kumpulkan Eks Presiden hingga Menlu” menunjukkan
bahwa pemberitaan tersebut menempatkan respons pemerintah
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terhadap eskalasi konflik antara AS-Israel dengan Iran sebagai isu
strategis yang memerlukan pertimbangan secara komprehensif.
Fokus utama berita diarahkan pada langkah Presiden Prabowo
Subianto yang mengundang para mantan presiden, mantan wakil
presiden, serta mantan menteri luar negeri untuk berdiskusi mengenai
perkembangan situasi internasional. Pertemuan tersebut memper-
lihatkan bahwa pemerintah memandang dinamika geopolitik global,
termasuk polemik mengenai BoP sebagai persoalan yang memiliki
implikasi luas terhadap kepentingan nasional Indonesia. Singkatnya,
pemerintahan Prabowo memerlukan masukan dari berbagai tokoh
yang memiliki pengalaman dalam pengambilan kebijakan strategis.

Narasi berita menunjukkan pemerintah memilih membangun
ruang konsultasi untuk memperoleh pandangan yang lebih menyelu-
ruh mengenai dampak konflik terhadap Indonesia maupun terhadap
tatanan internasional. Hal tersebut terlihat dari pernyataan mantan
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang menyampaikan bahwa
pemerintah mendiskusikan “implikasinya apa terhadap kita, terhadap
dunia.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian peme-
rintah tertuju pada dampak langsung terhadap kepentingan nasional,
maupun pada konsekuensi yang lebih luas terhadap stabilitas kawa-
san, keamanan internasional, serta keberlangsungan tata hubungan
antarnegara.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun pemahaman bahwa
eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi berbagai
aspek strategis, mulai dari keamanan regional, hubungan diplomatik,
hingga kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, langkah pemerintah
untuk melibatkan para tokoh nasional dalam proses konsultasi seba-
gai cara memperkuat kualitas pengambilan keputusan di tengah
situasi yang penuh ketidakpastian. Pendekatan tersebut mencer-
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minkan kehati-hatian pemerintah dalam menimbang setiap kemung-
kinan yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari perubahan situasi
geopolitik internasional.

Selain membahas dampak konflik, pemberitaan menyorot mun-
culnya pertanyaan mengenai keberlanjutan posisi Indonesia dalam
BoP. Isu tersebut mengemuka ketika Hassan Wirajuda menyampai-
kan bahwa pemerintah akan “berhitung lagi” terkait kemungkinan
melemahnya mandat BoP akibat perang di Iran. Pernyataan tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah mulai melakukan evaluasi terhadap
efektivitas organisasi tersebut dalam menjalankan tujuan awal pem-
bentukannya sebagai forum yang berorientasi pada perdamaian.
Dengan demikian, keanggotaan Indonesia di BoP tetap terbuka
untuk dikaji kembali sesuai dengan perkembangan situasi interna-
sional dan kepentingan nasional.

Berpijak dari penjelasan tersebut, pemberitaan membingkai
kebijakan luar negeri Indonesia sebagai proses yang dinamis dan
adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis global. Narasi yang
dibangun memberikan kesan bahwa pemerintah berada pada fase
refleksi dan penyesuaian dalam menentukan arah kebijakan diplo-
masi, khususnya terkait posisi Indonesia di BoP. Dalam proses inilah,
pemerintah bermaksud menjaga keseimbangan antara prinsip per-
damaian, kepentingan nasional, serta tuntutan dinamika geopolitik
internasional yang terus berkembang. Pendekatan ini sekaligus
memperlihatkan bahwa setiap keputusan dalam politik luar negeri
dipertimbangkan secara hati-hati agar tetap selaras dengan komit-
men Indonesia dalam mendukung terciptanya perdamaian dunia.
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c. Kala Prabowo Kumpulkan Eks Presiden hingga Ketum Parpol,
Apa yang Dibahas?

_

Tabel 7. Berita Kompas.com Edisi 4 Maret 2026 (05:19 WIB)

Judul Berita: Kala Prabowo Kumpulkan Eks Presiden hingga Ketum
Parpol, Apa yang Dibahas?

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/04/05192291/kala-
prabowo-kumpulkan-eks-presiden-hingga-ketum-parpol-apa-yang-
dibahas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpul-
kan para eks presiden-wakil presiden, eks menteri luar negeri (menlu)
hingga ketua umum (ketum) partai politik (parpol) Parlemen di Istana,
Jakarta, Selasa (3/3/2026). Pertemuan selama sekitar 3,5 jam itu
dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf
Kalla (JK), Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 RI Ma’ruf Amin.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran Kabinet Merah
Putih juga ikut menghadiri pertemuan.

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap pertemuan itu
membahas berbagai hal termasuk situasi geopolitik dunia, khususnya
usai serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran yang
disusul serangan balasan Iran ke sejumlah wilayah di Timur Tengah.

“Bapak Presiden menjelaskan berbagai hal terkait dengan perkem-
bangan geopolitik dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi semua
dinamika global. Khususnya dalam konteks energi dan beberapa per-
soalan lain,” kata Bahlil usai pertemuan.

Bahlil mengeklaim, para petinggi partai politik yang hadir sangat me-
mahami posisi dan langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

Selain Bahlil, ketum parpol lain yang hadir dalam pertemuan yaitu
Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli
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Hasan, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketum
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta Presiden Partai
Keadilan Sejahtera Al Muzzamil Yusuf. “Semuanya ini kita lakukan
dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global bisa kita
antisipasi untuk mengamankan negara kita,” kata Bahlil.

Posisi Indonesia di Board of Peace
Al Muzzammil Yusuf mengungkapkan, dalam pertemuan itu, Prabowo
menjelaskan soal keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP)
serta tentang perkembangan di Iran. “Beliau menjelaskan pilihan yang
memang terberat dari yang ada. Yang paling mungkin dari yang ada.
Bukan pilihan-pilihan ideal. Beliau menjelaskan itu. Mungkin juga sudah
beliau jelaskan pada waktu di MUI dan ormas-ormas Islam,” tutur
dia.

Sementara terkait perkembangan situasi di Iran, Prabowo disebut
menekankan soal kesiapan pertahanan Indonesia jika menghadapi
krisis. “Beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan kita, kesiagaan
energi kita, dan dialog elite kita. Beliau mengundang para tokoh-tokoh
ini untuk menyatukan itu. Dan beliau sendiri insyaallah akan menyam-
paikan kepada publik mungkin, ya. Sikap-sikap resmi beliau gitu,” kata
Yusuf.

Hal senada juga disampaikan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, yang
menyebut Indonesia harus mengantisipasi dan bersiap diri khususnya
dalam hal pangan serta energi. Soal Board of Peace, Cak Imin menye-
butkan bahwa kepentingan nasional akan menjadi prioritas peme-
rintah. “Kepentingan bangsa kita adalah yang paling utama dalam
semua aspek kerjasama dengan siapapun,” ujar dia.

Koding Awal: Prabowo undang eks presiden hingga politisi

-

Analisis terhadap pemberitaan berjudul “Kala Prabowo Kumpul-
kan Eks Presiden hingga Ketum Parpol, Apa yang Dibahas?” menun-
jukkan bahwa konstruksi pemberitaan berfokus pada bagaimana
pemerintah menjelaskan alasan di balik pilihan kebijakan tersebut
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kepada berbagai tokoh politik nasional. Dalam narasi yang dibangun,
langkah Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan presiden,
mantan wakil presiden, serta para ketua umum partai politik, diposisi-
kan sebagai bagian dari proses komunikasi politik untuk menjelaskan
arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah situasi geopolitik yang
semakin kompleks.

Pemberitaan memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya
membangun pemahaman bersama mengenai tantangan yang diha-
dapi dalam menentukan posisi Indonesia di tengah meningkatnya
eskalasi konflik internasional. Situasi tersebut dipandang tidak mem-
berikan banyak ruang bagi lahirnya pilihan yang sepenuhnya ideal.
Oleh karena itu, keputusan yang diambil pemerintah diartikulasikan
sebagai hasil dari berbagai pertimbangan strategis yang mempertim-
bangkan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, serta dinamika
hubungan internasional yang terus berkembang. Dalam konteks ini,
pemberitaan hasil dari proses penilaian yang mempertimbangkan
berbagai risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul.

Hal tersebut tergambar secara jelas melalui pernyataan bahwa
“Beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada.
Yang paling mungkin dari yang ada. Bukan pilihan-pilihan ideal.”
Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dilan-
dasi oleh kebutuhan untuk menentukan langkah yang dinilai paling
realistis di tengah situasi internasional yang penuh ketidakpastian.
Dengan demikian, narasi berita mengarahkan pembaca untuk melihat
bahwa setiap keputusan dalam politik luar negeri merupakan hasil
dari proses kompromi terhadap berbagai kepentingan yang saling
beririsan.
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Lebih lanjut, pemberitaan memperlihatkan bahwa pemerintah
berusaha memperoleh dukungan dan pemahaman dari para elite
politik nasional terhadap kebijakan yang diambil. Pertemuan yang
melibatkan berbagai tokoh lintas pemerintahan dan lintas partai
menunjukkan langkah membangun komunikasi politik yang lebih
inklusif dalam menghadapi tantangan geopolitik global. Langkah
tersebut sekaligus memberikan kesan bahwa pemerintah membuka
ruang untuk mendengarkan pandangan dari tokoh-tokoh yang
memiliki pengalaman dalam mengelola hubungan internasional
maupun pemerintahan.

Dengan kata lain, berita ini membingkai pertemuan tersebut
sebagai ruang legitimasi politik bagi kebijakan luar negeri pemerintah,
khususnya terkait posisi Indonesia dalam BoP. Melalui penjelasan
mengenai alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputu-
san tersebut, berita mengkonstruksi pemahaman bahwa keterliba-
tan Indonesia di BoP diposisikan sebagai pilihan strategis yang lahir
dari realitas geopolitik internasional, bukan semata-mata dari pertim-
bangan idealisme. Dengan demikian, narasi yang disajikan memper-
kuat citra pemerintah sebagai aktor yang menjaga keseimbangan
antara kepentingan nasional, stabilitas kawasan, dan komitmen
Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri di tengah dinamika
geopolitik global yang terus berubah.
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3. Legitimasi Board of Peace Dipertanyakan

a. Sebut BOP Jadi Board of War, Ini 5 Desakan dalam Petisi Ber-
sama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran

_

Tabel 8. Berita Kompas.com Edisi 2 Maret 2026 (15:55 WIB)

Judul Berita: Sebut BOP Jadi Board of War, Ini 5 Desakan dalam Petisi
Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran

Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2026/03/02/155500265/
sebut-bop-jadi-board-of-war-ini-5-desakan-dalam-petisi-bersama-
masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil meluncurkan petisi
yang menyoroti sejumlah kebijakan internasional pemerintah Indo-
nesia yang dinilai bermasalah. Koalisi tersebut terdiri dari puluhan
akademisi, budayawan, aktivis, serta berbagai lembaga dan organisasi.
Mereka menyusun petisi untuk merespons empat isu utama yang
tengah berkembang, yakni perjanjian dagang RI–AS, keterlibatan
Indonesia dalam Board of Peace (BOP), rencana pengiriman TNI ke
Gaza, serta serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam
petisi itu, mereka bahkan mengubah akronim Board of Peace (BOP)
menjadi Board of War.

“Kami menilai serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran telah
melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perda-
maian dunia. Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi
‘Board of War’ karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald
Trump telah melakukan serangan militer ke Iran,” demikian tertulis
dalam petisi tersebut, sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Nasional
SETARA Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com, Minggu (1/3/2026) malam. Mereka juga menilai Ketua
BOP yang seharusnya menjaga perdamaian sesuai piagam organisasi
justru bertindak bertentangan dengan prinsip tersebut.

Karena itu, dalam konteks ini, Indonesia dinilai sudah sepatutnya
mempertimbangkan untuk menarik diri dari BOP.
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5 Poin Penting Petisi Masyarakat Sipil
Koalisi menolak perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat dan
mendesak DPR serta pemerintah mengevaluasi seluruh kesepakatan
yang dinilai timpang, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Piagam
BOP yang dianggap tidak sesuai dengan Resolusi DK PBB 2803. Mereka
juga menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza tanpa mandat Dewan
Keamanan PBB dan menilai rangkaian kebijakan tersebut berpotensi
menyeret Indonesia ke arah imperialisme sehingga perlu dikoreksi.

Berikut ini 5 poin penting dalam petisi tersebut yang dilayangkan
terhadap pemerintah Indonesia, di antaranya:

Kami menolak kesepakatan perjanjian dagang Indonesia dan Amerika
karena telah merugikan bangsa Indonesia.

Kami mendesak kepada DPR dan pemerintah untuk mengevaluasi
seluruh perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat yang bersi-
fat timpang dan tidak adil yang merugikan bangsa Indonesia.

Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kesepaka-
tan Indonesia dalam Piagam BOP, karena BOP yang dibentuk di Davos
bukanlah BOP yang dimandatkan Resolusi DK PBB 2803.

Kami menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza, jika tidak ada mandat
dewan keamanan PBB. Pengiriman pasukan TNI dengan mandat BOP
tidak sejalan dengan Resolusi DK PBB 2803.

Kami berkesimpulan bahwa penandatanganan perjanjian dagang
Indonesia-Amerika Serikat dan keterlibatan dalam piagam BOP mem-
buat Indonesia masuk ke dalam jurang imperialisme. Oleh karena itu,
langkah pemerintah ini patut dievaluasi dan dikoreksi oleh rakyat
dan bangsa Indonesia.

Indonesia bisa saja masuk ke jurang imperialisme

Lebih jauh, dalam petisi masyarakat sipil tersebut, para akademisi
menilai kebijakan pemerintah terkait kesepakatan dagang Indonesia–
Amerika Serikat serta keputusan Indonesia bergabung dalam BOP
telah menyeret Indonesia ke dalam jurang imperialisme. Petisi masya-
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rakat sipil juga menilai pemerintah minim membuka ruang partisipasi
publik dalam menyepakati dua kebijakan strategis tersebut. Padahal
isu Palestina dan perjanjian dagang menyangkut kepentingan besar
rakyat Indonesia.

Sehingga, seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu melalui meka-
nisme formal di DPR maupun pelibatan langsung masyarakat.

Dalam kasus Piagam BOP, petisi masyarakat sipil menilai pemerintah
langsung menandatangani piagam di Davos.

Sementara dalam perjanjian dagang dengan AS, kesepakatan diteken
dengan partisipasi publik dan konsultasi DPR yang sangat terbatas, yang
dinilai tidak sejalan dengan semangat Konstitusi. Selain itu, mereka
menyoroti adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang
membatalkan kebijakan tarif resiprokal global Presiden Donald Trump
karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi Amerika dan atau
tanpa persetujuan Kongres AS.

Petisi masyarakat sipil memandang dua proses tersebut menunjukkan
Presiden Trump melakukan fait accompli terhadap Indonesia, semen-
tara Presiden Prabowo dinilai mengabaikan pentingnya partisipasi
masyarakat. Secara substansial, kebijakan luar negeri terkait perjanjian
dagang dan keikutsertaan Indonesia dalam BOP disebut berpotensi
berdampak signifikan terhadap kedaulatan negara, lingkungan hidup,
hak asasi manusia, sumber kehidupan rakyat, serta kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Koding Awal: BoP menjadi board of war

-

Analisis berita berjudul “Sebut BoP Jadi Board of War, Ini 5 Desa-
kan dalam Petisi Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran”
menunjukkan bahwa fokus utama berita pada munculnya kritik dari
kelompok masyarakat sipil yang mempertanyakan relevansi BoP
sebagai forum yang mengusung nilai-nilai perdamaian di tengah
meningkatnya eskalasi konflik antara AS-Israel, dan Iran. Dalam kon-
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struksi pemberitaan, BoP dipersepsikan sebagai simbol yang diper-
debatkan karena dinilai tidak mampu mencerminkan tujuan normatif
yang selama ini melekat pada identitas organisasi tersebut.

Narasi berita memperlihatkan kontradiksi antara citra BoP sebagai
organisasi yang mengedepankan perdamaian dengan realitas politik
internasional yang berkembang setelah terjadinya serangan militer.
Kontradiksi tersebut menjadi dasar munculnya kritik dari berbagai
elemen masyarakat sipil yang menilai bahwa keberadaan BoP berpo-
tensi memberikan legitimasi terhadap tindakan yang memperluas
konflik. Pandangan tersebut tercermin dalam pernyataan bahwa
“Board of Peace sudah berubah menjadi ‘Board of War’.” Ungkapan
tersebut memiliki makna simbolik yang kuat karena mengubah pen-
yebutan nama organisasi, sekaligus merepresentasikan perubahan
persepsi publik terhadap fungsi dan kredibilitas BoP. Penggunaan
istilah tersebut menjadi bentuk kritik yang menegaskan bahwa
organisasi yang semestinya berorientasi pada penyelesaian konflik
secara damai, justru dipandang tidak mampu menjalankan peran
tersebut secara efektif.

Lebih lanjut, pemberitaan memperkuat konstruksi kritik melalui
petisi bersama yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil.
Dalam petisi itu dinyatakan bahwa pihak yang “seharusnya menjaga
perdamaian justru bertindak bertentangan dengan prinsip tersebut.”
Pernyataan ini menunjukkan penilaian bahwa terdapat kesenjangan
antara komitmen normatif yang diklaim oleh aktor-aktor internasional
dengan tindakan nyata yang terjadi di lapangan. Kritik yang disampai-
kan ditujukan kepada organisasi BoP sebagai institusi, serta kepada
para aktor yang terlibat di dalamnya dan dinilai gagal mempertahan-
kan konsistensi antara prinsip perdamaian dengan praktik kebijakan
yang dijalankan.
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Dalam konteks tersebut, pemberitaan membangun pemahaman
bahwa isu yang diperdebatkan terkait makna perdamaian itu sendiri
dalam praktik politik global. Ketika operasi militer terus berlangsung
dan eskalasi konflik semakin meningkat, narasi mengenai perdamai-
an dipandang kehilangan kekuatan moral karena tidak diikuti oleh
tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Situasi ini
memperlihatkan bagaimana simbol dan retorika politik dapat menga-
lami perubahan makna ketika berhadapan dengan realitas hubungan
internasional yang penuh kepentingan dan persaingan kekuasaan.

Dengan demikian, narasi membingkai BoP sebagai organisasi
yang menghadapi krisis legitimasi di mata sebagian masyarakat sipil.
Retorika perdamaian yang selama ini menjadi identitas utama organi-
sasi dipersepsikan mengalami kontradiksi dengan praktik militer yang
berkembang di lapangan. Karena itu, berita ini membangun kesan
bahwa perdamaian sebagai bahasa politik yang sarat dengan kepen-
tingan kekuasaan, sehingga memunculkan tuntutan agar setiap
komitmen terhadap perdamaian diwujudkan secara nyata melalui
kebijakan dan tindakan yang konsisten.
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b. Serangan AS-Israel ke Iran Dinilai Cederai Semangat Board of
Peace

-

Tabel 9. Berita Kompas.com Edisi 3 Maret 2026 (12:04 WIB)

Judul Berita: Serangan AS-Israel ke Iran Dinilai Cederai Semangat
Board of Peace

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/12042801/
serangan-as-israel-ke-iran-dinilai-cederai-semangat-board-of-peace

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menilai,
serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran telah mencederai
semangat dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Menu-
rutnya, serangan kedua negara tersebut ke Iran telah merusak komit-
men internasional terhadap perdamaian. “Semangat Board of Peace
seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan perdamaian, bukan
justru menjadi pembenaran atas tindakan perang. Peristiwa ini men-
cederai komitmen global terhadap perdamaian dan stabilitas dunia,”
ujar Soleh dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, tindakan AS dan Israel harus disanksi tegas karena sudah
menyerang kedaulatan sebuah negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), desak Soleh, harus segera bertin-
dak, mengingat Iran merupakan anggota sah PBB yang hak-haknya
dijamin oleh hukum dan konvensi internasional.

“Iran adalah anggota PBB yang memiliki hak dan kedaulatan yang
harus dihormati. PBB tidak boleh diam. Harus ada tindakan konkret
dan tegas terhadap Israel dan Amerika Serikat,” ujar Soleh.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyorot bahwa
dugaan kejahatan perang yang dilakukan AS maupun Israel berulang
kali. Namun hingga kini, kedua negara itu belum mendapatkan sanksi
yang setimpal dari komunitas internasional. “Dunia internasional tidak
boleh terus menerus membiarkan praktik-praktik yang melanggar
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hukum internasional terjadi tanpa konsekuensi. Jika dibiarkan, maka
tatanan global akan semakin rusak,” ujar Soleh.

Diberitakan sebelumnya, Israel menyerang Teheran, Iran, pada Sabtu
(28/2/2026) pagi. Laporan Associated Press menyebutkan, serangan
terjadi di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Amerika
Serikat (AS) disebut turut terlibat dalam serangan tersebut. Informasi
itu disampaikan oleh sejumlah pejabat AS dan sumber lain yang me-
ngetahui operasi tersebut.

Serangan itu terjadi saat AS mengerahkan armada besar jet tempur
dan kapal perang ke kawasan tersebut untuk menekan Iran agar
mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Kini, kantor berita
Tasnim dan Fars mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei.
Namun, tidak ada detail seputar kematiannya yang diumumkan. Men-
yusul kematian Khamenei, Iran mendeklarasikan 40 hari masa ber-
kabung dan tujuh hari hari libur nasional.

Koding Awal: Komitmen BoP ‘tercederai’

-

Analisis berita berjudul “Serangan AS-Israel ke Iran Dinilai Cederai
Semangat Board of Peace” menunjukkan pertentangan antara nilai-
nilai perdamaian yang digaungkan oleh pimpinan BoP dengan realitas
konflik bersenjata yang terjadi setelah serangan AS-Israel terhadap
Iran. Dalam konstruksi berita, peristiwa tersebut sebagai bagian dari
dinamika geopolitik di Timur Tengah, maupun sebagai momentum
yang memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi organisasi
internasional dalam menjalankan tujuan yang diusungnya.

Narasi berita memperlihatkan bahwa tindakan militer yang
dilakukan Amerika Serikat dan Israel dipandang tidak sejalan dengan
semangat diplomasi yang menjadi dasar pembentukan BoP. Organi-
sasi yang membawa identitas sebagai forum perdamaian seharusnya
mampu mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi,
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dan penghormatan terhadap hukum internasional. Namun, ketika
eskalasi kekerasan tetap terjadi dan melibatkan aktor-aktor yang
memiliki keterkaitan dengan BoP, muncul penilaian bahwa terdapat
kesenjangan antara komitmen normatif dengan praktik politik di
lapangan. Pandangan tersebut ditegaskan oleh Oleh Soleh yang
menyatakan bahwa “Semangat Board of Peace seharusnya menjadi
landasan untuk menciptakan perdamaian, bukan justru menjadi
pembenaran atas tindakan perang.” Pernyataan ini memperlihatkan
bahwa konsep perdamaian harus tercermin secara nyata dalam
kebijakan dan tindakan para pihak yang terlibat.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun kritik terhadap praktik
politik internasional yang dinilai masih mengandalkan penggunaan
kekuatan militer sebagai instrumen penyelesaian konflik. Kondisi
tersebut menimbulkan kekecewaan karena nilai-nilai perdamaian
yang sering dikemukakan dalam berbagai forum internasional diper-
sepsikan tidak diimplementasikan secara konsisten. Dengan demi-
kian, narasi berita menempatkan konflik di Timur Tengah sebagai
contoh bagaimana bahasa diplomasi dan komitmen terhadap perda-
maian bisa dipandang kehilangan makna ketika tindakan yang diambil
justru mengarah pada penggunaan kekuatan bersenjata dan mem-
perbesar eskalasi konflik.

Kritik tersebut semakin dipertegas melalui penyebutan bahwa
serangan AS-Israel merika terhadap Iran telah “mencederai komit-
men global terhadap perdamaian dan stabilitas dunia.” Pernyataan
tersebut menunjukkan bahwa dampak konflik dapat memengaruhi
upaya masyarakat internasional dalam menjaga stabilitas dan keama-
nan global. Dalam konteks ini, tindakan militer dipersepsikan berten-
tangan dengan cita-cita bersama untuk membangun tatanan interna-
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sional yang lebih damai dan menghormati prinsip-prinsip hukum
internasional.

Secara umum, pemberitaan membingkai retorika perdamaian
internasional sebagai konsep yang menghadapi tantangan serius
akibat praktik politik yang berkembang di lapangan. Nilai-nilai per-
damaian dipandang kehilangan makna moral ketika tindakan nyata
justru ditandai oleh meningkatnya eskalasi kekerasan, penggunaan
kekuatan militer, serta pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain.
Karena itu, berita ini mengkonstruksi pemahaman bahwa kredibilitas
organisasi maupun aktor internasional dalam mengusung perda-
maian bergantung pada konsistensi antara komitmen normatif yang
disampaikan dan implementasinya dalam kebijakan serta tindakan
nyata di tengah dinamika geopolitik global.

4. Delegitimasi Kepemimpinan Internasional dalam BoP

a. Donald Trump dan Netanyahu Jadi Pemantik Perang, Indonesia
Didesak Keluar dari Board of Peace

_

Tabel 10. Berita Kompas.com Edisi 3 Maret 2026 (09:23 WIB)

Judul Berita: Donald Trump dan Netanyahu Jadi Pemantik Perang,
Indonesia Didesak Keluar dari Board of Peace

Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/03/03/09230991/
donald-trump-dan-netanyahu-jadi-pemantik-perang-indonesia-
didesak-keluar

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah negosiasi terkait senjata nuklir di
Jenewa, Swiss, Jumat (27/2/2026) antara Iran dan Amerika Serikat
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mengalami kebuntuan, Amerika Serikat bersama Israel memantik
peperangan. Sabtu (28/2/2026) pagi, Israel meluncurkan serangan
ke Ibu Kota Iran, Teheran. Serangan itu menyasar langsung kediaman
pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei tewas
dalam serangan tersebut, membuat Iran murka dan membalas dengan
rudal balistik, menyasar semua fasilitas militer Amerika Serikat di Timur
Tengah, termasuk di Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Serangan ini Sangat Jelas Dimotori oleh Amerika Serikat
Presiden AS, Donald Trump sendiri menyatakan serangan hari Sabtu
yang menewaskan Khamenei adalah serangan yang hebat. Melalui
unggahan di Truth Social, Trump mengumumkan kematian Khamenei
yang telah memimpin Iran sejak 1989. “Khamenei, salah satu orang
paling jahat dalam sejarah, sudah mati,” tulisnya. Ia menambahkan
bahwa Khamenei “tidak mampu menghindari sistem intelijen dan
pelacakan kami yang sangat canggih dan, bekerja sama erat dengan
Israel, tidak ada yang bisa ia lakukan, atau para pemimpin lain yang
turut terbunuh bersamanya.” Namun yang menjadi ironi, ucapan ini
datang dari seorang Chairman, pemimpin tertinggi dari organisasi
Dewan Perdamaian yang baru dibentuk, yakni Board of Peace.

Trump diketahui sebagai penggagas Board of Peace, lembaga perda-
maian yang baru saja disahkan untuk mengemban mandat Perserika-
tan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya perdamaian di Gaza, Palestina.
Setelah serangan AS-Israel terhadap Iran tersebut, muncul desakan
agar pemerintah Indonesia segera mengevaluasi pilihan bergabung
dalam Board of Peace.

Runtuhnya Legitimasi Board of Peace
Suara paling keras datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional,
Sudarnoto Abdul Hakim, MUI mengatakan bahwa “BoP sudah runtuh
secara moral dan kehilangan legitimasinya” setelah menjadi biang
kerok perang melawan Iran. “Serangan Amerika-Israel terhadap Iran
memberikan bukti yang kasat mata bahwa Trump baik sebagai presiden
maupun chairman BoP bukanlah orang yang mempunyai kepedulian
untuk menciptakan perdamaian. Dia tepatnya disebut sebagai perusak
brutal perdamaian,” kata Sudarnoto kepada Kompas.com, Selasa (3/
3/2026).
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BoP kini tidak bisa dipercaya sebagai badan yang akan menciptakan
perdamaian dan hanya berkamuflase di balik cara-cara imperialis ala
Trump. Atas dasar itu, MUI mendesak agar Presiden Prabowo Subianto
memperhitungkan kembali keberadaan Indonesia dalam keanggo-
taan BoP. Alasannya, Indonesia wajib menciptakan perdamaian dunia
seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945. Cara politik bebas aktif
tidak bisa lagi menjadi alasan Indonesia menjadi anggota BoP. Langkah
diplomatik taktis dan terukur justru dinilai lebih baik untuk memper-
juangkan perdamaian dunia, termasuk terkait isu Palestina.

“Seluruh elemen masyarakat dan kekuatan civil society Indonesia
InsyaAllah akan memberikan dukungan penuh kepada Presiden untuk
menetapkan langkah mundur dari BoP karena ini langkah terhormat.
Akan terbuka celah atau peluang bagi Indonesia untuk ciptakan perda-
maian sejati,” katanya.

Jadi Momentum Meninjau kembali Board of Peace
Hal senada disampaikan oleh Associate Professor in Political Science &
International Relations Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam.
Dia mengatakan, serangan Israel-AS terhadap Iran menjadi refleksi
terhadap negara-negara Islam yang independen, salah satunya Indo-
nesia dalam kepesertaan Board of Peace. “Bagi negara-negara Islam
yang relatif independen seperti Turki dan Indonesia, momentum ini
menjadi ruang refleksi strategis untuk meninjau kembali kerja sama
BoP terkait Gaza dan arsitektur diplomasi kawasan,” ujarnya dalam
pesan singkat, Minggu (1/3/2026).

Alasannya, serangan terhadap Iran mempertajam kontradiksi retorika
stabilitas kawasan dan praktik militer AS-Israel. Hal ini, kata dia, me-
nguji kredibilitas narasi perdamaian yang digembar-gemborkan oleh
BoP. Terlebih saat ini, dunia seperti bergeming atas konflik yang ter-
jadi di Timur Tengah.

Seolah membeo oleh Negeri Paman Sam, dan ini akan berdampak
buruk pada kondisi geopolitik secara global. Umam mengatakan, apa
yang terjadi di Iran tak jauh berbeda dengan yang terjadi di Venezuela.
Trump telah merusak keseimbangan tata kelola keamanan interna-
sional.
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“Jika apa yang terjadi di Timur Tengah ini dianggap sebagai hal normal,
dan dunia berdiam diri, maka langkah unilateral ini berpotensi besar
menyasar ke belahan dunia lain, termasuk Greenland, Kanada, atau
kawasan Eropa dan Amerika Latin lainnya akan menjadi sasaran selan-
jutnya,” ucapnya.

BoP sebagai Kerangkeng
Pandangan lebih ekstrem datang dari Pakar Timur Tengah sekaligus
Guru Besar Ilmu Budaya FIB Universitas Indonesia, Yon Machmudi.

Pasca serangan Iran, ia melihat BoP bukan lagi sebagai organisasi yang
menjunjung perdamaian, melainkan sebagai kerangkeng negara-
negara Islam untuk melegitimasi tindakan Donald Trump. “Ini kan
seperti negara-negara dunia Islam termasuk Indonesia kan sudah
dikonsolidasikan Trump dan di situ ada Israel di dalamnya,” imbuhnya.
“Maka bisa diasumsikan Amerika dan Israel berani untuk melakukan
serangan itu karena anggotanya bahwa tidak akan ada protes keras
dari negara-negara anggota OKI terutama dari dunia Arab dan Indo-
nesia yang sudah masuk BoP,” tambah Yon.

Yon mengatakan, negara Arab dan dunia Islam “seakan sudah dikunci
di dalam kamar BoP,” sehingga tidak bisa secara bebas leluasa men-
yampaikan kecaman terhadap AS-Israel. Padahal secara terang-terangan,
AS-Israel melanggar hukum internasional dengan cara menyerang
kedaulatan Iran. Dia juga mengkritisi sikap Indonesia yang tiba-tiba
“lembek” dalam kasus serangan Iran vs AS-Israel ini.

Pemerintah Indonesia seperti tidak melihat inti masalah, yakni serangan
terhadap kedaulatan Iran. Indonesia justru melipir menyalahkan nego-
siasi senjata nuklir yang gagal dilakukan di Jenewa. “Maka tentu saat
ini ya harus mulai dievaluasi sejauh mana efektivitas keberadaan
Indonesia di BoP. Apakah akan ya benar-benar berorientasi ditujukan
BoP itu endingnya untuk kemerdekaan Palestina atau malah sebalik-
nya diawali dengan menghancurkan ya menghentikan kelompok-
kelompok perlawanan ya terutama negara Iran dan proxy-proxynya,”
imbuh Yon.

Koding Awal: Aktor ‘pemantik perang’
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Analisis terhadap pemberitaan berjudul “Donald Trump dan
Netanyahu Jadi Pemantik Perang, Indonesia Didesak Keluar dari
Board of Peace” mencerminkan berita ini mengedepankan kritik
terhadap figur-figur yang dipandang memiliki posisi sentral dalam
BoP, khususnya Donald Trump sebagai pimpinan forum tersebut.
Pemberitaan mempersoalkan keberadaan BoP sebagai organisasi
internasional, sekaligus menempatkan kepemimpinan organisasi
sebagai faktor yang menentukan kredibilitas dan legitimasi forum
tersebut. Dalam konstruksi berita, serangan militer AS-Israel terhadap
Iran menjadi titik balik yang memunculkan berbagai kritik terhadap
kepemimpinan BoP, terutama karena tindakan tersebut dipandang
bertentangan dengan tujuan utama organisasi yang mengusung
nilai-nilai perdamaian.

Narasi berita memperlihatkan bahwa krisis yang dihadapi BoP
berkaitan dengan efektivitas organisasi dalam merespons konflik
internasional, serta menyangkut kepercayaan publik terhadap para
pemimpin di dalamnya. Hal ini terlihat dari pernyataan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang menyebut bahwa “BoP sudah runtuh secara
moral dan kehilangan legitimasinya.” Pernyataan tersebut menun-
jukkan bahwa kritik yang muncul berkembang menjadi penilaian
terhadap landasan moral yang menjadi dasar keberadaan BoP. Dalam
konteks ini, legitimasi organisasi dipersepsikan negatif ketika
tindakan para aktor yang terlibat dianggap tidak mencerminkan nilai-
nilai perdamaian yang selama ini dikedepankan.

Lebih lanjut, pemberitaan mengarahkan perhatian pembaca pada
sosok Donald Trump sebagai pemimpin yang dinilai memiliki tang-
gung jawab moral atas arah organisasi. Sudarnoto Abdul Hakim men-
yampaikan bahwa Trump “bukanlah orang yang mempunyai kepedu-
lian untuk menciptakan perdamaian” dan bahkan menyebutnya
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sebagai “perusak brutal perdamaian.” Kutipan tersebut memper-
lihatkan bahwa kritik diarahkan pada kebijakan yang diambil, sekaligus
pada karakter kepemimpinan yang dipersepsikan tak selaras dengan
misi utama BoP. Dengan demikian, pemberitaan membangun hubu-
ngan erat antara kualitas kepemimpinan dengan tingkat kepercayaan
publik terhadap organisasi internasional yang dipimpinnya.

Narasi yang disusun menunjukkan pergeseran persepsi terhadap
kepemimpinan global. Figur yang semula diposisikan sebagai mediator
dan penggerak terciptanya perdamaian internasional mulai dipan-
dang sebagai bagian dari dinamika konflik yang berlangsung. Perge-
seran persepsi tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi seorang
pemimpin internasional dibentuk oleh jabatan/posisi formal maupun
oleh konsistensi antara komitmen terhadap perdamaian dengan
tindakan nyata dalam menghadapi konflik antarnegara. Ketika
tindakan yang muncul dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip
tersebut, kepercayaan publik terhadap kepemimpinan internasional
cenderung berkurang.

Dengan kata lain, berita tersebut mengkonstruksi BoP sebagai
organisasi yang menghadapi tantangan serius dalam mempertahan-
kan legitimasi politik dan moralnya. Kritik yang diarahkan kepada
Donald Trump dan Benjamin Netanyahu memperlihatkan bahwa
krisis kepercayaan terhadap organisasi erat melekat dari penilaian
terhadap para pemimpinnya. Dalam konteks ini, BoP dipersepsikan
sebagai representasi dominasi politik dan kepentingan geopolitik
negara-negara besar. Melalui konstruksi tersebut, berita membangun
pemahaman bahwa efektivitas dan kredibilitas suatu organisasi
internasional bergantung pada kemampuan para pemimpinnya
untuk menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap nilai-nilai
perdamaian dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.
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Berdasarkan analisis tematik terhadap 10 berita kontroversi Indo-
nesia dalam BoP, memperlihatkan pergulatan cara pandang publik
dan elite politik Indonesia dalam memaknai posisi Indonesia di tengah
dinamika geopolitik global.

Dengan menggunakan pendekatan Braun & Clarke (2012), empat
tema yang muncul mencerminkan keterhubungan yang kuat satu
sama lain, terutama terkait krisis legitimasi perdamaian internasional
dan respons politik Indonesia terhadapnya.

Secara keseluruhan, tidak ada tema yang mendominasi dari 10
berita yang ditayangkan Kompas.com. Tematik evaluasi kebijakan
Indonesia (4 berita) nyaris berimbang dengan tematik justifikasi
kebijakan Indonesia dalam BoP. Tematik evaluasi berisi desakan, kritik,
dan protes dari para pemangku kepentingan agar Indonesia meninjau
ulang keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dan bahkan
segera ke luar dari BoP. Desakan itu datang dari mulai dari anggota
DPR, akademisi, tokoh ormas Islam, hingga masyarakat sipil. Narasi
evaluatif ini antara lain tampak ketika TB Hasanuddin menyebut
bahwa “partisipasi Indonesia di BoP telah mencederai prinsip bebas
aktif”, sementara Hikmahanto Juwana menekankan bahwa keang-
gotaan Indonesia “perlu dilakukan dengan cara menyampaikan ke
DPR untuk proses ratifikasi.” Dalam konteks ini, BoP diposisikan
sebagai isu yang menyentuh langsung konsistensi politik luar negeri
Indonesia, amanat konstitusi, dan legitimasi demokrasi domestik.

Di sisi lain, muncul tema legitimasi BoP dipertanyakan. Serangan
AS-Israel terhadap Iran menjadi titik balik yang memicu keraguan
terhadap kredibilitas BoP sebagai lembaga perdamaian. MUI secara
tegas menyatakan bahwa BoP “tidak efektif mewujudkan kemerde-
kaan sejati di Palestina.” Kritik ini menunjukkan persepsi bahwa



62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonesia dalam Board of Peace

institusi yang membawa nama perdamaian justru gagal menjaga nilai-
nilai yang menjadi dasar keberadaannya. Dalam sejumlah berita, legiti-
masi BoP mulai terkikis karena publik melihat adanya ketimpangan
antara mandat normatif organisasi dan praktik politik negara-negara
dominan di dalamnya.

Tema berikutnya adalah delegitimasi kepemimpinan interna-
sional dalam BoP. Kritik diarahkan kepada institusi, serta kepada figur-
figur utama yang memimpin ‘arsitektur’ perdamaian tersebut, terutama
Donald Trump. MUI bahkan menyebut Trump sebagai “perusak
brutal perdamaian.” Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana
kepemimpinan internasional dipandang kehilangan otoritas moral
ketika aktor yang mengusung narasi perdamaian justru terlibat dalam
operasi militer. Dalam perspektif tematik, delegitimasi terhadap
pemimpin global menjadi bagian penting dalam pembentukan per-
sepsi publik terhadap BoP.

Hal menarik, tema justifikasi kebijakan Indonesia dalam BoP
tampil dalam tiga berita. Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo
‘sadar’ akan desakan publik terkait bergabungnya Indonesia dalam
BoP. Presiden mengklaim bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum
internasional bentukan Donald Trump merupakan pilihan realistis di
tengah situasi global yang kompleks. Pernyataan bahwa keputusan
tersebut merupakan “pilihan yang paling mungkin dari yang ada”
menunjukkan adanya upaya membangun legitimasi politik atas langkah
diplomasi pemerintah.

Dengan demikian, 10 berita ini memperlihatkan bahwa BoP men-
jadi ruang tarik-menarik antara idealisme perdamaian, kepentingan
geopolitik, dan identitas politik luar negeri Indonesia. Narasi Kompas.
com merefleksikan kegelisahan kolektif bahwa perdamaian dunia
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membutuhkan konsistensi moral yang tercermin dalam tindakan
nyata.

Berikut ini pemberitaan seputar kontroversi Indonesia dalam BoP
pada Kompas.com (Maret 2026) tertera dalam Tabel 11.

Tabel 11. Kategorisasi Tematik Berita Kontroversi Indonesia
dalam Board of Peace pada Kompas.com

(Sumber: Olahan Rachmi Kurnia Siregar, 2026)
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Berdasarkan Tabel 11, pemberitaan Kompas.com memperlihat-
kan struktur tematik yang saling terhubung. Struktur tersebut kemu-
dian membentuk satu alur mengenai krisis legitimasi BoP serta posisi
dilematis Indonesia di tengah konflik global. Tema-tema yang muncul
saling menguatkan dan membentuk keterjalinan isu antara perda-
maian, geopolitik, legitimasi internasional, hingga politik luar negeri
Indonesia.

Struktur tematik diawali dari evaluasi kebijakan Indonesia dalam
BoP. Berbagai aktor politik, akademisi, dan masyarakat sipil mendo-
rong pemerintah meninjau ulang keterlibatan Indonesia. Pernyataan
bahwa keanggotaan BoP “perlu ratifikasi DPR” dan kekhawatiran
bahwa Indonesia menjadi “alat stempel legitimasi perang” menun-
jukkan adanya kecemasan nasional terhadap arah politik luar negeri
Indonesia.

Tematik evaluasi kebijakan tersebut disusul oleh tematik justifi-
kasi kebijakan. Dalam hal ini berisi penjelasan pemerintah Indonesia
yang bermaksud membangun pemahaman bersama mengenai
tantangan yang dihadapi dalam menentukan posisi Indonesia dalam
BoP di tengah meningkatnya eskalasi konflik internasional.

Selanjutnya struktur tematik yang muncul adalah keraguan ter-
hadap legitimasi BoP pasca agresi militer AS-Israel ke Iran. MUI meni-
lai BoP “tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,”
sementara koalisi masyarakat sipil bahkan menyebutnya berubah
menjadi “Board of War.” Keterjalinan isu kemudian menyentuh reto-
rika damai dan praktik militer di lapangan. BoP yang dibangun atas
nama perdamaian justru dipersepsikan hadir bersamaan dengan
eskalasi perang. Oleh Soleh menyatakan bahwa “semangat Board
of Peace seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan perda-
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maian, bukan pembenaran atas tindakan perang.” Pernyataan ini
memperlihatkan bagaimana Kompas.com membangun narasi tentang
benturan antara idealisme diplomasi dan realitas kekerasan geopolitik.

Dari titik ini, tema berkembang ke arah delegitimasi kepemim-
pinan internasional, terutama terhadap Donald Trump sebagai figur
sentral BoP. Kritik bahwa Trump dan Netanyahu adalah “pemantik
perang” memperlihatkan bagaimana sosok pemimpin diposisikan
sebagai representasi krisis moral institusi internasional itu sendiri.

Dengan demikian, keterjalinan antar tema dalam Kompas.com
membentuk satu narasi besar bahwa krisis BoP menjadi momentum
refleksi bagi Indonesia untuk menegaskan kembali identitas politik
luar negeri yang ‘bebas aktif’, berdaulat, dan berpihak pada perdamaian
substantif, bukan sekadar simbolik ataupun retorika belaka.

Representasi Editorial Kompas.com: Ideologi Media dan
Kebijakan Redaksional

Analisis tematik terhadap pemberitaan Kompas.com mengenai
keterlibatan Indonesia dalam BoP menunjukkan bahwa realitas yang
dikonstruksi media ini lebih diarahkan pada bagaimana Indonesia
memaknai dan merespons dinamika geopolitik global dibandingkan
pada penilaian terhadap BoP sebagai organisasi internasional.
Interpretasi terhadap empat tema yang dihasilkan memperlihatkan
bahwa pemberitaan berfokus pada posisi, pertimbangan, dan konse-
kuensi kebijakan luar negeri Indonesia. Di sinilah, isu BoP memper-
lihatkan bagaimana pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai
pilihan diplomatik di tengah perubahan geopolotik global.

Dalam perspektif konstruktivis, media bukan sebagai saluran
yang memantulkan realitas secara objektif, melainkan sebagai ‘aktor’
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yang mengonstruksi makna melalui penyusunan narasi (Hågvar et
al., 2026). Dalam konteks ini, Kompas.com mengarahkan perhatian
editorial pada bagaimana Indonesia sebaiknya mengambil sikap
ketika prinsip-prinsip politik luar negeri berhadapan dengan dinamika
geopolitik internasional. Pembaca memperoleh informasi mengenai
eskalasi konflik di Timur Tengah, sekaligus diajak memahami konse-
kuensi politik, diplomatik, ekonomi, dan moral yang menyertai setiap
pilihan kebijakan pemerintah.

Interpretasi terhadap keseluruhan tema menunjukkan bahwa
Kompas.com membangun ruang pemberitaan yang menghadirkan
beragam perspektif. Di satu sisi, media memberikan ruang bagi
pemerintah untuk menjelaskan argumentasi dan pertimbangan
strategis yang melandasi keterlibatan Indonesia dalam BoP, termasuk
melalui konsultasi Presiden Prabowo Subianto dengan mantan
presiden, mantan menteri luar negeri, dan pimpinan partai politik.
Di sisi lain, Kompas.com memuat pandangan kritis dari anggota DPR,
akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh keagamaan yang
mempertanyakan relevansi maupun implikasi kebijakan tersebut.
Keberagaman sumber ini menunjukkan bahwa pemberitaan merep-
resentasikan berbagai pemaknaan yang berkembang di ruang publik.

Pilihan editorial tersebut mencerminkan karakter jurnalisme
Kompas.com yang mengedepankan dialog daripada konfrontasi
(Wijayanto & Masduki, 2023). Kritik terhadap kebijakan pemerintah
ditempatkan sebagai bagian dari proses demokratis untuk mengeva-
luasi kebijakan publik, bukan sebagai upaya mendelegitimasi peme-
rintah (Purwanti et al., 2025). Sebaliknya, argumentasi pemerintah
juga tidak diposisikan sebagai kebenaran yang harus diterima tanpa
ruang diskusi. Melalui penyajian berbagai sudut pandang, Kompas.com
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memberikan kesempatan kepada pembaca untuk membangun
pemahamannya sendiri terhadap isu yang diperdebatkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa ideologi editorial Kompas.com
dekat dengan tradisi jurnalisme deliberatif yang memosisikan media
sebagai ruang pertukaran gagasan dan pembentukan makna publik.
Orientasi tersebut tercermin dari keberagaman sumber informasi,
keterbukaan terhadap argumentasi yang berbeda, serta menghu-
bungkan isu internasional dengan kepentingan masyarakat Indo-
nesia. Pilihan ini sejalan dengan karakter Kompas yang dikenal me-
ngedepankan moderasi, rasionalitas, dan kehati-hatian dalam mem-
beritakan isu-isu politik yang sensitif (Ansori et al., 2024: Besman et
al., 2025).

Berdasarkan interpretasi tersebut, representasi editorial Kompas.
com dalam isu BoP merefleksikan ideologi media yang berorientasi
pada kepentingan publik, keberimbangan informasi, dan penghor-
matan terhadap proses demokrasi. Alih-alih mengarahkan pembaca
pada satu kesimpulan tertentu, Kompas.com mengonstruksi ruang
diskursif sehingga berbagai pemaknaan mengenai kebijakan luar
negeri Indonesia dipertemukan dan diperdebatkan secara terbuka.
Dalam perspektif konstruktivis, realitas mengenai BoP sebagai hasil
konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi berbagai aktor,
kepentingan, dan narasi dalam pemberitaan.

Implikasi terhadap Politik Luar Negeri Indonesia

Interpretasi terhadap tema-tema yang dihasilkan melalui analisis
tematik menunjukkan bahwa pemberitaan Kompas.com mengenai
keterlibatan Indonesia dalam BoP membangun pemahaman mengenai
bagaimana politik luar negeri Indonesia diposisikan di tengah peru-



68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonesia dalam Board of Peace

bahan geopolitik global. Dalam perspektif konstruktivis, media
merupakan ruang tempat makna sosial diproduksi dan dinegosiasikan
(Wijayanto & Masduki, 2023). Oleh karena itu, implikasi pemberitaan
Kompas.com sebagai konstruksi diskursif yang membentuk cara
publik memaknai posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

Interpretasi terhadap keseluruhan tema memperlihatkan bahwa
Kompas.com mengonstruksi politik luar negeri Indonesia sebagai
kebijakan yang bertumpu pada kepentingan nasional sekaligus tetap
berpegang pada nilai-nilai yang menjadi identitas diplomasi Indone-
sia. Hal ini tercermin dari pemberitaan yang menampilkan pertim-
bangan pemerintah, respons berbagai aktor domestik, serta konse-
kuensi yang mungkin timbul dari keterlibatan Indonesia dalam BoP.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa ruang publik memiliki
peran penting dalam pembentukan legitimasi kebijakan luar negeri.
Beragam pandangan dari pemerintah, DPR, akademisi, organisasi
masyarakat sipil, dan tokoh keagamaan merepresentasikan keputu-
san diplomatik sebagai isu yang layak diperdebatkan secara terbuka.
Kehadiran berbagai perspektif tersebut memperlihatkan bahwa
legitimasi politik luar negeri bersumber dari kewenangan konstitu-
sional pemerintah, juga dibangun melalui dialog dengan berbagai
kelompok masyarakat. Dalam konteks demokrasi, konstruksi ini
menegaskan bahwa kebijakan luar negeri bagian dari diskursus publik
yang dapat dikritisi dan dievaluasi bersama.

Di sisi lain, pemberitaan Kompas.com mengonstruksi bahwa
pelaksanaan politik luar negeri Indonesia erat kaitannya dengan
dinamika tata kelola global. Tema mengenai legitimasi BoP dan delegi-
timasi kepemimpinan internasional menunjukkan bahwa kredibilitas
organisasi internasional ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan
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normatif yang diusung dan konsistensi para aktor dalam menjalankan
mandatnya. Dalam konteks tersebut, keterlibatan Indonesia sebagai
keputusan yang mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus
keselarasan dengan prinsip-prinsip politik luar negeri yang dianut.

Lebih jauh, keseluruhan pemberitaan mengonstruksi prinsip
politik luar negeri ‘bebas aktif’ sebagai kerangka normatif dalam
mengevaluasi kebijakan pemerintah. Argumentasi yang berkem-
bang memperlihatkan bahwa konsistensi terhadap prinsip tersebut
menjadi tolok ukur dalam menilai langkah diplomasi Indonesia, terutama
dalam menjaga komitmen terhadap perdamaian, penghormatan
terhadap hukum internasional, dan penyelesaian konflik melalui
dialog.

Berdasarkan interpretasi tersebut, implikasi analisis tematik ini
terletak pada cara media mengonstruksi pemahaman publik mengenai
arah politik luar negeri Indonesia. Kompas.com menghadirkan ruang
diskursif yang mempertemukan berbagai perspektif mengenai kebi-
jakan Indonesia dalam BoP. Dengan demikian, temuan ini memper-
tegas bahwa media berfungsi sebagai penyampai informasi, seka-
ligus arena pembentukan makna mengenai identitas, orientasi, dan
legitimasi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika hubungan
internasional (Setiawan, 2019).

B. Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam BoP

Pemberitaan Republika.co.id edisi 1-4 Maret 2026 mencakup 10
berita yang dipilih secara purposif dengan menggunakan analisis
tematik Braun dan Clarke (2012). Analisis tematik memiliki keluwesan
dalam pendekatan metodologis, memberi ruang bagi penafsiran,
serta mengakui keterlibatan subjektivitas peneliti dalam proses
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analisis (Pearson, 2025). Dalam konteks ini, analisis tematik menekan-
kan pentingnya refleksivitas, transparansi proses analitik, serta
kepekaan konteks dalam menghasilkan temuan yang kredibel dan
bermakna secara akademik.

Hasil pengkodean menunjukkan tiga kategori tema meliputi:
Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam BoP (lima berita), Legitimasi BoP
Dipertanyakan (tiga berita), Delegitimasi Kepemimpinan Interna-
sional (dua berita). Distribusi tersebut menunjukkan variasi peneka-
nan dalam pemberitaan yang bisa ditelusuri lebih lanjut pada masing-
masing tematik berikut ini.

1. Evaluasi Kebijakan Indonesia dalam BoP

a. Ini Kekhawatiran Pakar Jika Indonesia Tetap di BoP Saat Amerika-
Israel Menyerang Iran

_

Tabel 12. Berita Republika.co.id Edisi 3 Maret 2026 (09:25 WIB)

Judul Berita: Ini Kekhawatiran Pakar Jika Indonesia Tetap di BoP
Saat Amerika-Israel Menyerang Iran

Sumber: https://news.republika.co.id/berita/tbaxet377/ini-
kekhawatiran-pakar-jika-indonesia-tetap-di-bop-saat-amerika-israel-
menyerang-iran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  — Keputusan Indonesia masuk dalam
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Amerika
Serikat menuai kontroversi. Penentangan semakin kencang saat AS
bersama Israel menyerang Iran. Dewan Perdamaian yang sejatinya
mendorong upaya stabilitas pertahanan dan keamanan justru menga-
rah sebaliknya.
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Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional Hendra Maulana
Saragih mengatakan Indonesia sebagai bagian dari Dewan Perdamaian
atau Board of Peace (BoP) perlu waspada terhadap benturan kepen-
tingan antarnegara di tengah konflik global.

Ia menjelaskan politik bebas aktif Indonesia harus menjaga kedaulatan
di tengah gempuran konflik kepentingan karena negara mempunyai
hubungan diplomatik dengan banyak negara lain.

“Di antara kekhawatiran tentang Indonesia bergabung dengan BoP
itu, pertama, kepentingan, jelas itu. Kepentingan apa? Sebagai negara
yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara, Indonesia
perlu berhati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau
politik internal negara manapun juga,” ucap dia kepada Antara, Selasa.

Indonesia dalam setiap kebijakan, ujar dia, harus dipikirkan dengan
matang untuk menghindarkan pengaruh kebijakan luar negeri yang
dapat merenggangkan hubungan diplomatik dengan negara lain.

Di tengah konflik global antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat,
65 tokoh dan 70 lebih organisasi sipil mendesak Indonesia untuk keluar
dari BoP.

Hendra menjelaskan desakan tersebut dapat menjadi masukkan untuk
Indonesia meninjau kembali komitmen menjaga perdamaian di tengah
konflik saat ini. “Justru ini momen benar, momen besar untuk Indonesia
berpikir ulang,” ujarnya.

Diketahui, 65 tokoh yang terdiri atas ahli hukum, akademisi, budaya-
wan, pakar, hingga rohaniawan bersama 79 organisasi masyarakat
sipil menerbitkan petisi berjudul “Melawan Imperialisme Baru” pada
Minggu (1/3).

Petisi itu merespons berbagai macam kebijakan luar negeri Indonesia
berupa penolakan pengiriman satuan keamanan di Gaza sejumlah
8.000 personel TNI, dan perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat
(AS) atau agreement on reciprocal trade (ART).
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Eskalasi di Timur Tengah pada Sabtu (28/2) juga menjadi perhatian
utama dalam petisi tersebut saat ini. Mereka menilai Dewan Perdamaian
seharusnya dapat menjaga perdamaian, tetapi konflik geopolitik di
Timur Tengah itu tidak berakhir damai.

Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah dan Dewan Perwakil-
an Rakyat (DPR) untuk segera menarik Indonesia dari keanggotaan
BoP dan menolak pengiriman satuan tugas TNI di Gaza.

Koding Awal: Kontroversi Indonesia dalam BoP

-

Analisis terhadap pemberitaan Republika.co.id berjudul “Ini
Kekhawatiran Pakar Jika Indonesia Tetap di BoP Saat Amerika-Israel
Menyerang Iran” menunjukkan bahwa berita tersebut mengarahkan
pembaca membangun ruang refleksi mengenai pentingnya peme-
rintah meninjau kembali posisi Indonesia di tengah meningkatnya
eskalasi konflik antara AS-Israel dan Iran. Fokus utama berita pada
pandangan pakar hubungan internasional yang menilai bahwa peru-
bahan situasi geopolitik global menuntut pemerintah untuk meng-
evaluasi setiap kebijakan luar negeri secara cermat agar tetap selaras
dengan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri Indo-
nesia.

Narasi berita memperlihatkan bahwa keberlanjutan keanggotaan
Indonesia dalam BoP diposisikan sebagai isu yang membutuhkan
pertimbangan strategis. Hendra Maulana Saragih menekankan
bahwa Indonesia harus mewaspadai potensi benturan kepentingan
yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari keterlibatan dalam
organisasi internasional di tengah konflik global. Pandangan itu terlihat
dalam pernyataannya bahwa “Di antara kekhawatiran tentang Indo-
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nesia bergabung dengan BoP itu, pertama, kepentingan, jelas itu.
Kepentingan apa? Sebagai negara yang memiliki hubungan diploma-
tik dengan banyak negara, Indonesia sepatutnya berhati-hati untuk
tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau politik internal negara
manapun juga.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa perhatian
utama pada kemampuan Indonesia untuk mempertahankan posisi
yang independen dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Lebih lanjut, pemberitaan mengonstruksi bahwa setiap keputu-
san dalam kebijakan luar negeri idealnya mempertimbangkan dam-
paknya terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai
negara. Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap keanggotaan
BoP dipandang sebagai langkah yang rasional untuk mengantisipasi
kemungkinan munculnya persepsi bahwa Indonesia berpihak pada
kepentingan tertentu. Narasi ini menempatkan prinsip kehati-hatian
sebagai landasan penting dalam pengambilan keputusan, terutama
ketika dinamika konflik internasional berpotensi memengaruhi
stabilitas hubungan bilateral maupun posisi Indonesia di tingkat
global.

Di sisi lain, narasi memberikan ruang terhadap berkembangnya
aspirasi masyarakat sipil yang mendesak pemerintah untuk meninjau
ulang keanggotaan Indonesia di BoP. Keberadaan petisi yang didukung
oleh puluhan tokoh dan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan
bahwa isu tersebut berkembang menjadi perhatian publik yang lebih
luas. Namun demikian, berita membingkai desakan tersebut sebagai
bagian dari masukan yang patut dipertimbangkan dalam proses
perumusan kebijakan. Hal ini diperkuat melalui pernyataan Hendra
bahwa “Justru ini momen benar, momen besar untuk Indonesia ber-
pikir ulang.” Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa situasi konflik
yang berlangsung dipandang sebagai momentum untuk melakukan



74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonesia dalam Board of Peace

evaluasi secara menyeluruh terhadap arah kebijakan Indonesia dalam
BoP.

Secara keseluruhan, Republika.co.id dalam berita ini mengkon-
struksi keberlanjutan Indonesia di dalam BoP sebagai kebijakan yang
selayaknya dievaluasi secara hati-hati di tengah perubahan lanskap
geopolitik internasional. Narasi yang dibangun menekankan penting-
nya menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif, melindungi
kepentingan nasional, serta mempertahankan hubungan diplomatik
yang seimbang dengan berbagai negara. Dengan demikian, evaluasi
terhadap keanggotaan Indonesia di BoP untuk memastikan bahwa
setiap kebijakan luar negeri tetap selaras dengan prinsip kehati-
hatian, kedaulatan nasional, dan komitmen Indonesia dalam menjaga
perdamaian dunia.

b. Giliran Purnawirawan Jenderal Desak RI Mundur dari BoP

_

Tabel 13. Berita Republika.co.id Edisi 3 Maret 2026 (16:57 WIB)

Judul Berita: Giliran Purnawirawan Jenderal Desak RI Mundur dari
BoP

Sumber: https://news.republika.co.id/berita/tbbibp393/giliran-
purnawirawan-jenderal-desak-ri-mundur-dari-bop?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Seruan pembatalan keanggotaan
Indonesia dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) terus
mengemuka selepas Amerika Serikat dan Israel melancarkan serang-
an ke Iran. Yang terkini, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak
hal itu sekaligus meminta DPR menolak pengiriman pasukan TNI ke
Gaza.
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“FPP-TNI mendesak DPR RI untuk menolak secara tegas pengiriman
pasukan TNI ke Gaza dam skema IDF,” bunyi pernyataan yang dilansir
Selasa tersebut. Selain itu, FPP-TNI juga menolak keterlibatan Indo-
nesia dalam Dewan Perdamaian dan mendesak Pemerintah Indonesia
menarik diri dari struktur BoP.

Pernyataan itu diteken Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI
(Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto,
dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Organisasi itu utamanya menyoroti rencana pengiriman sekitar 8.000
anggota TNI dalam skema Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke
Jalur Gaza. FPP-TNI menilai DPR harus menolak  setiap persetujuan
politik terhadap penerjunan tersebut karena berpotensi melanggar
konstitusi, doktrin pertahanan negara, serta prinsip politik luar negeri
bebas dan aktif Republik Indonesia.

Dengan bergabung dengan ISF, prajurit TNI berpotensi melanggar
konstitusi karena melanggengkan penjajahan Israel di Palestina.
Keterlibatan dalam skema keamanan yang tidak berada di bawah
mandat penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berpotensi
menjadikan Indonesia bagian dari konfigurasi konflik, bukan penjaga
perdamaian.

Selain itu, keterlibatan dalam BoP dan ISF juga berpotensi melanggar
prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. “Keterlibatan dalam BoP
yang diprakarsai kekuatan geopolitik tertentu berisiko menyeret
Indonesia ke blok keamanan global, menghilangkan independensi
diplomasi nasional, dan mengakhiri posisi Indonesia sebagai honest
broker dunia.”

Soal pengiriman pasukan TNI, FPP-TNI mengingatkan, bukan saja
karena mandat PBB, tetapi juga atas dasar persetujuan negara-negara
yang bertikai, sepanjang sah menurut hukum internasional dan dise-
tujui secara konstitusional oleh negara Indonesia.

Tanpa mandat PBB, pasukan asing di Gaza berpotensi dipersepsikan
sebagai pasukan pendudukan, instrumen stabilisasi kepentingan asing,
dan bukan pasukan perdamaian netral. “Konsekuensinya, prajurit
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TNI berhadapan langsung dengan rakyat Palestina, Indonesia kehi-
langan legitimasi historis sebagai pendukung kemerdekaan Palestina,
dan reputasi internasional Indonesia runtuh di dunia Islam,”

Sedangkan keterlibatan Indonesia dalam BoP juga berpotensi menim-
bulkan dampak serius. Pertama,  Indonesia masuk orbit keamanan
kekuatan besar. Kemudian mengubah posisi Indonesia dari negara
nonblok menjadi bagian arsitektur keamanan global tertentu.

Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi target konflik, terancam teror,
rentan terhadap tekanan politik dan sanksi ekonomi. “Kedaulatan
bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh keputusan geopolitik yang
menempatkan Indonesia dalam konflik yang bukan perang rakyat
Indonesia,” bunyi pernyataan itu.

Seruan dari para purnawirawan ini adalah yang terkini dari gelombang
seruan agar Indonesia mundur dari BoP menyusul aksi serampangan
Presiden AS Donald Trump menyerang Iran.

Agresi militer yang dilakukan Zionis Israel bersama Amerika Serikat
(AS) terhadap Republik Islam Iran membuktikan keraguan interna-
sional selama ini atas adanya Board of Peace (BoP) atau Dewan Perda-
maian. AS merupakan dedengkot, sekaligus pemimpin BoP yang
dikampanyekan sebagai Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina,
dan Israel sebagai salah satu anggotanya. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia TB Hasanuddin
mengatakan penyerangan militer terbuka terhadap Iran menunjukkan
watak asli Israel-AS selaku anggota sekaligus pemimpin BoP yang
antiperdamaian. TB Hasanuddin menilai, penyerangan Israel-AS terha-
dap Iran juga menunjukkan pepesan kosong pembentukan BoP untuk
membuat perdamain bagi Bumi Palestina. 

“Dari kejadian ini (penyerangan terhadap Iran), kita menjadi semakin
yakin, tidak percaya bahwa BoP benar-benar memiliki misi yang tulus
untuk perdamaian. Yang terjadi saat ini, fakta di lapangan justeru
menunjukkan eskalasi konflik (perang) yang akan semakin meluas,”
kata Hasanuddin kepada Republika melalui siaran pers yang diterima
di Jakarta, Ahad (1/3/2026).
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Kata TB Hasanuddin, penyerangan militer terbuka Israel-AS terhadap
Iran bukanlah peristiwa yang biasa. Justeru kata politikus PDI Perjuangan
itu ambisi perang untuk menghancurkan kepemimpinan Ayatullah
Ali Khamenei oleh Presiden AS Donald Trump bersama penjajah
Benjamin Netanyahu itu bak menyiram bahan bakar baru untuk terus
‘membakar’ situasi di kawasan Timur Tengah. Dan situasi tersebut,
juga bakal berdampak langsung terkait upaya membuat perdamaian
di Palestina yang belakangan dikoar-koarkan oleh BoP. 

“Dan dari kejadian ini, kita harus menyimpulkan bahwa tidak mungkin
Donald Trump dan Benjamin Netanyahu (pemimpin dan anggota
BoP) memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membuat perdamai-
an di  Palestina, dan di Timur Tengah. Kondisi saat ini membuat kita
semakin meragukan misi perdamaian yang selama ini diklaim melalui
BoP. Dan kita menjadi semakin tidak percaya, bahwa BoP benar-benar
memiliki niat yang tulus untuk perdamaian,” kata Hasanuddin.

Pemerintah Indonesia Diminta Tegas 
Terkait perang AS bersama Israel terhadap Iran yang sudah terjadi
saat ini, TB Hasanuddin mendesak pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto menentukan sikap yang terang. Indonesia selama ini, kata
TB Hasanuddin menganut paham konstitusional yang menolak segala
macam bentuk agresi, dan penjajahan, serta mendukung perdamaian
dunia.

“Presiden dan atau Menteri Luar Negeri harus segera menyampaikan
posisi resmi Indonesia. Apalagi pemerintah kita sudah berpartisipasi
jauh selama ini tentang isu-isu perdamaian di Timur Tengah,” kata TB
Hasanuddin. 

Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam BoP yang sudah kadung,
pun semestinya dapat menjadi kanal aktivasi dalam mengambil peran
atas situasi saat ini. Pujian setinggi langit terhadap Presiden Prabowo
dalam lawatan-lawatan diplomasinya ke banyak negara selama ini,
harus menjadi modal yang kuat untuk terlibat langsung dalam upaya
penghentian agresi terhadap negara-negara berdaulat yang dilakukan
AS, maupun Zionis Israel selama ini. 
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“Melalui partisipasi dalam BoP, sudah saatnya aktivisme diplomasi
kita (Indonesia) yang aktif dalam bulan-bulan terakhir ini, menun-
jukkan hasil apakah benar kita dipandang dan memiliki posisi strategis
secara global, atau malah masih jauh panggang dari api,” ujar TB
Hasanuddin.

Koding Awal: Purnawirawan jenderal desak RI mundur dari BoP

-

Analisis terhadap pemberitaan Republika.co.id berjudul “Giliran
Purnawirawan Jenderal Desak RI Mundur dari BoP” menempatkan
polemik keanggotaan Indonesia di BoP sebagai persoalan yang
menyangkut aspek pertahanan negara, konstitusi, dan arah politik
luar negeri Indonesia. Melalui pemberian ruang yang luas terhadap
pandangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), berita
membangun narasi bahwa kebijakan pemerintah untuk tetap terlibat
dalam BoP sepatutnya ditinjau kembali karena dinilai berpotensi
menimbulkan konsekuensi strategis bagi kepentingan nasional.

Narasi berita menggambarkan bahwa evaluasi terhadap keang-
gotaan Indonesia di BoP didasarkan pada kekhawatiran akan ber-
gesernya posisi Indonesia sebagai negara yang selama ini menjalan-
kan politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam pemberitaan ditegas-
kan bahwa “Keterlibatan dalam BoP yang diprakarsai kekuatan
geopolitik tertentu berisiko menyeret Indonesia ke blok keamanan
global, menghilangkan independensi diplomasi nasional, dan meng-
akhiri posisi Indonesia sebagai honest broker dunia.” Pernyataan
tersebut menunjukkan bahwa isu utama yang diangkat mengenai
kemungkinan berkurangnya ruang independensi Indonesia dalam
menentukan sikap terhadap berbagai persoalan global. Dengan
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demikian, pemberitaan membingkai evaluasi kebijakan sebagai
langkah untuk memastikan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap
berpijak pada prinsip nonblok dan tidak terseret dalam kepentingan
kekuatan besar.

Selain itu, berita menghubungkan keanggotaan Indonesia di BoP
dengan rencana pengiriman pasukan TNI dalam skema Pasukan
Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza. Hubungan tersebut memper-
luas ruang diskusi bahwa keputusan politik luar negeri erat dengan
implikasi terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.
Pemberitaan menampilkan pandangan FPP-TNI bahwa keterlibatan
Indonesia dalam skema tersebut berpotensi bertentangan dengan
konstitusi, doktrin pertahanan negara, serta prinsip politik luar negeri
bebas dan aktif. Dengan menghadirkan argumentasi tersebut,
Republika.co.id membangun kesan bahwa evaluasi terhadap BoP
sebagai tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan
legitimasi konstitusional.

Di sisi lain, berita menghadirkan pandangan anggota DPR TB
Hasanuddin yang menilai bahwa serangan militer AS-Israel terhadap
Iran semakin memperkuat keraguan terhadap komitmen perdamaian
yang diklaim oleh BoP. Pernyataannya bahwa “kita menjadi semakin
yakin, tidak percaya bahwa BoP benar-benar memiliki misi yang tulus
untuk perdamaian” menunjukkan penilaian bahwa perkembangan
konflik memengaruhi persepsi terhadap efektivitas organisasi ter-
sebut. Namun, pemberitaan juga menampilkan harapan agar peme-
rintah memanfaatkan posisi Indonesia di BoP sebagai sarana untuk
memperkuat diplomasi dalam mendorong penghentian konflik. Di
sini, berita memperlihatkan bahwa evaluasi kebijakan sebagai kesem-
patan menilai sejauh mana keanggotaan tersebut bisa memberikan
manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan agenda perdamaian.
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Secara keseluruhan, Republika.co.id membingkai keberlanjutan
Indonesia di dalam BoP sebagai kebijakan yang memerlukan penin-
jauan secara menyeluruh di tengah perubahan situasi geopolitik
internasional. Evaluasi tersebut diposisikan sebagai upaya menjaga
konsistensi politik luar negeri bebas aktif, mempertahankan kedaula-
tan negara, serta memastikan bahwa setiap langkah diplomasi sejalan
dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional Indonesia.

c. Agresi AS-Israel ke Iran Momentum Indonesia Keluar dari Board
of Peace

_

Tabel 14. Berita Republika.co.id Edisi 3 Maret 2026 (21:23 WIB)

Judul Berita: Agresi AS-Israel ke Iran Momentum Indonesia Keluar
dari Board of Peace

Sumber: https://news.republika.co.id/berita/tbbumf409/agresi-
asisrael-ke-iran-momentum-indonesia-keluar-dari-board-of-peace-
part2

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diminta
untuk membawa Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) menyusul
krisis di kawasan Timur Tengah (Timteng) yang terjadi akibat perang
terbuka Zionis Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Republik Islam
Iran. Pemerhati Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan,
BoP sudah tak lagi relevan untuk tetap diharapkan sebagai Dewan
Perdamaian di Gaza, Palestina menyusul agresi yang dilakukan Zionis
dan AS terhadap Iran.
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Menurut Connie mengatakan, agresi terhadap Iran yang dimotori
oleh AS-Zionis sebagai Ketua dan anggota BoP membuktikan Dewan
Perdamaian tersebut hanya bertujuan untuk perang, bukan untuk
mendorong perdamaian. Agresi Paman Sam-Zionis ke Negeri Para Mullah
yang berdampak lebar ke negara-negara Teluk Arab, menurut Connie
menjadi jalan keluar bagi Presiden Prabowo untuk segera menarik
diri dari BoP.

“Bapak Presiden Prabowo, dengan segala hormat, ini adalah kesem-
patan exit door ini bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Paece.
Karena BoP ini sudah bukan lagi judulnya Board of Peace, tetapi sudah
menjadi Board of War dengan kejadian di Iran ini,” kata Connie melalui
siaran video yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurut Connie, Presiden Prabowo harus mengembalikan doktrin
militer, dan geopolitik Indonesia sebagai negara inisiator nonblok.
“Tolong Bapak Prabowo, kita memerlukan exit door, dan kita kembali
pada posisi kita sebagai nonalignment, atau non-blok,” ujar dia.

Karena menurut Connie peran Indonesia sebagai negara nonblok
dapat lebih mudah untuk tetap membawa persoalan, Gaza di Palestina
sesuai tujuan perdamaian. “Posisi kita sebagai non-aligment atau
nonblok akan lebih cantik mainnya, lebih indah, dan lebih firm main-
nya,” ujar Connie.

Ia mengatakan, sejak awal, BoP yang dibuat atas kemauan Presiden
AS Donald Trump itu memang sulit untuk dipercaya untuk membawa
misi perdamaian.  Dan Presiden Prabowo semestinya tak gampang
untuk membawa Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian adhoc diluar
mekanisme Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu.

“Sekali lagi, please, mundur dari Board of Peace yang menjadi Board
of War ini, dan kembali ke non-alignment,” ujar Connie.

Perang terbuka AS-Israel dengan Iran terjadi sejak Sabtu (28/2/2026).
Duet penjajah ‘Zionis-Paman Sam’ membuka peperangan dengan
membombardir Ibu Kota Teheran, dan berujung pada syahidnya
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, termasuk para
jenderal dan petinggi-petinggi militer Iran. Istri, menantu, dan cucu
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Ali Khamenei, pun ikut wafat dalam penyerangan itu. Penyerangan
yang dilakukan AS-Israel, pun menyebar ke 24 provinsi di Iran.

Sampai hari keempat (3/3/2026) serangan yang dilakukan terhadap
Iran, mencatatkan korban jiwa sedikitnya 550 orang yang kebanyakan
adalah warga sipil. Republik Islam Iran bertahan atas serangan itu,
dan melakukan perlawanan dengan membalas penyerangan ke
wilayah pendudukan Israel.

Serangan balasan dari Iran, juga dengan mengirimkan drone-drone
penyerbu serta rudal-rudal berdaya ledak besar ke pangkalan-pang-
kalan militer AS yang tersebar di wilayah Uni Emirates Arab (UEA),
Qatar, Kuwait, dan di Arab Saudi, juga di Jordania. Belakangan, negara-
negara Arab yang wilayahnya dijadikan pangkalan militer AS untuk
menyerang Iran, marah karena wilayahnya juga turut diserang Iran.
Beberapa negara tersebut, bahkan mengancam akan ikut membantu
AS dan Zionis Israel untuk menggempur Iran.

Koding Awal: Agresi AS-Israel ke Iran

-

Analisis terhadap pemberitaan Republika berjudul “Agresi AS-
Israel ke Iran Momentum Indonesia Keluar dari Board of Peace”
menunjukkan bahwa berita tersebut membingkai eskalasi konflik
antara AS- Israel, dan Iran sebagai momentum yang mendorong
pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali keberlanjutan keang-
gotaannya dalam BoP. Fokus utama berita diarahkan pada pan-
dangan pemerhati pertahanan Connie Rahakundini Bakrie yang
menilai bahwa perubahan situasi geopolitik di Timur Tengah mengu-
bah konteks keberadaan BoP sehingga kebijakan Indonesia patut
dievaluasi berdasarkan kepentingan nasional serta prinsip politik luar
negeri yang selama ini dianut.
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Narasi berita mengartikulasikan bahwa agresi militer terhadap
Iran diposisikan sebagai indikator yang memperkuat keraguan
terhadap relevansi BoP sebagai forum yang mengusung agenda
perdamaian. Dalam pemberitaan ditegaskan bahwa “Bapak Presiden
Prabowo, dengan segala hormat, ini adalah kesempatan exit door
ini bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace. Karena BoP ini
sudah bukan lagi judulnya Board of Peace, tetapi sudah menjadi Board
of War dengan kejadian di Iran ini.” Pernyataan tersebut menun-
jukkan bahwa konflik yang terjadi sebagai titik evaluasi bagi Indonesia
untuk menilai kembali manfaat dan konsekuensi dari keterlibatannya
di dalam organisasi tersebut. Melalui konstruksi ini, Republika.co.id
membingkai evaluasi kebijakan sebagai respons yang rasional
terhadap perubahan kondisi geopolitik yang semakin kompleks.

Selain menyorot evaluasi terhadap BoP, berita ini menghubung-
kan persoalan tersebut dengan identitas politik luar negeri Indonesia
sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dan memiliki
sejarah panjang dalam Gerakan Non-Blok. Connie menegaskan,
“Tolong Bapak Prabowo, kita memerlukan exit door, dan kita kembali
pada posisi kita sebagai nonalignment, atau non-blok.” Pernyataan
ini memperlihatkan bahwa peninjauan kembali keanggotaan
Indonesia di BoP sebagai upaya untuk mengembalikan independensi
diplomasi nasional. Dengan demikian, keberlanjutan Indonesia di
dalam BoP melibatkan efektivitas organisasi dalam menciptakan
perdamaian, sekaligus kesesuaiannya dengan arah politik luar negeri
Indonesia yang mengedepankan kemandirian dan tidak berpihak
pada blok kekuatan tertentu.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun kesan bahwa posisi Indo-
nesia sebagai negara nonblok dinilai memberikan ruang diplomasi
yang lebih luas dalam berkontribusi terhadap penyelesaian konflik
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di Palestina maupun kawasan Timur Tengah. Dalam perspektif
tersebut, evaluasi terhadap keanggotaan BoP sebagai langkah untuk
memastikan bahwa kebijakan luar negeri tetap berjalan sesuai
dengan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia
sejak awal kemerdekaan. Narasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa
setiap perubahan kebijakan perlu mempertimbangkan keseim-
bangan antara kepentingan nasional, kredibilitas diplomasi, dan
perkembangan lingkungan strategis internasional.

Secara umum, Republika.co.id melalui berita ini membingkai
agresi AS- Israel terhadap Iran sebagai momentum yang mendorong
pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan Indonesia
di dalam BoP. Melalui penggunaan pandangan ahli pertahanan
sebagai sumber utama, berita membangun pemahaman bahwa
peninjauan kembali keanggotaan Indonesia merupakan bagian untuk
menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif, mempertahankan
independensi diplomasi, serta memastikan bahwa setiap kebijakan
internasional tetap selaras dengan kepentingan nasional dan
komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia.
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d. Akademisi UGM Desak Evaluasi RI Gabung BoP dan Perjanjian
Dagang dengan AS

_

Tabel 15. Berita Republika.co.id Edisi 4 Maret 2026 (02:47 WIB)

Judul Berita: Akademisi UGM Desak Evaluasi RI Gabung BoP dan
Perjanjian Dagang dengan AS

Sumber: https://rejogja.republika.co.id/berita/tbc163282/akademisi-
ugm-desak-evaluasi-ri-gabung-bop-dan-perjanjian-dagang-dengan-as

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Akademisi Universitas Gadjah Mada
(UGM) menyampaikan sikap kritis terhadap arah kebijakan luar negeri
Indonesia, khususnya terkait keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP)
serta penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan
Amerika Serikat. Pernyataan sikap tersebut dibacakan Ketua Dewan
Guru Besar UGM, Prof. M. Baiquni di kampus UGM, Senin (2/3/2026). 

Dalam pernyataannya, kalangan akademisi menilai kedua kebijakan
tersebut berpotensi menggerus kedaulatan negara dan menyimpang
dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. “Menolak kebijakan luar
negeri Indonesia yang berpihak pada agresor sebagaimana tercermin
dari keikutsertaan Indonesia di dalam Board of Peace dan penanda-
tanganan Agreement on Reciprocal Trade yang ternyata merugikan
kedaulatan Republik Indonesia. Menyerukan segenap perumus kebi-
jakan agar mencermati kembali isi dari perjanjian ART,” kata Baiquni
saat membacakan pernyataan sikap akademisi dan civitas UGM, Senin
(2/3/2026).

Kebijakan luar negeri ini, disebutnya merugikan dan mengancam
kedaulatan negara Indonesia. UGM menilai persoalan dalam perjanjian
ART tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada
substansi yang dianggap timpang. Dalam kajiannya, kampus men-
yebut keuntungan terbesar lebih condong ke pihak Amerika Serikat,
sementara Indonesia berpotensi memikul kewajiban yang luas, baik
di level pemerintah maupun masyarakat. “Ini harus kita cegah dan
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juga memprihatinkan adanya penandatanganan ART yang ternyata
dalam analisis kami merugikan kedaulatan Republik Indonesia,”
ujarnya.

Selain itu, UGM menyoroti orientasi kebijakan luar negeri Indonesia
yang dipandang cenderung berpihak pada agresor. Hal itu tercermin
dari keterlibatan Indonesia dalam BoP yang berujung pada konflik.
Akademisi menilai situasi tersebut semakin menguatkan urgensi
evaluasi ulang ART sebelum berdampak lebih jauh terhadap posisi
Indonesia di kancah global. Implementasi ART disebut memerlukan
sumber daya besar, mencakup pembiayaan, waktu, dan tenaga.

Penyesuaian regulasi dinilai tak terhindarkan, mulai dari revisi undang-
undang, Keppres, PP, Perpres, hingga Permen, serta penyusunan
aturan baru. Selain itu, potensi dampak ekonomi dinilai bisa terasa
dalam horizon jangka pendek maupun panjang.

“Berbagai klausul yang termuat di dalam perjanjian ART berisiko
terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara yang sejak merdeka
mengembangkan politik luar negeri bebas dan aktif,” katanya.

Kalangan akademisi juga menilai ART memuat kewajiban untuk patuh
pada kebijakan yang akan datang, meski kebijakan tersebut belum
dirumuskan. Mereka menyoroti adanya kemungkinan kebijakan dite-
tapkan secara sepihak oleh Amerika Serikat, termasuk potensi pene-
rapannya terhadap Indonesia dalam hubungannya dengan negara
ketiga.

Sementara pada poin kelima, Baiquni menekankan perlunya analisis
komprehensif berbasis evidence-based policy terhadap setiap butir
kesepakatan ART, terutama terkait dampaknya bagi ekonomi nasional
dan kedaulatan negara. Mengingat cakupannya yang luas lintas sektor,
pendekatan multidisiplin dinilai menjadi keharusan. 

Dewan Guru Besar UGM juga memandang pemerintah perlu bersikap
arif dengan menempatkan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara
sebagai prioritas utama, baik untuk jangka pendek maupun panjang.
Kompleksitas ART, termasuk putusan Mahkamah Agung USA, dinilai
patut menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan final diambil.
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Jika proses ratifikasi tidak selaras dengan tujuan undang-undang
maupun UUD 1945, opsi renegosiasi, penundaan, hingga pembatalan
perjanjian disebut perlu dipertimbangkan.

“Kami mengimbau akademisi kampus-kampus di seluruh Indonesia
untuk bersama-sama melakukan kajian multidisiplin terkait dengan
dampak ART bagi perekonomian dan kedaulatan Indonesia. Sebagai
wujud pertanggungjawaban publik dan diseminasi keilmuan, hasil-
hasil kajian tersebut perlu disebarluaskan, agar masyarakat ikut men-
cermati, cerdas dan menjadi rakyat berdaulat,” ungkap dia. “Para
akademisi UGM siap mendukung setiap upaya memperkuat dan me-
neguhkan kedaulatan Indonesia di berbagai bidang dan lini kehidu-
pan,” ucap Baiquni membacakan poin ketujuh pernyataan sikap.

Soroti Ketimpangan Substansi ART
Dalam kesempatan yang sama, Akademisi Fakultas Ekonomika dan
Bisnis UGM, Rimawan Pradiptyo, mengungkapkan terdapat 211 frasa
“Indonesia shall” yang mengindikasikan kewajiban Indonesia menja-
lankan berbagai ketentuan perjanjian. Sementara itu, hanya sembilan
frasa serupa yang merujuk pada kewajiban pihak Amerika Serikat.

“Narasi yang dikembangkan seolah ART fokus pada kebijakan tarif,
namun 95 persen pasal-pasal ART mengatur kebijakan non-tarif hingga
menjangkau bidang politik, keamanan, dan kedaulatan negara,” kata-
nya.

Ia juga menyoroti sejumlah pasal yang dinilai memberi kewenangan
dominan kepada pemerintah Amerika Serikat, termasuk dalam me-
nentukan kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan perjanjian. Selain
itu, terdapat klausul yang memungkinkan transmisi kebijakan Amerika
Serikat kepada negara ketiga melalui Indonesia. Menurutnya, kondisi
tersebut berisiko menempatkan Indonesia pada posisi rentan dalam
hubungan internasional, termasuk membuka peluang retaliasi dari
negara lain.

“Politik bebas aktif yang dianut Indonesia sejak merdeka dan peran
Indonesia sebagai inisiator Dasa Sila Bandung patut dipertanyakan,”
ucap dia.
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Sedangkan dari sisi tata kelola, ART disebut berimplikasi pada kebu-
tuhan amendemen besar-besaran terhadap regulasi nasional. Sedikit-
nya 117 produk hukum, mulai dari undang-undang, peraturan peme-
rintah, keputusan presiden, hingga regulasi otoritas sektor keuangan,
dinilai perlu disesuaikan atau disusun ulang. Akademisi menilai konse-
kuensi tersebut bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi
juga pada struktur kelembagaan dan kebijakan publik dalam jangka
panjang.

“Hal ini adalah ‘badai revolusi kelembagaan’ yang membutuhkan
sumber daya sangat besar dan tidak dapat dilakukan dalam waktu
singkat,” ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Wening Udas-
moro, menegaskan, sikap kritis yang disampaikan sivitas akademika
UGM sepenuhnya dilandasi pertimbangan akademik dan tidak terkait
kepentingan tertentu. Seruan peninjauan ulang ART tersebut selan-
jutnya akan dibahas dalam forum kajian ilmiah, dengan rencana men-
yampaikan hasilnya pada pemerintah sebagai rekomendasi kebijakan.

“Kita berharap ini betul-betul akan menjadi sesuatu yang didengarkan
supaya apa? Supaya kita betul-betul sebagai bangsa itu mandiri, ber-
daulat tidak hanya sebuah stempel, tapi sebuah kenyataan, jadi iden-
titas bahwa kita mandiri dan berdaulat,” katanya.

Koding Awal: Evaluasi RI dalam BoP dan ART

-

Analisis terhadap pemberitaan Republika.co.id berjudul
“Akademisi UGM Desak Evaluasi RI Gabung BoP dan Perjanjian Dagang
dengan AS” menunjukkan bahwa berita tersebut membingkai keikut-
sertaan Indonesia di dalam BoP sebagai bagian dari kebijakan luar
negeri untuk dikaji kembali berdasarkan pertimbangan akademik,
kepentingan nasional, dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Dalam konstruksi berita, evaluasi terhadap BoP sebagai hasil refleksi
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ilmiah yang menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara di
tengah perubahan dinamika geopolitik global.

Narasi berita menunjukkan kritik terhadap keanggotaan Indo-
nesia di BoP dibangun melalui argumentasi yang berangkat dari
perspektif akademik. Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada
(UGM) menilai bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia semes-
tinya dievaluasi karena berpotensi menggeser prinsip dasar diplomasi
nasional yang selama ini menjadi identitas Indonesia dalam hubungan
internasional. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan bahwa “Me-
nolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor
sebagaimana tercermin dari keikutsertaan Indonesia di dalam Board
of Peace dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade yang
ternyata merugikan kedaulatan Republik Indonesia. Menyerukan
segenap perumus kebijakan agar mencermati kembali isi dari perjan-
jian ART.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keikutsertaan
Indonesia di BoP diposisikan sebagai kebijakan yang selayaknya
dievaluasi karena dinilai berpotensi memengaruhi independensi
politik luar negeri dan kedaulatan negara.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun pemahaman bahwa eva-
luasi terhadap BoP menyangkut konsistensi Indonesia dalam mem-
pertahankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam narasi
yang disusun, keterlibatan Indonesia di BoP dipersepsikan dapat
memunculkan kesan keberpihakan terhadap aktor-aktor yang terlibat
dalam konflik, sehingga berpotensi mengurangi posisi Indonesia
sebagai negara yang dikenal menjunjung sikap independen dalam
hubungan internasional. Dengan demikian, evaluasi kebijakan seba-
gai upaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan diplomatik
tetap sejalan dengan identitas Indonesia sebagai negara yang me-
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ngedepankan perdamaian dan tidak terikat pada kepentingan blok
kekuatan tertentu.

Selain itu, pemberitaan menempatkan pendekatan berbasis
kajian ilmiah sebagai landasan penting dalam proses pengambilan
kebijakan luar negeri. Akademisi UGM mendorong agar setiap kepu-
tusan strategis didasarkan pada analisis yang komprehensif dan
mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan nasional
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan tersebut
memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap BoP pada pertimbangan
akademik yang menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara
dan kualitas tata kelola kebijakan publik.

Dengan demikian, Republika.co.id dalam berita ini membingkai
keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai kebijakan luar negeri
yang memerlukan evaluasi secara mendalam melalui perspektif
akademik. Narasi yang dibangun menegaskan bahwa peninjauan
kembali terhadap kebijakan tersebut merupakan bagian untuk
menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif, memperkuat
kedaulatan negara, serta memastikan bahwa setiap keputusan
strategis tetap berpijak pada kepentingan nasional dan pertimbangan
ilmiah. Artinya, evaluasi terhadap BoP diposisikan sebagai proses
reflektif untuk menjaga arah diplomasi Indonesia agar tetap sesuai
dengan amanat konstitusi dan dinamika hubungan internasional yang
terus berkembang.
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e. UII Kritik Sikap Pemerintah soal Konflik di Kawasan Timur Tengah,
BoP dan ART Ikut Disorot

_

Tabel 16. Berita Republika.co.id Edisi 4 Maret 2026 (07:40 WIB)

Judul Berita: UII Kritik Sikap Pemerintah soal Konflik di Kawasan Timur
Tengah, BoP dan ART Ikut Disorot

Sumber: https://rejogja.republika.co.id/berita/tbcn6t291/uii-kritik-
sikap-pemerintah-soalkonflik-di-kawasan-timur-tengah-bop-dan-art-
ikut-disorot

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN — Universitas Islam Indonesia (UII) me-
ngeluarkan pernyataan sikap resmi terkait ketegangan yang terjadi
di kawasan Timur Tengah serta perkembangan mutakhir praktik ber-
bangsa dan bernegara di Indonesia.  Dalam keterangan yang dibagikan,
Rektor UII, Fathul Wahid, yang mewakili sivitas akademika UII, menilai
Pemerintah RI belum menunjukkan ketegasan yang memadai dalam
merespons serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap
Republik Islam Iran.

Sikap pemerintah tersebut, mencerminkan lemahnya implementasi
prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan
diplomasi Indonesia. Fathul juga menyatakan, keprihatinan mendalam
UII atas berbagai kebijakan dan langkah politik lain yang berpotensi
melemahkan, kedaulatan negara dalam kerja sama ekonomi interna-
sional, mencederai komitmen konstitusional terhadap penolakan
segala bentuk penjajahan, membatasi kebebasan sipil melalui
kriminalisasi aktivis, mengabaikan hak-hak warga dalam pelaksanaan
proyek strategis nasional serta menghadirkan kebijakan publik yang
belum sepenuhnya akuntabel dan transparan.

“Kami, warga Universitas Islam Indonesia (UII), menyesalkan sikap
Pemerintah Republik Indonesia yang belum menunjukkan ketegasan
yang memadai dalam menyikapi serangan militer Israel dan Amerika
Serikat ke Republik Islam Iran,” katanya, dalam keterangan yang
diterima Republika, Selasa (3/3/2026).
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UII mendesak pemerintah segera mengutuk serangan tersebut dan
secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap penghormatan
kedaulatan negara lain serta penyelesaian konflik melalui jalur diplo-
masi dan mekanisme multilateral. Serangan tersebut melanggar prin-
sip kedaulatan negara dalam hukum internasional dan bertentangan
dengan amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, serta berpotensi memperluas konflik yang mengganggu
stabilitas geopolitik global dan memperparah penderitaan masyarakat
sipil, terutama perempuan dan anak-anak.

“Karena itu, Pemerintah Indonesia harus menunjukkan konsistensi
politik luar negeri yang menghormati kedaulatan negara lain, menolak
segala bentuk agresi, serta mendorong penyelesaian damai melalui
diplomasi dan mekanisme multilateral,” ujarnya.

Selain isu geopolitik, UII juga menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam
Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika
Serikat, Donald Trump. Menurut UII, keterlibatan tersebut berpotensi
mereduksi prinsip bebas aktif dan mencederai konsistensi sikap
Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Selain itu, UII juga mendesak pemerintah membatalkan perjanjian
dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika
Serikat.

Fathul mengatakan, perjanjian itu perlu dievaluasi secara terbuka
dan transparan karena berpotensi melemahkan posisi tawar Indone-
sia dan mengganggu kedaulatan ekonomi nasional.

“Hubungan bilateral harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling
menghormati, dan kepentingan nasional jangka panjang, bukan dalam
kerangka ketergantungan maupun tekanan geopolitik negara adi-
kuasa,” kata Fathul.

Suarakan Berbagai Hal
Selain menyoroti situasi global, UII juga menyampaikan keprihatinan
atas dugaan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman suara kritis.
Kampus menilai, demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang aman
bagi kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi secara damai,
serta mendesak adanya komitmen terhadap reformasi Polri.
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“Hukum dan penegakannya tidak boleh menjadi instrumen intimidasi
terhadap warga negara, khususnya kalangan muda dan mahasiswa
yang menjalankan hak konstitusionalnya demi perbaikan bangsa,”
ujarnya.

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juga menjadi sorotan, termasuk
pembangunan di Papua, yang menurut UII harus menghormati hak
masyarakat lokal, keberlanjutan lingkungan, dan prinsip partisipasi
publik yang bermakna. Negara, kata Fathul, wajib memastikan pemba-
ngunan tidak berubah menjadi praktik peminggiran atau perampasan
ruang hidup warga.

Lebih lanjut, Fathul mengatakan kampusnya mendorong agar adanya
evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut perlu ditinjau secara komprehensif, mencakup
ketepatan sasaran penerima, kualitas dan standar keamanan pangan,
tata kelola anggaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Kebijakan
publik harus dirancang secara rasional dan berbasis data agar tidak
mengorbankan program prioritas lain seperti peningkatan mutu dan
layanan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan layanan
kesehatan.

“Kritik yang kami ajukan bukanlah bentuk oposisi politik, melainkan
ekspresi kepedulian warga negara dan institusi pendidikan tinggi
terhadap arah perjalanan bangsa dan peradaban dunia. Semoga
pemerintah mendengar dan mempertimbangkan suara nurani publik
demi Indonesia yang berdaulat, demokratis, bermartabat, berkeadilan
sosial, serta berkontribusi aktif pada perdamaian dunia,” ujarnya.

Koding Awal: Lemahnya implementasi prinsip politik luar negeri

-

Analisis berita berjudul “UII Kritik Sikap Pemerintah soal Konflik
di Kawasan Timur Tengah, BoP dan ART Ikut Disorot” membingkai
keterlibatan Indonesia di dalam BoP sebagai bagian dari kebijakan
luar negeri yang selayaknya ditinjau kembali di tengah meningkatnya
ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Melalui pandangan sivitas
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akademika Universitas Islam Indonesia (UII), berita membangun
narasi bahwa evaluasi terhadap BoP menjadi penting untuk memasti-
kan kebijakan luar negeri Indonesia tetap selaras dengan prinsip
politik luar negeri bebas aktif, penghormatan terhadap kedaulatan
negara, serta komitmen konstitusional terhadap perdamaian dunia.

Narasi berita memperlihatkan bahwa kritik yang disampaikan UII
bertolak dari penilaian terhadap respons pemerintah Indonesia atas
serangan militer AS- Israel terhadap Iran. Dalam pemberitaan dinya-
takan bahwa “Kami, warga Universitas Islam Indonesia (UII), menye-
salkan sikap Pemerintah Republik Indonesia yang belum menunjukkan
ketegasan yang memadai dalam menyikapi serangan militer Israel
dan Amerika Serikat ke Republik Islam Iran.” Pernyataan tersebut
mendorong agar pemerintah menjaga konsistensi pelaksanaan politik
luar negeri yang selama ini menjadi identitas Indonesia. Dengan
demikian, evaluasi terhadap BoP diposisikan sebagai bagian refleksi
arah kebijakan luar negeri di tengah dinamika konflik internasional.

Lebih lanjut, pemberitaan membangun pemahaman bahwa
keikutsertaan Indonesia di dalam BoP dipandang memiliki implikasi
terhadap independensi diplomasi nasional. UII menilai keterlibatan
tersebut berpotensi mengurangi konsistensi Indonesia dalam mem-
pertahankan prinsip bebas aktif serta dukungan terhadap perjuangan
kemerdekaan Palestina. Narasi ini menunjukkan bahwa evaluasi
terhadap BoP pada pertimbangan mengenai kesesuaian kebijakan
tersebut dengan nilai-nilai dasar yang selama ini menjadi fondasi
diplomasi Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri melibat-
kan instrumen hubungan antarnegara, sekaligus sebagai represen-
tasi identitas dan komitmen moral Indonesia dalam percaturan
internasional.
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Berita ini menempatkan suara akademisi sebagai bentuk kontrol
sosial terhadap kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan tersebut,
Republika.co.id membangun kesan bahwa evaluasi terhadap BoP
merupakan bagian dari proses demokratis yang melibatkan kontri-
busi perguruan tinggi dalam memberikan masukan berbasis pengeta-
huan. Hal ini diperkuat melalui pernyataan bahwa “Hubungan bila-
teral harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati,
dan kepentingan nasional jangka panjang, bukan dalam kerangka
ketergantungan maupun tekanan geopolitik negara adikuasa.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi utama evaluasi
mengarah pada mempertanyakan keanggotaan Indonesia di BoP,
serta memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap
dilandasi prinsip kemandirian, kesetaraan, dan kepentingan nasional.

Pendek kata, dalam berita ini Republika.co.id mengkonstruksi
evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia di dalam BoP sebagai
langkah penting untuk menjaga konsistensi politik luar negeri bebas
aktif di tengah meningkatnya kompleksitas geopolitik global. Narasi
yang dibangun menempatkan perguruan tinggi sebagai aktor yang
berperan dalam mengawal arah kebijakan luar negeri melalui kritik
akademik yang konstruktif. Jadi, evaluasi terhadap BoP sebagai cara
untuk memastikan bahwa setiap keputusan diplomatik tetap sejalan
dengan amanat konstitusi, kepentingan nasional, dan komitmen
Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia.
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2. Legitimasi Board of Peace Dipertanyakan

a. Anggota DPR: Agresi AS-Israel ke Iran Bukti BoP Tidak Bawa
Perdamaian

_

Tabel 17. Berita Republika.co.id Edisi 1 Maret 2026 (10:52 WIB)

Judul Berita: Anggota DPR: Agresi AS-Israel ke Iran Bukti BoP Tidak
Bawa Perdamaian

Sumber: https://news.republika.co.id/berita/tb7c44393/anggota-dpr-
agresi-asisrael-ke-iran-bukti-bop-tidak-bawa-perdamaian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Agresi militer yang dilakukan Zionis
Israel bersama Amerika Serikat (AS) terhadap Republik Islam Iran
membuktikan keraguan internasional selama ini atas adanya Board
of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. AS merupakan dedengkot,
sekaligus pemimpin BoP yang dikampanyekan sebagai Dewan Perda-
maian untuk Gaza, Palestina, dan Israel sebagai salah satu anggotanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia TB Hasanuddin
mengatakan penyerangan militer terbuka terhadap Iran menunjukkan
watak asli Israel-AS selaku anggota sekaligus pemimpin BoP yang
antiperdamaian. TB Hasanuddin menilai, penyerangan Israel-AS ter-
hadap Iran juga menunjukkan pepesan kosong pembentukan BoP
untuk membuat perdamain bagi Bumi Palestina.

“Dari kejadian ini (penyerangan terhadap Iran), kita menjadi semakin
yakin, tidak percaya bahwa BoP benar-benar memiliki misi yang tulus
untuk perdamaian. Yang terjadi saat ini, fakta di lapangan justeru
menunjukkan eskalasi konflik (perang) yang akan semakin meluas,”
kata Hasanuddin kepada Republika melalui siaran pers yang diterima
di Jakarta, Ahad (1/3/2026).
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Kata TB Hasanuddin, penyerangan militer terbuka Israel-AS terhadap Iran
bukanlah peristiwa yang biasa. Justeru kata politikus PDI Perjuangan
itu ambisi perang untuk menghancurkan kepemimpinan Ayatullah
Ali Khamenei oleh Presiden AS Donald Trump bersama penjajah Ben-
jamin Netanyahu itu bak menyiram bahan bakar baru untuk terus
‘membakar’ situasi di kawasan Timur Tengah. Dan situasi tersebut,
juga bakal berdampak langsung terkait upaya membuat perdamaian
di Palestina yang belakangan dikoar-koarkan oleh BoP.

“Dan dari kejadian ini, kita harus menyimpulkan bahwa tidak mungkin
Donald Trump dan Benjamin Netanyahu (pemimpin dan anggota
BoP) memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membuat perdamai-
an di  Palestina, dan di Timur Tengah. Kondisi saat ini membuat kita
semakin meragukan misi perdamaian yang selama ini diklaim melalui
BoP. Dan kita menjadi semakin tidak percaya, bahwa BoP benar-benar
memiliki niat yang tulus untuk perdamaian,” kata Hasanuddin.

Pemerintah Indonesia Diminta Tegas
Terkait perang AS bersama Israel terhadap Iran yang sudah terjadi
saat ini, TB Hasanuddin mendesak pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto menentukan sikap yang terang. Indonesia selama ini, kata
TB Hasanuddin menganut paham konstitusional yang menolak segala
macam bentuk agresi, dan penjajahan, serta mendukung perdamaian
dunia.

“Presiden dan atau Menteri Luar Negeri harus segera menyampaikan
posisi resmi Indonesia. Apalagi pemerintah kita sudah berpartisipasi
jauh selama ini tentang isu-isu perdamaian di Timur Tengah,” kata TB
Hasanuddin.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam BoP yang sudah kadung,
pun semestinya dapat menjadi kanal aktivasi dalam mengambil peran
atas situasi saat ini. Pujian setinggi langit terhadap Presiden Prabowo
dalam lawatan-lawatan diplomasinya ke banyak negara selama ini,
harus menjadi modal yang kuat untuk terlibat langsung dalam upaya
penghentian agresi terhadap negara-negara berdaulat yang dilakukan
AS, maupun Zionis Israel selama ini.
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“Melalui partisipasi dalam BoP, sudah saatnya aktivisme diplomasi
kita (Indonesia) yang aktif dalam bulan-bulan terakhir ini, menunjuk-
kan hasil apakah benar kita dipandang dan memiliki posisi strategis
secara global, atau malah jauh panggang dari api,” ujar TB Hasanuddin.

Koding Awal: BoP ‘pepesan kosong’

-

Analisis berita berjudul “Anggota DPR: Agresi AS-Israel ke Iran
Bukti BoP Tidak Bawa Perdamaian” menunjukkan serangan militer
AS- Israel terhadap Iran menjadi peristiwa yang memicu keraguan
terhadap kredibilitas BoP sebagai forum yang mengusung misi per-
damaian. Dalam berita tersebut, tindakan militer yang dilakukan oleh
negara-negara yang memiliki posisi penting di dalam BoP dipandang
bertolak belakang dengan tujuan utama organisasi, sehingga memun-
culkan pertanyaan mengenai konsistensi antara nilai yang diklaim
dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Narasi berita memperlihatkan bahwa legitimasi BoP dipersoalkan
karena organisasi tersebut dinilai gagal menunjukkan komitmen
nyata dalam menjaga perdamaian di tengah meningkatnya konflik
di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan
TB Hasanuddin bahwa “Dari kejadian ini (penyerangan terhadap
Iran), kita menjadi semakin yakin, tidak percaya bahwa BoP benar-
benar memiliki misi yang tulus untuk perdamaian. Yang terjadi saat
ini, fakta di lapangan justeru menunjukkan eskalasi konflik (perang)
yang akan semakin meluas.” Kutipan tersebut menunjukkan bahwa
tindakan militer selain dipandang memperburuk situasi keamanan
kawasan, serta mengurangi kepercayaan terhadap organisasi yang
selama ini mengusung agenda perdamaian. Dengan demikian,
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legitimasi BoP dipertanyakan karena terdapat ketidaksesuaian antara
tujuan normatif organisasi dan realitas yang berkembang dalam
hubungan internasional.

Tema tersebut semakin menguat ketika pemberitaan mengaitkan
konflik Iran dengan keberadaan para aktor utama di dalam BoP. TB
Hasanuddin menyatakan bahwa “Dan dari kejadian ini, kita harus
menyimpulkan bahwa tidak mungkin Donald Trump dan Benjamin
Netanyahu (pemimpin dan anggota BoP) memiliki niat yang sungguh-
sungguh untuk membuat perdamaian di Palestina, dan di Timur Tengah.
Kondisi saat ini membuat kita semakin meragukan misi perdamaian
yang selama ini diklaim melalui BoP. Dan kita menjadi semakin tidak
percaya, bahwa BoP benar-benar memiliki niat yang tulus untuk per-
damaian.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keraguan
terhadap BoP diarahkan pada institusinya, sekaligus pada kepemim-
pinan dan aktor-aktor yang berada di dalam organisasi tersebut.
Dalam konteks ini, kredibilitas organisasi dipandang dipengaruhi oleh
tindakan para pemimpinnya, sehingga setiap keputusan politik yang
berujung pada konflik turut memengaruhi persepsi publik terhadap
legitimasi BoP.

Di sisi lain, berita menunjukkan harapan agar pemerintah Indonesia
mengambil posisi yang lebih jelas dalam merespons perkembangan
tersebut. Desakan agar Presiden dan Menteri Luar Negeri menyam-
paikan sikap resmi mencerminkan pandangan bahwa Indonesia
idealnya mempertahankan konsistensinya sebagai negara yang
menolak agresi serta mendukung penyelesaian konflik melalui per-
damaian. Meskipun demikian, fokus utama pemberitaan tetap berada
pada munculnya keraguan terhadap kemampuan BoP dalam menja-
lankan mandat yang selama ini diklaim sebagai dasar pembentukan-
nya.
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Dengan demikian, tema legitimasi Board of Peace dipertanya-
kan terbentuk melalui rangkaian narasi yang menempatkan agresi
militer AS- Israel terhadap Iran sebagai bukti adanya ketidaksesuaian
antara tujuan perdamaian yang diusung BoP dengan praktik politik yang
dilakukan oleh aktor-aktor utamanya. Kondisi tersebut menghadirkan
pemaknaan bahwa legitimasi sebuah organisasi internasional dipe-
ngaruhi oleh visi dan misinya, maupun oleh konsistensi tindakan para
anggotanya dalam mewujudkan nilai-nilai perdamaian yang mereka
deklarasikan.

b. AS-Israel Serang Iran, AWG Menilai Board of Peace Bukan Ins-
trumen Perdamaian

_

Tabel 18. Berita Republika.co.id Edisi 3 Maret 2026 (23:20 WIB)

Judul Berita: AS-Israel Serang Iran, AWG Menilai Board of Peace Bukan
Instrumen Perdamaian

Sumber: https://khazanah.republika.co.id/berita/tbc01g430/asisrael-
serang-iran-awg-menilai-board-of-peace-bukan-instrumen-perdamaian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serangan militer gabungan yang
dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke wilayah Iran sejak 28
Februari 2026 memicu eskalasi konflik besar di kawasan Timur Tengah
dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Aqsa Working Group
(AWG) melihat bahwa serangan AS-Israel tersebut sebagai bukti bahwa
Board of Peace (BoP) yang dibentuk Donald Trump bukan instrumen
perdamaian global.

Ketua Presidium AWG, Muhammad Anshorullah mengatakan, Ame-
rika Serikat (AS) dan Zionis Israel akhirnya melakukan serangan militer
dan melanggar kedaulatan Republik Islam Iran dimulai pada 28
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Februari 2026 yang mengakibatkan Ali Khamenei menjadi martir.
Pelanggaran itu memicu serangan balasan Iran ke wilayah
pendudukan Zionis Israel dan pangkalan-pangkalan militer AS di
kawasan Timur Tengah.

Ia menilai, situasi ini tidak dapat dipisahkan dari konteks penjajahan dan
genosida di Palestina. Iran merupakan salah satu dari sedikit negara
Muslim yang secara konsisten dan tegas mendukung perjuangan rakyat
Palestina serta menolak intervensi asing.

“Ketegangan antara Iran dan Amerika-Israel saat ini dimanfaatkan
oleh kedua aktor tersebut untuk memperkeruh stabilitas keamanan
Timur Tengah dan mengalihkan perhatian dunia, dampaknya Zionis Israel
berpotensi semakin leluasa melakukan berbagai tindakan represif di
Palestina,” kata Anshorullah kepada Republika, Senin (2/3/2026).

Anshorullah mengungkapkan, terbukti pembatasan ketat oleh pasu-
kan Zionis Israel menyebabkan Masjid Al Aqsa tidak dipenuhi jamaah
sholat tarawih pada 28 Februari 2026, sebuah catatan kelam bagi umat
Islam. Masjid Ibrahimi juga diblokir total dengan dalih keamanan men-
yusul serangan balasan Iran ke Israel (wilayah Palestina yang dijajah).

Sementara itu, serangan Zionis Israel ke Jalur Gaza dan Tepi Barat kian
meningkat, namun minim sorotan media karena perhatian dunia ter-
sita oleh eskalasi konflik Amerika-Israel dengan Iran. Oleh karena itu,
AWG mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut.

Pertama, AWG mengutuk serangan militer Amerika Serikat dan rezim
Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran sebagai pelanggaran berat
terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum
internasional. Tindakan militer semacam ini tidak dapat dibenarkan
dalam tatanan global yang berlandaskan hukum.

“Kedua, serangan tersebut adalah manifestasi nyata pertama dari
Board of Peace sekaligus membuktikan bahwa BoP bukanlah instru-
men perdamaian, melainkan imperialism,” ujar Anshorullah.

Menurutnya, kejahatan yang dilakukan Amerika-Israel juga memper-
tegas bahwa tujuan BoP bukan untuk mewujudkan kemerdekaan
Palestina. Sebaliknya, untuk memperkuat penjajahan Zionis Israel di
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Palestina dan Masjid Al Aqsa dalam rangka meretas Israel Raya (Greater
Israel).

Karena itu, Board of Peace semakin absurd dan kehilangan legitimasi
moral dan hukum. Ketiga, AWG kembali menekankan agar Presiden
Prabowo Subianto segera menarik diri dari Board of Peace.

Serangan militer AS-Israel ke negara berdaulat seperti Iran semakin
membuktikan bahwa BoP tidak mampu menjaga stabilitas dunia, bah-
kan sang inisiator yakni Donald Trump menjadi aktor utama penyera-
ngan terhadap Iran.

“Keempat, kekacauan dan intervensi yang dilakukan oleh kekuatan
hegemonik di berbagai belahan dunia termasuk di Iran, Venezuela,
dan wilayah lain, merupakan upaya terkoordinasi untuk menjaga hege-
moni mereka dan melanggengkan penjajahan di Palestina, khususnya
terhadap Masjid Al-Aqsa dan umat Palestina yang tertindas, tindakan
ini tidak hanya melanggar hukum internasional tetapi juga melang-
gengkan penderitaan rakyat tak berdosa,” kata Anshorullah.

Kelima, AWG menyayangkan sikap sejumlah negara Arab dan negara
Teluk yang secara langsung atau tidak langsung memfasilitasi serangan
militer AS-Israel. Persatuan umat, solidaritas Islam, dan upaya perda-
maian sejati jauh lebih penting dan mendesak daripada tindakan yang
justru memperluas eskalasi konflik dan merusak stabilitas kawasan.

Anshorullah menegaskan, yang keenam, AWG menyerukan kepada
seluruh komunitas internasional termasuk PBB dan OKI, organisasi
masyarakat sipil, serta para pemimpin negara untuk bersatu menghen-
tikan agresi militer AS-Israel ke Iran dan negara manapun di dunia,
termasuk Palestina. Seluruh pihak bertanggungjawab untuk memper-
juangkan perdamaian berkelanjutan, menghormati kedaulatan negara,
serta menghentikan praktik agresi yang merusak tatanan global.

“Aqsa Working Group menyampaikan ucapan belasungkawa atas
wafatnya banyak warga Iran dan pemimpin mereka, Ali Khamenei,”
ujar Anshorullah.

Koding Awal: BoP bukan instrumen perdamaian

-
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Analisis berita Republika.co.id berjudul “AS-Israel Serang Iran,
AWG Menilai Board of Peace Bukan Instrumen Perdamaian” menun-
jukkan rangkaian narasi yang menempatkan serangan militer AS-
Israel terhadap Iran sebagai peristiwa yang memunculkan keraguan
terhadap kredibilitas BoP sebagai organisasi yang mengusung
agenda perdamaian. Kehadiran Board of Peace tidak lagi dipandang
sebagai instrumen yang mampu mendorong penyelesaian konflik,
melainkan justru dipertanyakan karena tindakan negara-negara yang
memiliki peran sentral di dalamnya dinilai bertolak belakang dengan
nilai-nilai perdamaian yang diklaim.

Narasi berita memperlihatkan bahwa agresi militer terhadap Iran
sebagai bukti nyata ketidaksesuaian antara tujuan normatif BoP
dengan praktik di tingkat internasional. Hal tersebut terlihat dalam
pernyataan Muhammad Anshorullah yang menyebut bahwa “Kedua,
serangan tersebut adalah manifestasi nyata pertama dari Board of
Peace sekaligus membuktikan bahwa BoP bukanlah instrumen perda-
maian, melainkan imperialism.” Pernyataan tersebut menunjukkan
bahwa legitimasi BoP dipertanyakan karena organisasi yang dibentuk
dengan membawa narasi perdamaian justru diasosiasikan dengan
tindakan militer yang memperluas konflik. Dalam konteks ini, makna
perdamaian yang melekat pada nama organisasi dianggap kehilangan
relevansinya ketika realitas di lapangan memperlihatkan meningkat-
nya eskalasi kekerasan.

Tema tersebut semakin menguat melalui pandangan bahwa
tindakan AS- Israel berdampak pada konflik Iran, maupun dinilai
memengaruhi situasi di Palestina. Berita ini menjelaskan bahwa
perhatian dunia terhadap konflik Iran berpotensi mengalihkan fokus
internasional dari kondisi kemanusiaan di Palestina. Atas dasar itu,
AWG menilai bahwa keberadaan BoP tidak mampu menjalankan
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tujuan yang selama ini diklaim sebagai dasar pembentukannya. Penilaian
tersebut diperkuat melalui pernyataan bahwa BoP “semakin absurd
dan kehilangan legitimasi moral dan hukum.” Kutipan tersebut me-
nunjukkan bahwa keraguan terhadap BoP diarahkan pada efektivitas
organisasi dalam menciptakan perdamaian, serta menyangkut aspek
moral dan legalitas yang menjadi fondasi legitimasi sebuah organisasi
internasional.

Selain mempertanyakan legitimasi BoP, berita ini memperlihat-
kan dorongan agar Indonesia meninjau kembali keterlibatannya
dalam organisasi tersebut. Seruan kepada pemerintah untuk menarik
diri dari BoP diposisikan sebagai konsekuensi logis dari menurunnya
kepercayaan terhadap organisasi yang dinilai tak lagi mencerminkan
nilai-nilai perdamaian. Meskipun demikian, fokus utama pemberitaan
tetap berada pada pemaknaan bahwa tindakan militer yang dilakukan
oleh aktor-aktor utama BoP mengurangi kredibilitas organisasi terse-
but di mata publik. Dengan demikian, isu mengenai keanggotaan
Indonesia hadir sebagai implikasi dari persoalan yang lebih mendasar,
yaitu melemahnya legitimasi BoP itu sendiri.

Secara umum, tema legitimasi BoP dipertanyakan dalam berita
tersebut terbentuk melalui penggambaran kontradiksi antara tujuan
perdamaian yang diusung BoP dengan praktik politik dan militer yang
dilakukan oleh negara-negara yang memiliki posisi penting di dalam
organisasi tersebut. Pemberitaan menunjukkan bahwa legitimasi
sebuah organisasi internasional ditentukan oleh visi yang dinyatakan
secara formal, serta oleh konsistensi tindakan para aktornya dalam
menghormati kedaulatan negara, menjunjung hukum internasional,
dan mewujudkan perdamaian yang menjadi dasar keberadaannya.
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c. Pakar: Serangan AS ke Iran Jadi Ujian Kredibilitas Board of
Peace

_

Tabel 19. Berita Republika.co.id Edisi 1 Maret 2026 (09:04 WIB)

Judul Berita: Pakar: Serangan AS ke Iran Jadi Ujian Kredibilitas Board
of Peace

Sumber: https://news.republika.co.id/berita/tb772r328/pakar-
serangan-as-ke-iran-jadi-ujian-kredibilitas-board-of-peace

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar hubungan internasional Univer-
sitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menanggapi serangan Amerika
Serikat bersama Israel ke Iran. Katanya, serangan tersebut menjadi
ujian kredibilitas Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

“Serangan terhadap Iran ini mempertajam kontradiksi antara retorika
stabilitas dan praktik militer di lapangan, sekaligus menguji kredibilitas
narasi perdamaian melalui Board of Peace (BoP),” ujar Ahmad dalam
keterangan yang dikonfirmasi, Ahad (1/3/2026).

Selain itu, dia memandang serangan kepada Iran tersebut membuat
negara-negara Islam yang relatif independen, seperti Turki maupun
Indonesia, agar dapat merefleksikan kembali kerja sama dengan BoP.

Sementara itu, dia memandang semua elemen kekuatan dunia perlu
mendorong deeskalasi dalam konflik AS-Israel dan Iran tersebut.
Terlebih, upaya AS-Israel yang seolah menetralisasi Iran bukan hanya
soal menaklukkan satu negara, melainkan langkah proyek rekayasa
ulang keseimbangan kekuatan Timur Tengah.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan bila yang terjadi di kawasan Timur
Tengah dianggap sebagai hal normal dan dunia berdiam diri, maka
langkah AS secara mandiri ataupun bersama Israel berpotensi besar
menyasar ke belahan dunia lain.
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“Termasuk Greenland, Kanada, atau kawasan Eropa dan Amerika Latin
lainnya akan menjadi sasaran selanjutnya,” katanya.

Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28
Februari 2026.

Pada kesempatan berbeda, Presiden AS Donald Trump menyatakan
militer AS telah memulai operasi tempur besar-besaran di Iran. Salah
satu serangan AS dengan Israel berupa tujuh roket yang menghantam
Teheran, dan dekat dengan kediaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah
Ali Khamenei.

Kemudian Iran meluncurkan serangan roket terhadap Israel, dan
sejumlah target lain di Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Bahrain.

Adapun Kementerian Luar Negeri mengatakan Presiden RI Prabowo
Subianto siap bertolak ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi tercip-
tanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Koding Awal: Retorika BoP vs praktik militer

-

Analisis berita Republika.co.id berjudul “Pakar: Serangan AS ke
Iran Jadi Ujian Kredibilitas Board of Peace” menunjukkan narasi yang
menyorot pertentangan antara tujuan normatif BoP sebagai forum
yang mengusung agenda perdamaian dengan tindakan militer yang
dilakukan oleh AS- Israel terhadap Iran. Dalam pemberitaan ini, konflik
sebagai momentum yang menguji konsistensi nilai-nilai perdamaian
yang selama ini dikaitkan dengan keberadaan BoP.

Narasi berita mengartikulasikan bahwa tindakan militer tersebut
memunculkan keraguan terhadap kredibilitas BoP sebagai wadah
yang mengedepankan penyelesaian konflik melalui jalur damai. Hal
ini terlihat dalam pernyataan Ahmad Khoirul Umam yang menegaskan
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bahwa “Serangan terhadap Iran ini mempertajam kontradiksi antara
retorika stabilitas dan praktik militer di lapangan, sekaligus menguji
kredibilitas narasi perdamaian melalui Board of Peace (BoP).” Pernya-
taan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara bahasa
politik yang mengedepankan stabilitas dan perdamaian dengan rea-
litas penggunaan kekuatan militer sebagai instrumen penyelesaian
konflik. Dengan demikian, makna perdamaian yang dipromosikan
melalui BoP dipersepsikan mengalami tantangan ketika praktik politik
internasional justru memperlihatkan eskalasi kekerasan.

Lebih lanjut, berita ini menggambarkan bahwa dinamika tersebut
mendorong negara-negara yang selama ini dikenal memiliki posisi
diplomasi relatif independen, termasuk Indonesia, untuk merefleksi-
kan kembali bentuk kerja sama yang dijalin dengan BoP. Refleksi
tersebut sebagai upaya menilai kembali apakah organisasi tersebut
masih mampu menjalankan fungsi normatifnya dalam menjaga per-
damaian. Dengan kata lain, praktik militer yang berlangsung di lapangan
menjadi tolok ukur bagi publik maupun komunitas internasional dalam
menilai konsistensi antara komitmen dan implementasi agenda
perdamaian.

Di sisi lain, pemberitaan juga memperluas makna konflik dengan
menempatkan serangan terhadap Iran sebagai bagian dari dinamika
geopolitik yang lebih besar. Pandangan bahwa tindakan militer
tersebut berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Timur
Tengah memperlihatkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata
dipandang memiliki konsekuensi yang melampaui hubungan bilateral
antarnegara. Kekhawatiran bahwa intervensi serupa dapat meluas
ke kawasan lain semakin memperkuat kesan bahwa retorika stabilitas
internasional belum sepenuhnya tercermin dalam praktik politik
global yang berlangsung saat ini.
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Secara umum, legitimasi BoP menyorot retorika politik BoP ver-
sus praktik militer di lapangan. Hal ini dikonstruksi melalui peneka-
nan pada kesenjangan antara narasi perdamaian yang diusung BoP
dengan tindakan militer yang dilakukan oleh aktor-aktor utama yang
berkaitan dengan organisasi tersebut. Analisis ini menunjukkan
bahwa kredibilitas suatu forum perdamaian ditentukan oleh visi dan
tujuan yang dikemukakan dalam ranah diplomatik, maupun oleh kon-
sistensi tindakan para aktornya dalam menghadapi konflik internasio-
nal. Ketika retorika perdamaian tidak diikuti oleh praktik yang sejalan,
legitimasi moral dan kepercayaan terhadap organisasi tersebut pun
runtuh.

d. Ketua MUI: Serangan AS-Israel ke Iran Runtuhkan Legitimasi
BoP

_

Tabel 20. Berita Republika.co.id Edisi 1 Maret 2026 (04:25 WIB)

Judul Berita: Ketua MUI: Serangan AS-Israel ke Iran Runtuhkan Legi-
timasi BoP

Sumber: https://news.republika.co.id/berita/tb6u6f393/ketua-mui-
serangan-asisrael-ke-iran-runtuhkan-legitimasi-bop

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menilai serangan
militer Israel-Amerika Serikat terhadap Iran adalah ancaman nyata
bagi upaya memperkuat perdamaian sejati dan ketertiban dunia. Se-
rangan itu menurutnya juga membuat Dewan Perdamaian alias Board
of Peace (BoP) yang diketuai Presiden AS Donald Trump kehilangan
legitimasi.
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“Serangan ini menjadi bukti konkrit bahwa Trump sejatinya perusak
dan penghancur perdamaian. Karena itu, BoP semakin kehilangan
legitimasi moral, politik dan bahkan hukum karena telah nyata tak
berguna untuk menciptakan perdamaian sejati dan apalagi keadilan,”
ujarnya dalam pernyataan yang diterima Republika, Ahad.

Menurutnya, Trump benar-benar seorang aktor yang telah membajak
kata-kata “peace” alias “perdamaian” justru untuk ambisi hegemonik
dan imperialistiknya. “Dengan adanya serangan terhadap Iran maka
Trump dengan BoP-nya tak bisa dipercaya menjadi badan yang mem-
perjuangkan kedamaian dan kemerdekaan Palestina,” kata dia melan-
jutkan.

Sudarnoto menekankan, bukan saja Iran yang telah dikorbankan oleh
ambisi hegemonik-imperialistik Israel-Amerika. Tetapi juga kawasan
teluk dan bahkan wilayah dunia lain juga terkena dampak negatif dan
destruktif. “Ini memang merupakan bagian dari konfigurasi geopo-
litik yang lebih besar di mana Israel dan Amerika adalah pihak yang
harus bertanggung jawab.”

Serangan AS-Israel ke Iran yang dimulai pada Sabtu (28/2/2026) dini
hari menurutnya jelas merupakan upaya sistematis untuk melemah-
kan posisi strategis Iran di kawasan, bahkan menghalangi dukungan
Iran terhadap perjuangan Palestina. Hal itu juga cara untuk melakukan
tekanan politik agar dominasi regional Israel atas Palestina benar-
benar bisa terjamin.

“Agresi Amerika-Israel ini akan mendorong perang regional terutama
di Timur Tengah. Ini memang yang dimaksudkan oleh Israel-Amerika
sehingga Timur Tengah benar-benar lumpuh dan yang pada akhirnya
Palestina dan Timur Tengah pada umumnya di bawah kendali Israel-
Amerika.”

Sehubungan dengan hal itu, menurutnya Indonesia hendaknya tidak
terlibat dan harus dengan tegas menolak segala aksi agresi militer,
menegakkan hukum internasional, dan memperjuangkan penyele-
saian damai berbasis keadilan.

Koding Awal: Legitimasi BoP ‘runtuh’

-
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Analisis berita berjudul “Ketua MUI: Serangan AS-Israel ke Iran
Runtuhkan Legitimasi BoP” menunjukkan narasi ihwal menurunnya
kredibilitas BoP di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. Serangan
militer AS-Israel terhadap Iran sebagai indikator bahwa kepemimpi-
nan organisasi yang mengusung agenda perdamaian tidak mampu
mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukannya.

Narasi berita memperlihatkan bahwa legitimasi kepemimpinan
BoP dipersoalkan karena tindakan yang dilakukan oleh aktor utamanya
dinilai bertentangan dengan prinsip perdamaian. Hal tersebut terlihat
dalam pernyataan Sudarnoto Abdul Hakim bahwa “Serangan ini
menjadi bukti konkrit bahwa Trump sejatinya perusak dan penghancur
perdamaian. Karena itu, BoP semakin kehilangan legitimasi moral,
politik dan bahkan hukum karena nyatanya tak berguna untuk men-
ciptakan perdamaian sejati dan apalagi keadilan.” Pernyataan terse-
but menunjukkan bahwa penurunan legitimasi BoP terkait dengan
penilaian terhadap kualitas kepemimpinan yang dianggap tidak
mampu merepresentasikan misi perdamaian. Dalam konteks ini,
kepemimpinan internasional sebagai elemen penting yang menen-
tukan tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi internasional.

Tema tersebut semakin menguat ketika pemberitaan menem-
patkan Donald Trump sebagai simbol dari praktik kepemimpinan yang
dinilai bertolak belakang dengan makna perdamaian. Sudarnoto
menyatakan bahwa “Dengan adanya serangan terhadap Iran maka
Trump dengan BoP-nya tak bisa dipercaya menjadi badan yang mem-
perjuangkan kedamaian dan kemerdekaan Palestina.” Pernyataan
tersebut memperlihatkan bahwa kritik diarahkan kepada kapasitas
moral pemimpin dalam membawa organisasi menjalankan mandat
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yang diembannya. Akibatnya, kepemimpinan internasional dalam
BoP dipersepsikan kehilangan otoritas untuk menjadi mediator
maupun penggerak penyelesaian konflik secara damai.

Selain itu, berita menunjukkan bahwa tindakan militer terhadap
Iran dipandang memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas
kawasan Timur Tengah dan perjuangan Palestina. Dalam pandangan
yang disampaikan, agresi tersebut sebagai bagian dari konfigurasi
geopolitik yang memperkuat dominasi kekuatan tertentu di kawasan.
Pemaknaan ini semakin mempertegas bahwa kepemimpinan BoP
dipersepsikan menjadi bagian dari dinamika konflik yang berlangsung.
Oleh karena itu, muncul harapan agar Indonesia tetap mempertahan-
kan sikap yang konsisten dalam menolak agresi militer, menjunjung
hukum internasional, dan mengedepankan penyelesaian konflik
melalui jalur damai.

3. Delegitimasi Kepemimpinan Internasional dalam Board of
Peace

a. MUI: Trump Terbukti Perusak Brutal Perdamaian, BoP Pimpi-
nannya tak Bisa Dipercaya

_

Tabel 21. Berita Republika.co.id Edisi 3 Maret 2026 (06:54 WIB)

Judul Berita: MUI: Trump Terbukti Perusak Brutal Perdamaian, BoP
Pimpinannya tak Bisa Dipercaya

Sumber: https://khazanah.republika.co.id/berita/tbaqe9483/mui-
trump-terbukti-perusak-brutal-perdamaian-bop-pimpinannya-tak-bisa-
dipercaya
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REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri
dan Kerja Sama Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sudarnoto
Abdul Hakim, menilai serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran
menjadi bukti nyata runtuhnya legitimasi moral Dewan Perdamaian/
Board of Peace (BoP) yang dipimpin Presiden AS Donald Trump.

Sudarnoto menilai, langkah militer tersebut menunjukkan bahwa
kepemimpinan Trump, baik sebagai Presiden Amerika Serikat maupun
sebagai chairman BoP, tidak mencerminkan komitmen terhadap per-
damaian dunia.

“Dia tepatnya disebut sebagai perusak brutal perdamaian. Karena
itu, BoP yang dia pimpin tidak bisa dipercaya sebagai badan yang
akan menciptakan perdamaian,” ujarnya melalui keterangan tertulis
pada Selasa (3/3/2026).

Sudarnoto bahkan menilai BoP telah runtuh secara moral dan kehi-
langan legitimasi di mata dunia internasional. Ia menyebut lembaga
tersebut hanya menjadi kamuflase dengan motif imperialistik.”Itu
kamuflase yang bermotif imperialistik. BoP runtuh secara moral, dan
kehilangan lejitimasinya,” ucap dia.

Atas dasar itu, MUI mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk
memperhitungkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP.
Menurut Sudarnoto, langkah serupa juga sepatutnya dipertimbang-
kan oleh negara-negara Muslim lainnya.

“BoP tidak berguna untuk menciptakan perdamaian, apalagi memer-
dekakan Palestina. Justru waktunya sekarang negara-negara Muslim
bersatu padu, jangan membiarkan diri diadu domba dan dipecah belah
oleh imperialisme Amerika-Israel sebagaimana yang dilakukan saat
ini dengan serangan terhadap Iran,” kata dia.

Kendati demikian, Sudarnoto mengingatkan bahwa sikap Indonesia
tetap harus berpijak pada amanah konstitusi untuk ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
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Ia menekankan pentingnya langkah proaktif Indonesia dalam me-
respons dinamika global, namun tetap ditempuh melalui jalur diplo-
matik yang terukur, persuasif, serta memperhatikan kepentingan
nasional (national interest).

“Indonesia berkewajiban untuk ikut menciptakan perdamaian dunia
sebagaimana amanah pembukaan UUD 1945. Sikap pro aktif penting
ditempuh. Namun demikian, harus dilakukan dengan langkah diplo-
matik dan langkah lain yang sangat terukur dan persuasif dengan tetap
memberikan perhatian kepada national interest kita,” jelasnya.

Sudarnoto juga meyakini seluruh elemen masyarakat Indonesia akan
memberikan dukungan kepada Presiden jika memutuskan mundur dari
BoP. Menurutnya, langkah tersebut justru menjadi sikap terhormat
dan membuka peluang baru bagi Indonesia untuk berperan lebih
strategis dalam menciptakan perdamaian sejati dan ketertiban dunia.

“Seluruh elemen masyarakat dan kekuatan civil society Indonesia
insyaAllah akan memberikan dukungan penuh kepada Presiden untuk
menetapkan langkah mundur dari BoP karena ini langkah yang terhor-
mat,” ucap Sudarnoto.

Koding Awal: Trump perusak perdamaian

-

Analisis berita berjudul “MUI: Trump Terbukti Perusak Brutal Per-
damaian, BoP Pimpinannya tak Bisa Dipercaya” menunjukkan narasi
yang menempatkan kepemimpinan Donald Trump sebagai faktor
utama yang menyebabkan menurunnya kepercayaan terhadap BoP
di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Serangan militer
AS-Israel terhadap Iran sebagai peristiwa yang memperlihatkan keti-
daksesuaian antara peran seorang pemimpin organisasi perdamaian
dengan tindakan politik yang dinilai justru memperbesar eskalasi



114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonesia dalam Board of Peace

konflik. Akibatnya, legitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP
dipersoalkan karena dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai
perdamaian yang menjadi dasar keberadaan organisasi tersebut.

Narasi berita mencerminkan bahwa penilaian terhadap Donald
Trump berkaitan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat,
sekaligus pula dengan posisinya sebagai ketua BoP. Hal tersebut
terlihat dalam pernyataan Sudarnoto Abdul Hakim bahwa “Dia tepat-
nya disebut sebagai perusak brutal perdamaian. Karena itu, BoP yang
dia pimpin tidak bisa dipercaya sebagai badan yang akan menciptakan
perdamaian.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keperca-
yaan terhadap organisasi internasional sangat dipengaruhi oleh
kredibilitas pemimpinnya. Dalam konteks ini, tindakan militer yang
dilakukan Amerika Serikat dipersepsikan turut mengurangi otoritas
moral Donald Trump sebagai figur yang seharusnya mengarahkan
organisasi pada upaya penyelesaian konflik secara damai.

Tema delegitimasi kepemimpinan semakin menguat ketika
pemberitaan menyebut bahwa BoP “sudah runtuh secara moral,
dan kehilangan legitimasinya.” Ungkapan tersebut menunjukkan
bahwa hilangnya kepercayaan terhadap organisasi sebagai konseku-
ensi dari kepemimpinan yang dianggap gagal menjaga konsistensi
antara komitmen perdamaian dengan praktik politik yang dijalankan.
Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan internasional melibatkan
kemampuan seorang pemimpin menjaga integritas, kredibilitas, dan
keselarasan antara visi organisasi dengan tindakan nyata di tingkat
global.
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Selain mengkritik kepemimpinan BoP, berita ini merefleksikan
desakan agar Indonesia mengevaluasi posisinya di dalam organisasi
tersebut. Meskipun demikian, pemberitaan tetap menegaskan
bahwa setiap langkah yang diambil Indonesia harus berlandaskan
amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia melalui
cara-cara yang damai. Penekanan pada diplomasi yang terukur, per-
suasif, dan berorientasi pada kepentingan nasional menunjukkan
bahwa kritik terhadap kepemimpinan BoP untuk memastikan bahwa
kerja sama internasional dilakukan bersama aktor yang memiliki
kredibilitas dan komitmen yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

Dengan kata lain, tema delegitimasi kepemimpinan internasio-
nal dalam BoP terbentuk melalui penggambaran bahwa tindakan
Donald Trump sebagai pemimpin BoP dinilai bertentangan dengan
mandat perdamaian yang diemban organisasi tersebut. Analisis ini
menunjukkan bahwa legitimasi seorang pemimpin internasional
dibangun melalui konsistensi antara komitmen normatif dan tindakan
politik yang dilakukan. Ketika keduanya dipersepsikan tidak selaras,
kepercayaan terhadap kepemimpinan maupun organisasi yang
dipimpinnya ikut mengalami penurunan, sehingga kredibilitas BoP
sebagai forum perdamaian semakin dipertanyakan.
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Berikut ini 10 berita terkait BoP dalam Republika.co.id edisi Maret
2026 seperti tertera dalam Tabel 22:

Tabel 22. Kategorisasi Tematik Berita Kontroversi Indonesia
dalam Board of Peace pada Republika.co.id

(Sumber: Olahan Rachmi Kurnia Siregar, 2026)
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Dari Tabel 22 menunjukkan, struktur tematik Republika.co.id
saling terjalin membentuk satu konfigurasi isu. Hal ini berkaitan
dengan posisi Indonesia dalam BoP di tengah eskalasi konflik Iran–
AS–Israel. Keterjalinan ini memperlihatkan bagaimana isu kebijakan
luar negeri, legitimasi institusi internasional, dan praktik militer global
saling berhubungan dalam satu ruang wacana yang dinamis.

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa media ini menem-
patkan perhatian pada dimensi evaluatif terhadap posisi Indonesia
dibandingkan dengan pembahasan mengenai legitimasi maupun
kepemimpinan internasional dalam BoP. Tematik evaluasi kebijakan
Indonesia dalam BoP menjadi ‘landasan fundamental’ sekaligus kru-
sial. Narasi akademisi dan institusi seperti UII dan UGM menegaskan
bahwa keterlibatan Indonesia “berpotensi mereduksi prinsip bebas
aktif” serta “melemahkan kedaulatan negara.” Evaluasi ini menyen-
tuh aspek legal dan ekonomi. Hal ini terlihat dari kritik terhadap
perjanjian ART yang dinilai timpang dan berisiko terhadap kedaulatan
nasional.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruksi pemberitaan
cenderung diarahkan pada upaya menilai sikap, respons, dan konse-
kuensi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap pembentukan BoP.
Dengan kata lain, keberadaan BoP sebagai institusi internasional
bukan menjadi pusat perhatian utama dalam pemberitaan. Sebalik-
nya, media lebih menekankan posisi Indonesia dan respons pemerin-
tah dalam menyikapi dinamika geopolitik yang berkembang.

Tema ini kemudian terhubung dengan legitimasi BoP yang diper-
tanyakan. Berbagai aktor menyebut BoP “kehilangan legitimasi
moral, politik, dan hukum,” bahkan “bukan instrumen perdamaian,
melainkan imperialisme.” Di sini, evaluasi kebijakan bertransformasi
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menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi itu sendiri. Tema ini
pada dasarnya menyentuh retorika politik versus praktik militer di
lapangan. Pakar menegaskan adanya “kontradiksi antara retorika
stabilitas dan praktik militer di lapangan,” yang terlihat dari eskalasi
serangan di Iran dan kawasan Timur Tengah. Hal ini memperlihatkan
jarak antara narasi perdamaian BoP dan realitas kekerasan yang terus
berlangsung.

Lebih jauh, tematik ‘legitimasi BoP dipertanyakan’ mengindi-
kasikan bahwa legitimasi BoP menjadi isu yang diperdebatkan dalam
pemberitaan. Republika.co.id lebih mengangkat pertanyaan tentang
dasar pembentukan BoP serta sejauh mana lembaga tersebut mem-
peroleh pengakuan dari komunitas internasional. Dengan demikian,
media turut membangun ruang diskusi yang mendorong pembaca
mempertimbangkan apakah BoP memiliki landasan normatif dan
politik yang memadai untuk menjalankan perannya.

Sementara itu, tematik “delegitimasi kepemimpinan internasio-
nal dalam BoP” ditemukan pada satu berita namun memperkuat
keterjalinan isu. Figur Donald Trump dan Benjamin Netanyahu digam-
barkan sebagai “perusak brutal perdamaian,” yang menunjukkan
bahwa krisis legitimasi bersifat institusional, personal dan simbolik.
Kepemimpinan internasional diposisikan sebagai faktor yang mem-
perdalam ketidakpercayaan terhadap BoP.

Secara keseluruhan, keterjalinan ketiga tema ini menunjukkan
bahwa polemik bergabungnya Indonesia dalam BoP sebagai isu
kebijakan luar negeri yang kontroversial. Struktur tematik tersebut
menunjukkan bahwa konstruksi pemberitaan lebih berorientasi pada
kepentingan nasional sekaligus menghadirkan sikap kritis terhadap
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dinamika tata kelola internasional. Selain itu, kasus BoP memperte-
mukan kepentingan geopolitik, krisis legitimasi, serta ketegangan
antara idealisme perdamaian dan realitas konflik bersenjata. Indone-
sia dalam konteks ini diposisikan sebagai ‘aktor diplomatik’ sekaligus
sebagai subjek yang terus diuji konsistensinya dalam menjaga prinsip
bebas aktif di tengah dinamika global yang kompleks.

Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan bagaimana media
berfungsi sebagai penyampai informasi, sekaligus turut membentuk
cara publik memahami kebijakan luar negeri Indonesia di tengah
perubahan lanskap politik global (Setiawan, 2019).

Representasi Editorial: Ideologi Media dan Perspektif
Kebijakan Redaksional

Representasi editorial menunjukkan bahwa tema Evaluasi Kebi-
jakan Indonesia dalam BoP pada Republika.co.id muncul sebagai
tema yang lebih banyak dibandingkan dua tema lainnya. Dominasi
tersebut mengindikasikan bahwa Republika.co.id memosisikan
kontroversi Indonesia dalam BoP sebagai persoalan yang berkaitan
langsung dengan arah politik luar negeri Indonesia. Temuan ini sekali-
gus menunjukkan penekanan redaksional pada aspek-aspek tertentu
dari peristiwa yang dianggap memiliki signifikansi lebih besar bagi
kepentingan publik Indonesia.

Penekanan tersebut tercermin dalam perhatian redaksional
Republika.co.id yang lebih diarahkan pada konsekuensi diplomatik
yang dihadapi Indonesia dibandingkan pada dinamika konflik militer
di Timur Tengah itu sendiri. Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa
media menjalankan fungsi informatif (Baran & Davis, 2009), serta
melakukan proses pemaknaan (konstruksi realitas) dengan menye-
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leksi dan menonjolkan aspek realitas yang dianggap paling relevan
bagi khalayak (Mast & Temmerman, 2021; Fadeji et al., 2025). Dalam
konteks ini, isu BoP direpresentasikan sebagai ruang untuk mengeva-
luasi konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam
mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, kedaulatan
nasional, dan komitmen terhadap perdamaian internasional. Temuan
tersebut menguatkan pandangan bahwa eksistensi media memiliki
keterkaitan yang erat dengan kehidupan politik karena media berpe-
ran dalam membentuk pemahaman publik terhadap isu-isu politik
(Valiè et al., 2023).

Temuan empiris tersebut dapat ditelusuri melalui perspektif
konstruktivis yang memandang bahwa pemberitaan merupakan hasil
konstruksi realitas melalui proses seleksi, penekanan, dan penyusu-
nan fakta sehingga menghasilkan makna tertentu bagi khalayak.
Pandangan ini sejalan dengan teori konstruksi sosial Berger dan
Luckmann (1966, 1990) bahwa realitas dibentuk melalui proses
eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam konteks media
massa, proses konstruksi sosial tersebut berlangsung melalui aktivitas
organisasi media dan kerja jurnalistik para wartawan yang mengolah
realitas menjadi berita.

Sejalan dengan gagasan Berger dan Luckmann tersebut, Barnard
(2018) menyebutkan ranah jurnalisme sebagai konstruksi sosial yang
terus berkembang. Itu sebabnya, jurnalis merupakan ‘aktor sosial’
yang notabene sebagai ‘aktor reflektif’ dalam menegosiasikan nilai
dan makna sosial. Senada dengan Barnard, Mulyana (2024) mene-
kankan bahwa organisasi media merupakan hasil dari konstruksi sosial
manusia, khususnya para wartawan dan institusi pers secara keselu-
ruhan. Menurut Mulyana, melalui proses internalisasi wartawan
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mengamati dan menyerap berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan.
Selanjutnya, melalui proses eksternalisasi, wartawan menafsirkan
realitas yang mereka temukan di lapangan dan mengonstruksinya
menjadi berita dalam bentuk tulisan maupun tayangan visual. Berita
yang dipublikasikan kemudian memasuki tahapan selanjutnya yaitu
proses objektivasi sebagai realitas sosial yang dapat diakses publik,
sementara khalayak menginternalisasi makna yang terkandung di
dalamnya.

Dalam konteks buku ini, proses tersebut tercermin pada cara
Republika.co.id memilih aspek-aspek tertentu dari peristiwa (BoP)
untuk ditampilkan sebagai fokus pemberitaan. Pemilihan sudut
pandang, narasumber, serta penekanan terhadap dampak tertentu
menunjukkan bahwa pemberitaan tidak sekadar merefleksikan
realitas, melainkan merupakan hasil konstruksi atas realitas tersebut.
Dengan demikian, fokus pemberitaan Republika.co.id terhadap
konsekuensi diplomatik BoP merupakan hasil konstruksi sosial yang
merepresentasikan cara media memaknai peristiwa sesuai dengan
perspektif yang diusungnya.

Proses konstruksi sosial tersebut dalam konteks media massa
dijelaskan lebih lanjut oleh Hamad (2004), yang menegaskan bahwa
media membangun realitas melalui proses seleksi fakta, penggunaan
bahasa, pemilihan narasumber, dan penyusunan hubungan antar-
fakta ke dalam suatu narasi yang utuh. Temuan penelitian ini menun-
jukkan bahwa dominannya tema evaluasi kebijakan Indonesia bukan
semata-mata konsekuensi dari perkembangan konflik Iran–Amerika
Serikat–Israel, melainkan hasil keputusan redaksional mengenai
aspek yang dipandang paling penting untuk memperoleh perhatian
publik sebagai bagian dari agenda media (West & Turner, 2017). Dengan
demikian, pemberitaan berfungsi menyampaikan fakta, sekaligus
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membentuk cara pembaca memahami posisi Indonesia dalam dina-
mika geopolitik global (Aktari, 2025).

Namun, proses konstruksi realitas tersebut tidak berlangsung
dalam ruang yang netral. Keputusan redaksional dalam memilih,
menekankan, dan menyusun fakta dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang bekerja di dalam maupun di luar institusi media. Perspektif ini
dijelaskan melalui konsep Hierarchy of Influences oleh Shoemaker
dan Reese (2014) yang selanjutnya dikembangkan Ahmad (2022).
Menurut Shoemaker dan Reese (2014), isi media dipengaruhi oleh
berbagai tingkatan, mulai dari rutinitas jurnalistik, organisasi media,
faktor institusional, hingga ideologi yang menjadi dasar orientasi
redaksi. Sejalan dengan itu, Masduki et al. (2023), Rusadi (2015), dan
Sudibyo (2009) menegaskan bahwa faktor yang berasal dari nara-
sumber serta ideologi media turut memengaruhi cara suatu peristiwa
diberitakan. Informasi yang disampaikan narasumber membentuk
sudut pandang berita, sedangkan ideologi media memengaruhi
proses pemilihan fakta, penekanan isu, hingga penyajian informasi
kepada khalayak (Truyens & Picone, 2021; Belair-Gagnon et al., 2020;
Shin & Miller, 2025; Dodds et al., 2023; Kristensen & Bro, 2024).
Pengaruh berbagai faktor tersebut tercermin dalam struktur tematik
pemberitaan yang ditemukan dalam penelitian ini.

Dalam buku ini, kemunculan tema evaluasi kebijakan Indonesia
yang diikuti tema legitimasi BoP, delegitimasi kepemimpinan interna-
sional, menunjukkan bahwa ketiga tema tersebut membentuk suatu
konstruksi makna yang saling berkaitan. Keterkaitan antartema
tersebut menghasilkan interpretasi yang koheren mengenai isu BoP.
Dengan demikian, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa
keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan persoalan yang ber-
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kaitan dengan konsistensi identitas politik luar negeri Indonesia di
tengah meningkatnya rivalitas geopolitik internasional.

Ketiga tema yang ditemukan dalam buku ini merepresentasikan
makna yang dibangun Republika.co.id mengenai kontroversi keterli-
batan Indonesia dalam BoP yang diinisiasi Donald Trump. Perspektif
ini sejalan dengan pandangan Nimmo (2011) yang menyatakan bahwa
komunikasi merupakan proses interaksi sosial yang digunakan manu-
sia untuk menyusun makna mengenai realitas dan mempertukarkan
makna tersebut melalui simbol-simbol. Dalam konteks ini, teks berita
berfungsi sebagai simbol komunikasi yang membawa makna tertentu
kepada khalayak. Melalui pemilihan fakta, penggunaan bahasa,
penentuan narasumber, serta penonjolan tema-tema tertentu,
Republika.co.id menyampaikan informasi mengenai BoP, serta mem-
bangun cara pembaca memahami kontroversi tersebut. Dengan
demikian, hubungan antartema yang ditemukan dalam penelitian
ini sebagai representasi dari struktur makna yang dikonstruksi media,
bukan sekadar kumpulan topik yang muncul dalam pemberitaan.

Konstruksi makna tersebut tidak dapat dilepaskan dari orientasi
redaksional yang melandasi praktik pemberitaan media. Dalam pers-
pektif studi media, orientasi redaksional tercermin melalui meka-
nisme penekanan, pengulangan tema, serta hubungan antartema
yang secara bertahap membentuk kecenderungan makna tertentu.
Sejalan dengan itu, orientasi ideologis, struktur kepemilikan media,
dan segmentasi audiens turut memengaruhi konstruksi narasi pem-
beritaan (Agarwal & Priti, 2022; Baccino, 2025; Aktari, 2025; Psychari,
2025; Theine et al., 2025). Perspektif tersebut membantu menjelas-
kan bagaimana identitas kelembagaan suatu media tercermin dalam
praktik pemberitaannya.
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Lebih lanjut, konstruksi makna tersebut menunjukkan bahwa
fungsi media sebagai pembentuk kerangka interpretasi tetap ber-
tahan meskipun praktik jurnalisme mengalami transformasi pada era
digital. Perkembangan media digital memang mengubah proses
produksi dan distribusi berita, namun tidak menghilangkan peran
media dalam membentuk cara khalayak memahami suatu peristiwa
(Mellado et al., 2018).

Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun Republika.co.id
beroperasi sebagai media daring yang dituntut menyajikan berita
secara cepat, struktur tematik yang dibangun tetap menempatkan
legitimasi moral, akuntabilitas kebijakan, dan kepentingan nasional
sebagai kerangka utama dalam memahami kontroversi BoP. Temuan
tersebut menunjukkan bahwa transformasi teknologi tidak meng-
hapus orientasi redaksional media, melainkan menghadirkannya
dalam bentuk yang berbeda melalui dinamika mekanisme pembe-
ritaan (Yýlmaz, 2025).

Orientasi redaksional tersebut dapat ditelusuri melalui sejarah
dan identitas kelembagaan Republika.co.id. Media ini mewarisi
orientasi redaksional harian Republika.co.id yang sejak awal memiliki
kedekatan historis dengan komunitas Muslim Indonesia serta mem-
berikan perhatian besar terhadap isu-isu kemanusiaan dan dunia
Islam (Sudibyo, 2009). Harian Republika.co.id pertama kali terbit pada
4 Januari 1993 atas inisiatif tokoh-tokoh Muslim yang tergabung
dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah kepe-
mimpinan Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie (republika.co.id, 2018).
Organisasi tersebut lahir pada masa Orde Baru dengan dukungan
Presiden Soeharto. Sejak awal, media ini berkomitmen menyuarakan
aspirasi umat Islam. Meskipun beroperasi dalam lanskap media digital
yang semakin kompetitif, karakteristik kelembagaan tersebut tetap
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menjadi bagian dari identitas redaksional Republika.co.id. Identitas
inilah yang menjadi konteks penting dalam memahami bagaimana
Republika.co.id mengonstruksi isu-isu internasional, termasuk pem-
beritaan mengenai BoP.

Berdasarkan penjelasan tersebut, temuan ini menunjukkan
bahwa orientasi redaksional tersebut tercermin melalui penekanan
pada legitimasi moral dalam pemberitaan mengenai BoP. Kritik yang
muncul lebih diarahkan pada inkonsistensi antara retorika perdamaian
dan praktik penggunaan kekuatan militer. Dengan demikian, evaluasi
terhadap BoP dikonstruksi berdasarkan pertimbangan etis dan
akuntabilitas politik, bukan semata-mata atas dasar kepentingan
strategis atau kalkulasi geopolitik (Assefa, 2024; Setiawati & Roziqin,
2024; Hikmat & Komara, 2024; Rahmadan & Setiawati, 2021). Temuan
tersebut menunjukkan bahwa orientasi redaksional tercermin dalam
pilihan isu, sekaligus dalam hubungan antartema yang membentuk
keseluruhan makna pemberitaan.

Hubungan antartema tersebut sejalan dengan pandangan Braun
dan Clarke (2012) bahwa tema dalam analisis tematik tidak sekadar
mengelompokkan data berdasarkan kesamaan isi, melainkan merep-
resentasikan struktur makna yang mengorganisasi keseluruhan data.
Dengan demikian, makna suatu pemberitaan dibentuk oleh masing-
masing tema secara terpisah, serta oleh keterkaitan antartema yang
menghasilkan narasi yang utuh. Perspektif ini memberikan landasan
untuk memahami bagaimana struktur tematik dalam pemberitaan
Republika.co.id membangun interpretasi tertentu mengenai BoP.

Konsep tema sebagai struktur makna tersebut tampak jelas
dalam temuan ini. Tema evaluasi kebijakan Indonesia berperan seba-
gai poros yang mengorganisasi hubungan antartema, kemudian
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diperkuat oleh tema legitimasi BoP, delegitimasi kepemimpinan
internasional, serta kontradiksi antara retorika perdamaian dan prak-
tik militer. Keterkaitan antartema tersebut menghasilkan konfigurasi
naratif yang mengarahkan pembaca untuk memandang keterlibatan
Indonesia dalam BoP sebagai persoalan diplomatik yang berkaitan
dengan dimensi moral, legitimasi internasional, dan kepentingan
nasional.

Implikasi terhadap Politik Luar Negeri Indonesia

Temuan ini memiliki beberapa implikasi terhadap pemahaman
mengenai dinamika politik luar negeri Indonesia, khususnya terkait
bagaimana kebijakan luar negeri dipersepsikan, didiskusikan, dan
dinegosiasikan dalam ruang publik melalui pemberitaan media
(Juidah & Pratiwi, 2025). Dalam pemberitaan Republika.co.id, keter-
libatan Indonesia dalam BoP direpresentasikan sebagai keputusan
diplomatik di tingkat negara. Pada saat bersamaan, berita tersebut
diposisikan sebagai isu yang memicu perdebatan normatif mengenai
arah dan konsistensi politik luar negeri Indonesia berdasarkan prinsip
‘bebas aktif.’ Representasi tersebut menunjukkan bahwa pemberi-
taan media menjadi salah satu ruang penting dalam membentuk
pemaknaan publik terhadap kebijakan luar negeri (Soroka, 2003).

Salah satu implikasi dari temuan tersebut adalah menguatnya
peran ruang publik domestik dalam pembentukan legitimasi politik
luar negeri (Redeker et al., 2026). Pemberitaan yang dianalisis mem-
perlihatkan bahwa berbagai aktor non-negara, seperti akademisi,
organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan mantan pejabat militer,
memperoleh ruang yang signifikan untuk memberikan interpretasi
terhadap kebijakan luar negeri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa



127
Board of Peace (BoP) dalam Sorotan Media

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

politik luar negeri Indonesia sebagai ranah pemerintah, sekaligus
bagian dari diskursus publik yang lebih luas. Dalam situasi demikian,
legitimasi kebijakan luar negeri ditentukan pertimbangan strategis
pemerintah, serta oleh sejauh mana kebijakan tersebut memperoleh
penerimaan normatif di tengah masyarakat (Karim, 2021).

Dalam ruang publik tersebut, prinsip politik luar negeri bebas
aktif tampak menjadi salah satu rujukan normatif utama dalam meng-
evaluasi kebijakan pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dikaitkan dengan kekhawa-
tiran akan potensi penyimpangan dari prinsip tersebut. Terlebih lagi,
ketika Indonesia dipersepsikan terlalu dekat dengan kepentingan
kekuatan global tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip bebas
aktif berfungsi sebagai landasan kebijakan luar negeri, serta sebagai
tolok ukur yang digunakan berbagai aktor untuk menilai legitimasi
dan konsistensi keputusan diplomatik pemerintah.

Di sisi lain, hasil penelitian Fadlillah dan Komarudin (2026) menun-
jukkan bahwa Presiden Prabowo tetap menegaskan komitmen
Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui diplomasi aktif
di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),
dan berbagai forum bilateral. Kebijakan tersebut dinilai memperkuat
posisi tawar Indonesia di tingkat internasional, meningkatkan peran
strategisnya di dunia Islam, serta memperluas pengakuan global,
meskipun Indonesia belum menjadi kekuatan dominan di kawasan
Asia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa representasi media terhadap
kebijakan luar negeri tidak selalu identik dengan penjelasan resmi
pemerintah ataupun temuan penelitian lain. Sebaliknya, media
menghadirkan ruang evaluasi yang menekankan aspek legitimasi
dan konsistensi normatif sebagai bagian dari proses pembentukan
opini publik.
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Namun, implementasi Prabowo tersebut dipengaruhi oleh cara
pemimpin menafsirkan dan mengimplementasikannya dalam konteks
kebijakan yang dihadapi. Sejalan dengan itu, Putra (2025) menjelaskan
bahwa perubahan kebijakan luar negeri Indonesia pada awal pemerin-
tahan Prabowo dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural internasio-
nal, keyakinan, dan cara berpikir pemimpin sebagai individu. Interpre-
tasi pemimpin terhadap prinsip bebas aktif tercermin dalam pilihan
kebijakan luar negeri. Kondisi ini selanjutnya menjadi objek evaluasi
media dan publik dalam menilai konsistensi diplomasi Indonesia di
tengah dinamika politik internasional.

Dengan demikian, temuan tersebut sekaligus menunjukkan
pentingnya dimensi normatif dalam memahami kebijakan luar negeri
Indonesia. Hanya saja, dimensi tersebut masih relatif kurang mem-
peroleh perhatian dalam kajian akademik. Nugraha (2022) menegas-
kan bahwa aspek-aspek di luar fungsi domestik, seperti dimensi ideo-
logis, normatif, dan sosial dalam hubungan luar negeri Indonesia,
sering kali terabaikan. Selain itu, pengaruh dimensi sosial dan normatif
kebijakan luar negeri Indonesia terhadap masyarakat internasional,
termasuk dalam pembentukan norma internasional dan proses
sosialisasi perilaku yang dianggap sah, juga belum banyak dikaji.
Dengan kata lain, temuan penelitian ini memberikan kontribusi
dengan menunjukkan bahwa dimensi normatif berpengaruh dalam
perumusan kebijakan luar negeri, serta menjadi dasar penting dalam
konstruksi media dan evaluasi publik terhadap kebijakan tersebut.

Kontribusi tersebut tercermin pada temuan bahwa evaluasi
terhadap BoP tidak muncul sebagai isu yang berdiri sendiri, melainkan
dikonstruksi dalam konteks pemberitaan mengenai konflik Amerika
Serikat–Israel dan Iran. Dengan demikian, konteks konflik internasio-
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nal menjadi kerangka yang membentuk cara media merepresentasi-
kan posisi Indonesia dalam BoP. Temuan ini menunjukkan bahwa
cara publik memaknai politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh
pemberitaan media mengenai berbagai peristiwa internasional.
Dalam proses tersebut, media berperan sebagai penghubung antara
dinamika politik internasional dan interpretasi lokal yang membentuk
persepsi publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia (Assefa,
2024).

Pembentukan persepsi publik melalui pemberitaan tersebut
berdampak pada cara masyarakat memahami isu politik luar negeri,
serta berimplikasi pada penerimaan terhadap kebijakan yang diambil
pemerintah. Ketika kebijakan, seperti keterlibatan Indonesia dalam
BoP, dipersepsikan secara kontroversial, narasi yang berkembang
di ruang publik berpotensi memengaruhi tingkat legitimasi dan
penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena
itu, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemerintah
mengelola komunikasi kebijakan luar negeri secara lebih terbuka,
transparan, dan responsif terhadap dinamika opini publik (Asad &
Irfan, 2024). Dukungan publik merupakan salah satu prasyarat penting
bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan luar negeri (S. Arslan, 2025).
Sejalan dengan itu, Zink (2019) menegaskan bahwa diplomasi modern
menuntut kemampuan bernegosiasi di tingkat internasional, sekali-
gus membangun komunikasi strategis yang mampu menjelaskan
rasionalitas kebijakan kepada publik domestik secara transparan dan
konsisten.
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C. Kebijakan Redaksional dalam Memaknai BoP

Analisis tematik pemberitaan Kompas.com dan Republika.co.id
terkait kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP memperlihat-
kan persamaan keduanya melalui tematik “Evaluasi Kebijakan Indo-
nesia dalam BoP”. Hal ini menunjukkan bahwa kedua media sama-
sama menempatkan posisi Indonesia sebagai fokus utama dalam
merespons dinamika konflik dan keberadaan BoP. Isu BoP dikon-
struksi sebagai fenomena global serta persoalan strategis kebijakan
luar negeri untuk dipertimbangkan secara serius. Artinya, kebijakan
Indonesia disikapi secara lebih rasional dengan penekanan pada
kepentingan strategis dalam spektrum global.

Meskipun kedua media sama-sama bertolak dari perhatian pada
kebijakan Indonesia, Kompas.com memperlihatkan kecenderungan
untuk menjaga fokus tematik pada aspek kebijakan. Di sini, tema
evaluasi berimbang dengan tema justifikasi.

Dalam konteks tersebut, struktur tematik penting untuk melihat
kecenderungan yang lebih dalam pada tingkat ideologis dan kebija-
kan redaksional. Cara tema dipilih misalnya, mencerminkan orientasi
tertentu dalam memaknai isu BoP. Dalam konteks ini, perbedaan
struktur tematik antara Kompas.com dan Republika.co.id menjadi
landasan untuk memahami bagaimana masing-masing media mem-
bangun penekanan makna yang berbeda dalam pemberitaannya.
Untuk memperkuat pemahaman tersebut, analisis tematik sebagai
proses pengelompokan data melalui perspektif yang lebih teoretis.

Berdasarkan perspektif Braun dan Clarke (2012), tema bukan
sekedar kategori topik, tetapi sebagai struktur makna yang meref-
leksikan cara realitas diorganisasi dan dihadirkan kepada pembaca
(Ahmed et al., 2025). Sementara itu, Christou (2023) mengklaim
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bahwa tematik analisis penting dalam suatu penelitian karena dapat
menambah wawasan terkait fenomena atau realitas sosial dalam
masyarakat. Tematik analisis dapat menghasilkan interpretasi makna
sesuai pemahaman makna kata kunci yang digunakan oleh peneliti
(Naeem et al., 2023).

Kompas.com sebagai bagian dari ekosistem Kompas yang mewa-
risi nilai, budaya redaksional, serta orientasi. Meskipun beroperasi
dalam lanskap media daring yang serba cepat dan kompetitif, pen-
dekatan pemberitaan yang moderat dan berhati-hati tetap menjadi
ciri yang menonjol. Gaya penulisan yang tidak konfrontatif, pemilihan
diksi yang halus, serta kecenderungan menghindari posisi yang
terlalu tegas dalam isu sensitif. Hal ini menunjukkan Kompas mem-
bangun kesinambungan dengan strategi ‘model jalan tengah’ dan
‘model angin surga’ sebagaimana dikemukakan Hamad (2004).
Dalam situasi di mana arus informasi bergerak cepat dan respons
publik hadir secara instan, kehati-hatian ini menjadi strategi untuk
menjaga keseimbangan antara kecepatan, akurasi, dan kredibilitas.
Pilihan tersebut dipengaruhi oleh orientasi bisnis media.

Lebih dari itu, Kompas menempatkan reputasi dan kepercayaan
publik sebagai aset utama, sebagaimana tercermin dalam ungkapan
Rikard Bangun bahwa “pasar itu kejam”. Pengalaman historis, terma-
suk pembredelan tahun 1978, turut membentuk kecenderungan
pemberitaan Kompas. Begitu pula dengan Kompas.com dengan
menghindari konfrontasi langsung dan lebih memilih pendekatan
yang aman demi menjaga keberlangsungan media (Iskandar, 2017).
Karakter kebijakan redaksional ini yang dituangkan pada gaya pem-
beritaan, terutama dalam pengemasan isu dan struktur tematik
melalui teks berita.



132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonesia dalam Board of Peace

Dalam konteks tersebut, kecenderungan redaksional yang
moderat ini kemudian termanifestasi dalam konstruksi tematik
pemberitaan yang dianalisis. Kecenderungan tematik Kompas.com
mengarah pada dominasi tema evaluasi yang bersifat moderat dan
institusional. Tema-tema yang berkembang umumnya menempat-
kan kebijakan Indonesia dalam BoP sebagai bagian dari proses dip-
lomasi yang masih terbuka untuk peninjauan, bukan sebagai keputu-
san yang secara tegas dipersoalkan secara fundamental.

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com
menampilkan realitas dalam kerangka stabilitas dan rasionalitas kebi-
jakan. Tema yang berkembang memperlihatkan ruang pertimbangan
dan proses penyesuaian kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan hasil
penelitian Pangestu & Putri (2022) bahwa pemberitaan media mem-
bangun konstruksi realitas.

Pada titik ini, konfigurasi tematik memperlihatkan Kompas.com
menjaga keseimbangan narasi, sehingga kritik dan dukungan hadir
dalam proporsi yang relatif terkontrol. Dalam konteks inilah, implikasi
ideologisnya tercermin pada penekanan terhadap pentingnya stabi-
litas, kehati-hatian, dan keberlanjutan proses diplomasi (Wijayanto
& Masduki, 2023). Pemberitaannya banyak menekankan pada aspek
kebijakan, seperti proses evaluasi, pertimbangan diplomatik, serta
implikasi strategis bagi kepentingan nasional. Isu BoP disorot secara
kehati-hatian, sehingga bahasa yang digunakan cenderung tidak
konfrontatif.

Kebalikannya dengan Republika.co.id yang mewarisi ideologis
dan nilai redaksional sejak koran Republika terbit pada 4 Januari 1993.
Media tersebut lahir dari inisiatif aktivis Muslim dalam Ikatan Cende-
kiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bawah Bacharuddin Jusuf (BJ)
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Habibie. ICMI lahir di era Orde Baru dengan nama yang diberikan
oleh Soeharto. Sejak awal, Republika diposisikan sebagai media yang
menyuarakan aspirasi umat Islam, dan identitas itu tetap terjaga
hingga kini.1

Republika.co.id mempertahankan orientasi tersebut, meskipun
berada dalam lanskap media yang semakin kompetitif dan dinamis.
Media ini aktif menjadi ruang bagi komunitas Muslim untuk berbagi
perspektif dan kepentingan.2 Dalam praktik jurnalistik, hal ini tercermin
dari sudut pandang dan representasi yang cenderung mengedepan-
kan kepentingan kelompok tersebut (Sudibyo, 2009). Dengan begitu,
orientasi ideologisnya sebagai warisan sejarah yang terus hidup dan
beradaptasi dalam dinamika pemberitaan sehari-hari.

Kecenderungan ideologis tersebut kemudian menemukan bentuk
konkretnya dalam struktur tematik pemberitaan. Dalam konteks
penelitian ini, Republika.co.id menunjukkan penguatan tema-tema
kritis yang lebih tinggi. Tema evaluasi kebijakan terhubung dengan
legitimasi BoP dan delegitimasi yang mengkritik kepemimpinan Donald
Trump maupun Netanyahu. Struktur ini menunjukkan penekanan
pada dimensi moral (Mukhroman & Haryanti, 2025).

Implikasi redaksional tampak dari kedua media mengelola narasi.
Kompas.com menghadirkan ruang yang lebih deliberatif melalui ber-
bagai pandangan, namun tidak diarahkan untuk membentuk kesim-
pulan yang terlalu tajam. Republika.co.id menghadirkan ruang narasi
yang lebih ekspresif, sehingga tema-tema tertentu diperkuat secara
berulang sehingga membentuk kecenderungan makna yang lebih

1 https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/01/p1v2i7453
2 https://www.republika.co.id/page/about
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tegas. Temuan tersebut sebagai indikasi bagaimana struktur tematik
pada penyajian berita, penekanan dan pengembangan makna.

Dari sudut pandang tematik, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan
redaksional tercermin pada bagaimana tema-tema tersebut dipriori-
taskan dan dikembangkan. Intensitas kemunculan tema, relasi antar
tema, serta arah perkembangan tema menjadi hal penting dalam
memahami kecenderungan ideologis media. Kompas.com memper-
lihatkan kecenderungan menjaga keseimbangan tema, sementara
Republika.co.id cenderung memperkuat tema-tema yang bersifat
kritis dan normatif. Perbandingan dua kecenderungan ini menunjukkan
perbedaan karakter media, serta membuka ruang di antara keduanya
dalam representasi isu BoP.

Dalam kerangka ini, implikasi ideologis dan kebijakan redaksional
sebagai hasil dari konstruksi tematik dalam pemberitaan. Tema-tema
yang dominan, cara tema dikembangkan, serta hubungan antar tema
menjadi dasar untuk melihat bagaimana masing-masing media
mengarahkan pemaknaan. Artinya, media mengorganisasi realitas
melalui struktur makna dari tematik yang berulang.

Singkatnya, analisis tematik memperlihatkan kebijakan redaksio-
nal berkaitan dengan pemilihan isu, perbedaan dalam penekanan
informasi dan batasan dalam penyampaian kritik. Dengan demikian,
penyajian informasi dalam pemberitaan memperlihatkan variasi isu
dalam menggambarkan posisi Indonesia dalam konteks dinamika
geopolitik global.
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D. BoP dalam Justifikasi dan Evaluasi

Temuan yang paling menonjol dalam analisis tematik ini bukan
terletak pada jumlah tema yang muncul dalam masing-masing media,
melainkan pada keberadaan tema “Justifikasi Kebijakan Indonesia
dalam BoP” pada Kompas.com, namun tidak muncul dalam Republika.
co.id. Dalam konteks analisis tematik, perbedaan tersebut memiliki
arti penting karena tema mencerminkan aspek-aspek tertentu yang
dianggap relevan untuk diberi ruang dalam konstruksi makna suatu
peristiwa.

Kehadiran tema justifikasi pada Kompas.com menunjukkan
ruang bagi narasi yang menjelaskan pertimbangan pemerintah dalam
mempertahankan keterlibatan Indonesia dalam BoP. Tema justifikasi
hadir sebagai penyeimbang dengan tiga berita. Dalam kerangka ini,
kebijakan Indonesia ditafsirkan secara lebih rasional. Kompas.com
memfokuskan pada kepentingan kebijakan luar negeri yang strategis
di era global. Isu BoP tidak semata-mata disorot dari aspek moral.

Melalui tema tersebut, kebijakan pemerintah direpresentasikan
sebagai objek evaluasi, sekaligus sebagai bagian dari proses diplomasi
yang memiliki landasan argumentatif tertentu. Kehadiran tema ter-
sebut merefleksikan kebijakan media untuk menghadirkan konteks
yang lebih luas mengenai posisi pemerintah. Artinya, pemaknaan
terhadap isu BoP tidak semata-mata menyorot beragam kritik atau
penolakan dari publik.

Sebaliknya, tidak adanya tema justifikasi pada Republika.co.id
menunjukkan bahwa media ini tidak mengembangkan narasi yang
menjelaskan atau mempertahankan legitimasi kebijakan tersebut.
Ketiadaan tema ini mengindikasikan bahwa aspek justifikasi tidak
menjadi fokus utama dalam pengorganisasian makna pemberitaan.
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Konsekuensinya, representasi mengenai BoP lebih banyak dibangun
melalui perspektif evaluatif dan kritis dibandingkan melalui narasi
yang memberikan penjelasan terhadap alasan pemerintah tetap
terlibat dalam forum tersebut.

Dalam perspektif yang lebih luas, perbedaan ini memperlihatkan
bahwa kebijakan redaksional tercermin dari penonjolan tema atau
tema yang tidak memperoleh ruang dalam pemberitaan. Oleh karena
itu, ketiadaan tema Justifikasi Kebijakan Indonesia dalam BoP pada
Republika.co.id sebagai indikator penting yang membedakan kecen-
derungan redaksional kedua media. Kompas.com masih membuka
ruang bagi narasi yang menjelaskan kebijakan pemerintah, namun
Republika.co.id cenderung memusatkan perhatian pada penilaian
kritis terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, kehadiran dan
ketiadaan tema justifikasi menjadi petunjuk penting untuk mema-
hami bagaimana masing-masing media mengonstruksi makna atas
isu BoP dalam ruang publik.
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Media berperan dalam menyampaikan fakta, serta membangun
realitas melalui pilihan sudut pandang dan penekanan tertentu.
Karena itu, penting untuk melihat bagaimana isu kontroversi berga-
bungnya Indonesia dalam BoP di media digital dengan menggunakan
pendekatan framing Robert Entman.

A. Indonesia, BoP, dan Ketegangan Geopolitik

Kompas.com melakukan seleksi isu dengan memusatkan perhatian
pada posisi Indonesia dalam BoP di tengah meningkatnya ketegangan
geopolitik akibat serangan AS–Israel terhadap Iran. Konflik Iran
menjadi titik awal pemberitaan. Namun, perhatian Kompas.com lebih
banyak diarahkan pada posisi Indonesia dalam BoP dan implikasinya
terhadap kebijakan luar negeri nasional. Hal ini terlihat dari dominan-
nya pemberitaan yang mengaitkan serangan tersebut dengan ke-
anggotaan Indonesia dalam BoP. Selain itu, munculnya berbagai

Bab IV

Media dan Pembingkaian Isu BoP
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desakan agar Indonesia keluar dari organisasi tersebut, dan pemba-
hasan mengenai langkah politik yang diambil pemerintah dalam
merespons situasi.

Menariknya, isu yang dipilih Kompas.com tidak hanya berpusat
pada kritik terhadap BoP. Media ini memberikan ruang pada respons
elite politik nasional, mulai dari pandangan anggota DPR, tokoh
masyarakat sipil, akademisi, hingga pertemuan Presiden Prabowo
dengan para mantan presiden dan pimpinan partai politik. Struktur
ini menunjukkan bahwa perhatian media diarahkan pada proses
pengambilan keputusan dan pembentukan sikap negara dalam
menghadapi perkembangan geopolitik global. Dengan kata lain,
konflik Iran berfungsi sebagai konteks yang mempertemukan isu
politik luar negeri, legitimasi institusi internasional, dan kepentingan
nasional Indonesia dalam satu ruang pemberitaan yang saling
berkaitan. Dalam hal ini, Kompas.com berkomitmen memberikan
kesempatan bagi pemerintah untuk menyuarakan justifikasi atas
kebijakan yang ditempuh atas bergabungnya Indonesia dalam BoP.
Kebijakan redaksional yang mewadahi justifikasi tersebut ranah
jurnalistik dikenal sebagai balanced journalism (jurnalisme berim-
bang).

Penonjolan Aspek

Dalam aspek penonjolan, Kompas.com memberi perhatian pada
pertentangan antara prinsip perdamaian yang diusung BoP dan
tindakan militer yang dilakukan AS- Israel. Sejumlah berita menekankan
bahwa serangan terhadap Iran dipandang bertentangan dengan nilai
kemanusiaan, hukum internasional, serta prinsip kedaulatan negara.
Penekanan yang berulang terhadap aspek-aspek tersebut mem-
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bentuk kesan adanya kontradiksi antara komitmen perdamaian dan
praktik politik yang berlangsung di lapangan.

Selain itu, Kompas.com menonjolkan pentingnya komunikasi
politik sebagai mekanisme penyelesaian persoalan. Hal ini terlihat
dari munculnya pemberitaan mengenai konsultasi antara pemerintah
dan para tokoh nasional, diskusi mengenai ratifikasi BoP melalui DPR,
serta koordinasi antarelite politik dalam menentukan sikap Indonesia.
Penonjolan aspek ini memberikan nuansa Kompas.com memberi
ruang bagi pemberitaan mengenai pertemuan Presiden Prabowo
dengan mantan presiden dan tokoh nasional. Melalui penekanan
tersebut, konflik Iran dikonstruksi sebagai momentum bagi Indonesia
untuk menegaskan sikap politik luar negeri yang selaras dengan
prinsip perdamaian, konstitusi, dan kepentingan nasional.

Pembingkaian Isu Kompas.com

1. Judul Berita: “MUI Desak RI Keluar dari Board of Peace Usai
Serangan AS-Israel ke Iran” (1 Maret 2026 – 15:58 WIB). Berita
ini memperlihatkan konstruksi realitas melalui analisis framing
Entman. Konstruksi tersebut dapat ditelusuri melalui unsur-unsur
framing yang membentuk cara isu ini dipahami.

a. Pendefinisian masalah: Isu keikutsertaan Indonesia dalam
BoP dibingkai sebagai persoalan seputar efektivitas perda-
maian global dan keberpihakan terhadap Palestina. Hal ini
tampak dari pernyataan bahwa keterlibatan Amerika Serikat
(AS) dalam BoP “memunculkan pertanyaan serius terkait
komitmen perdamaian Palestina.” Dengan demikian, masalah
ditempatkan dalam konteks krisis legitimasi lembaga tersebut.
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b. Penentuan penyebab masalah: Aktor yang ditonjolkan adalah
AS dan Israel. Serangan terhadap Iran sebagai pemicu utama
munculnya desakan MUI. Bahkan disebutkan bahwa tinda-
kan tersebut merupakan bagian dari “konfigurasi geopolitik
yang lebih besar” dan diduga sebagai upaya “melemahkan
posisi Iran di kawasan.” Di sini terlihat bahwa penyebab me-
ngarah pada kekuatan global.

c. Penilaian moral: Berita ini sarat dengan dimensi normatif.
Serangan militer dinilai “bertentangan dengan nilai kemanu-
siaan serta Pembukaan UUD 1945.” Selain itu, penggunaan
istilah seperti “kemudhorotan global” dan seruan doa menun-
jukkan bahwa isu dinilai secara politik, moral, dan religius. Hal
ini memperkuat posisi MUI sebagai otoritas moral dalam narasi.

d. Rekomendasi penyelesaian: Berita ini memperlihatkan desa-
kan agar Indonesia keluar dari BoP serta seruan kepada PBB
dan OKI untuk “mengambil langkah maksimal menghentikan
perang.” Selain itu, terdapat ajakan spiritual melalui qunut
nazilah sebagai respons kolektif umat.

Dengan demikian, framing berita ini menempatkan isu keikutser-
taan Indonesia melalui BoP dalam kerangka yang kritis dan bernuansa
normatif. Masalah dipandang sebagai bagian dari krisis legitimasi
lembaga perdamaian global, bukan sekadar kebijakan luar negeri.
Penyebab diarahkan pada peran aktor khususnya AS dan Israel yang
diposisikan dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Penilaian moral
diperkuat melalui rujukan nilai kemanusiaan dan religius, sehingga
menghadirkan dimensi etis yang kuat. Sementara itu, solusi yang
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ditawarkan bersifat tegas dan kolektif melalui langkah politik maupun
spiritual, yang mencerminkan sikap keberpihakan.

2. Judul Berita: “Sebut BOP Jadi Board of War, Ini 5 Desakan dalam
Petisi Bersama Masyarakat Sipil Usai AS-Israel Serang Iran”. (3
Maret 2026, 12:52 WIB). Berita ini menghadirkan konstruksi rea-
litas sosial yang sarat mengundang opini publik.

a. Pendefinisian masalah: Keikutsertaan Indonesia dalam BoP
sebagai persoalan serius yang berpotensi merugikan kepen-
tingan nasional. Hal ini terlihat dari perubahan istilah BoP
menjadi “Board of War”, yang secara simbolik menggeser
makna lembaga tersebut dari ‘penjaga perdamaian’ menjadi
‘aktor konflik’. Pernyataan bahwa BoP “telah melakukan
serangan militer ke Iran” memperkuat konstruksi bahwa lem-
baga ini kehilangan legitimasi dasarnya.

b. Penentuan penyebab masalah: Berita ini menonjolkan peran
AS dan Israel sebagai aktor utama, khususnya melalui tindakan
militer terhadap Iran yang dinilai “melanggar hukum interna-
sional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia.” Selain
itu, kepemimpinan Donald Trump dalam BoP sebagai faktor
kunci yang menyebabkan penyimpangan fungsi lembaga.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia turut disorot karena diang-
gap mengambil keputusan strategis tanpa partisipasi publik
yang memadai.

c. Penilaian moral: Aspek penilaian moral dalam berita ini tampak
sangat kuat. Kebijakan pemerintah dikaitkan dengan risiko
“masuk ke dalam jurang imperialisme”, sebuah diksi yang
sarat makna normatif dan historis. Selain itu, kritik terhadap
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minimnya pelibatan DPR dan masyarakat menunjukkan peni-
laian bahwa proses pengambilan keputusan tidak sejalan
dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.

d. Rekomendasi penyelesaian: Berita ini menghadirkan evaluasi
menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP,
penolakan terhadap perjanjian dagang yang dianggap timpang,
serta penghentian kebijakan yang berpotensi merugikan
kedaulatan negara. Desakan ini ditegaskan melalui lima poin
petisi yang secara eksplisit meminta pemerintah “mengeva-
luasi” dan “mengoreksi” kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, framing berita ini menggambarkan keikut-
sertaan Indonesia dalam BoP dalam suasana yang penuh kekhawa-
tiran dan kritik. Isu ini ditempatkan sebagai ancaman bagi legitimasi
perdamaian sekaligus kepentingan nasional. Perhatian utama tertuju
pada dominasi aktor global serta keputusan pemerintah yang dinilai
kurang melibatkan publik. Penilaian moral memperkuat kesan pen-
yimpangan dari nilai kemanusiaan dan demokrasi. Sementara itu,
solusi yang ditawarkan menekankan pentingnya evaluasi dan perbai-
kan kebijakan agar tetap selaras dengan kepentingan masyarakat.

3. Judul Berita: “Donald Trump dan Netanyahu Jadi Pemantik
Perang, Indonesia Didesak Keluar dari Board of Peace”. (3 Maret
2026 - 20:18 WIB). Berita ini memperlihatkan pembingkaian ke-
ikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai kebijakan luar negeri,
sekaligus mencerminkan krisis legitimasi global yang dipicu oleh
konflik bersenjata.
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a. Pendefinisian masalah: Berita ini membingkai peristiwa
sebagai kegagalan total misi perdamaian internasional. Hal
ini terlihat dari narasi bahwa “BoP sudah runtuh secara moral
dan kehilangan legitimasinya” setelah serangan AS-Israel ke
Iran. Bahkan istilah BoP dipertanyakan secara implisit karena
dianggap tidak lagi mencerminkan perdamaian, melainkan
justru eskalasi perang.

b. Penentuan penyebab masalah: Aktor utama yang disorot
adalah Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Keduanya
diposisikan sebagai pemicu konflik, dengan Trump disebut
sebagai penggagas BoP sekaligus pihak yang menyatakan
bahwa “Khamenei…...sudah mati.” Kutipan ini memperkuat
framing bahwa pemimpin institusi perdamaian justru terlibat
dalam tindakan militer. Serangan ke Teheran dan kematian
Ayatollah Khamenei diposisikan sebagai titik eskalasi utama.

c. Penilaian moral: Terdapat kritik keras terhadap legitimasi
moral BoP. Pernyataan seperti “perusak brutal perdamaian”
dan “berkamuflase di balik cara-cara imperialis” menunjuk-
kan bahwa tindakan aktor utama dinilai tidak sesuai dengan
nilai kemanusiaan maupun prinsip perdamaian internasional.
BoP bahkan disebut sebagai “kerangkeng negara-negara
Islam,” yang memperkuat nuansa kritik ideologis.

d. Rekomendasi penyelesaian: Muncul desakan agar Indonesia
“meninjau kembali” bahkan “mundur dari BoP.” Berbagai
narasumber, termasuk MUI dan akademisi, menekankan
bahwa evaluasi keanggotaan merupakan langkah “terhor-
mat” demi menjaga amanat konstitusi dan prinsip politik
bebas aktif Indonesia.
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Berdasarkan penjelasan tersebut, pembingkaian isu pada berita
ini mengonstruksi BoP sebagai lembaga yang kehilangan arah dan
legitimasi di tengah konflik global. Keikutsertaan Indonesia ditem-
patkan dalam situasi yang penuh tekanan, seiring kuatnya peran
aktor seperti Trump dan Netanyahu yang memicu konflik. Penilaian
moral memperlihatkan ketidaksesuaian antara praktik dan nilai
perdamaian. Dalam konteks ini, dorongan untuk meninjau kembali
keanggotaan Indonesia muncul sebagai langkah yang dinilai penting
dan mendesak untuk menjaga prinsip dan posisi negara.

4. Judul Berita: “Serangan AS-Israel ke Iran Dinilai Cederai Se-
mangat Board of Peace” (4 Maret 2026 - 04: 00 WIB). Berita ini
dengan penekanan kuat pada dimensi hukum internasional dan
legitimasi perdamaian global.

a. Pendefinisian masalah: Peristiwa serangan AS-Israel ke Iran
ditempatkan sebagai tindakan yang “mencederai semangat
Board of Peace.” Frasa ini menunjukkan bahwa isu utama
menyentuh kegagalan lembaga internasional dalam menjaga
perdamaian. Ini diperkuat oleh pernyataan bahwa “semangat
Board of Peace seharusnya menjadi landasan untuk mencip-
takan perdamaian, bukan justru menjadi pembenaran atas
tindakan perang.”

b. Penentuan penyebab masalah: Berita ini menyorot AS dan
Israel sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas
pelanggaran kedaulatan Iran. Serangan ke Teheran yang
terjadi di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei,
diposisikan sebagai bentuk eskalasi yang melibatkan operasi
militer terkoordinasi. Bahkan disebutkan bahwa AS menge-
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rahkan “armada besar jet tempur dan kapal perang ke kawasan
tersebut,” yang memperkuat konstruksi bahwa konflik ber-
sifat sistematis, bukan insidental.

c. Penilaian moral: tindakan AS dan Israel dinilai pelanggaran
terhadap hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.
Hal ini tampak dari desakan agar “PBB tidak boleh diam” dan
harus memberikan “tindakan konkret dan tegas.” Selain itu,
pernyataan bahwa praktik pelanggaran hukum internasional
“jika dibiarkan, maka tatanan global akan semakin rusak”
menunjukkan penilaian normatif yang kuat terhadap dampak
global konflik tersebut.

d. Rekomendasi penyelesaian: Solusi yang ditawarkan adalah
intervensi aktif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta
pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Seruan ini
menekankan perlunya mekanisme hukum internasional yang
lebih tegas untuk menjaga stabilitas global.

Dengan kata lain, pembingkaian isu berita menempatkan konflik
sebagai ujian serius bagi komitmen perdamaian global. Serangan
AS- Israel digambarkan sebagai pelanggaran yang menyentuh kedau-
latan negara, sekaligus merusak kepercayaan terhadap lembaga
internasional. Penilaian moral menegaskan pentingnya menjaga
hukum internasional sebagai pijakan bersama. Dalam situasi ini,
harapan diarahkan pada peran aktif lembaga global agar mampu
merespons secara tegas dan menjaga stabilitas yang semakin rentan.
Sudut pandang yang berkembang dalam pemberitaan ini kemudian
berlanjut pada perhatian terhadap posisi Indonesia.
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5. Judul Berita: “Anggota DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP
Usai Serangan AS-Israel ke Iran”. (3 Maret 2026, 12.52 WIB).
Pemberitaan Kompas.com ini membingkai isu keterlibatan
Indonesia dalam BoP sebagai persoalan yang berkaitan dengan
konsistensi politik luar negeri Indonesia, khususnya prinsip bebas
aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi nasional.

a. Pendefinisian masalah: berita ini menempatkan keanggo-
taan Indonesia dalam BoP sebagai masalah utama karena
dinilai bertentangan dengan amanat politik luar negeri Indo-
nesia. Hal ini tampak dari pernyataan TB Hasanuddin yang
menyebut bahwa partisipasi Indonesia dalam organisasi
tersebut telah “mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana
diamanatkan konstitusi karena organisasi tersebut membiar-
kan agresi militer terhadap bangsa lain.” Masalah didefinisi-
kan pada konflik Iran dengan AS dan Israel, sekaligus menyorot
posisi Indonesia yang dianggap berada dalam organisasi yang
tidak sejalan dengan nilai perdamaian dan penghormatan
terhadap kedaulatan negara lain.

b. Penentuan penyebab masalah: penyebab utama persoalan
diarahkan pada keberadaan Indonesia di dalam BoP serta
sikap organisasi tersebut yang dinilai membiarkan tindakan
militer terhadap Iran. Dalam berita disebutkan bahwa “orga-
nisasi tersebut membiarkan agresi militer terhadap bangsa
lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran.” Selain itu, keterliba-
tan Indonesia dalam BoP dipandang sebagai faktor yang
menyebabkan pemerintah tidak menunjukkan sikap tegas
terhadap serangan tersebut. Hasanuddin menyatakan bahwa
keterlibatan Indonesia di BoP “telah membuat pemerintah
tak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi tersebut.”
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Dengan demikian, sumber masalah dibingkai mulai dari tindakan
AS dan Israel, serta pada pilihan kebijakan Indonesia untuk
tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut.

c. Penilaian moral: berita ini menampilkan penilaian bahwa
mempertahankan keanggotaan dalam BoP merupakan tinda-
kan yang tak sejalan dengan nilai perdamaian, independensi,
dan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa lain. Per-
nyataan bahwa Indonesia perlu “berpihak pada perdamaian
dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa”
menunjukkan adanya standar moral yang digunakan dalam
menilai situasi tersebut. Selain itu, muncul kekhawatiran
bahwa Indonesia akan “dianggap sebagai pendukung kepen-
tingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan
dalam menyelesaikan masalah.” Narasi ini memperkuat kon-
struksi bahwa posisi Indonesia berpotensi dipersepsikan
negatif baik di tingkat internasional maupun oleh masyarakat
yang mendukung perjuangan Palestina.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
keluarnya Indonesia dari BoP. Hasanuddin menegaskan,
“sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk
keluar.” Langkah tersebut diposisikan sebagai cara untuk
menjaga konsistensi prinsip bebas aktif, menghindari risiko
keterlibatan dalam konflik geopolitik Timur Tengah, serta
mencegah beban fiskal yang muncul akibat partisipasi dalam
misi ISF BoP.

Pembingkaian isu dalam berita Kompas.com mengarahkan pem-
baca untuk melihat keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai kebija-
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kan yang berpotensi menimbulkan dilema terhadap prinsip politik
luar negeri bebas aktif. Melalui dominasi narasumber tunggal, yakni
TB Hasanuddin, pemberitaan lebih banyak menonjolkan risiko dan
dampak negatif dari keterlibatan Indonesia dalam organisasi tersebut
dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh. Konstruksi ini men-
dorong pembaca memahami bahwa keberlanjutan partisipasi Indo-
nesia di BoP dapat memunculkan persepsi keberpihakan terhadap
kepentingan Amerika Serikat dan Israel, sekaligus mengurangi
konsistensi Indonesia dalam mendukung perdamaian dan kedaulatan
negara lain.

Dengan demikian, keluarnya Indonesia dari BoP dibingkai seba-
gai solusi yang rasional dan strategis untuk menjaga kredibilitas,
independensi, serta identitas politik luar negeri Indonesia di tengah
dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks.

6. Judul Berita: “SBY, Jokowi, hingga Ma’ruf Amin Datangi Istana
Penuhi Undangan Prabowo”.  (3 Maret 2026 - 20:08 WIB).  Berita
Kompas.com ini membingkai pertemuan Presiden Prabowo
Subianto dengan para mantan presiden dan wakil presiden untuk
membangun komunikasi politik yang inklusif di tengah berbagai
tantangan nasional dan global. Berita tersebut menonjolkan
suasana kebersamaan, penghormatan antarpemimpin, dan pen-
tingnya pertukaran gagasan dalam proses pengambilan kebijakan
negara.

a. Pendefinisian masalah: isu yang diangkat menyorot kebutu-
han pemerintah untuk memperoleh pandangan dan masukan
dari para tokoh bangsa. Hal ini terlihat dari pernyataan Sekre-
taris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menjelaskan bahwa
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Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden,
mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, serta
ketua umum partai politik untuk berdiskusi. Tujuan perte-
muan tersebut ditegaskan melalui kutipan, “Bapak presiden
ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut.”
Dengan demikian, berita mendefinisikan situasi sebagai
kebutuhan akan forum konsultasi dan komunikasi politik di
tingkat elite nasional.

b. Penentuan penyebab masalah: kebutuhan akan diskusi ter-
sebut dikaitkan dengan berbagai persoalan strategis yang
dihadapi negara, terutama dinamika internasional. Meskipun
tidak dijelaskan secara rinci, Teddy menegaskan bahwa “ber-
bagai hal akan dibahas termasuk soal situasi geopolitik.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa kondisi geopolitik global
menjadi salah satu faktor yang mendorong Presiden Prabowo
menghimpun pandangan dari para pemimpin dan tokoh ber-
pengalaman. Dengan kata lain, kompleksitas situasi nasional
dan internasional dibingkai sebagai alasan utama diadakannya
pertemuan tersebut.

c. Penilaian moral: framing berita ini mendeskripsikan nilai
positif mengenai pentingnya silaturahmi, dialog, dan peng-
hormatan terhadap pengalaman para pemimpin terdahulu.
Nilai ini tampak dalam pernyataan Teddy yang menyebut
agenda tersebut sebagai kesempatan untuk “berdiskusi,
bersilaturahmi, saling bertukar pandangan.” Selain itu, gestur
Prabowo yang menyambut langsung para tamu dan me-
ngucapkan, “Terima kasih (telah memenuhi undangan),”
memperkuat kesan penghargaan terhadap kontribusi para
tokoh bangsa. Framing yang dibangun menunjukkan bahwa
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konsultasi lintas generasi pemimpin merupakan tindakan
yang bernilai positif bagi kehidupan demokrasi dan tata kelola
pemerintahan.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan secara
implisit adalah memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara
pemerintah dengan para tokoh nasional. Pertemuan ini digam-
barkan sebagai sarana untuk memperoleh perspektif yang
lebih luas sebelum menghadapi berbagai tantangan kebija-
kan. Dengan melibatkan mantan presiden, mantan wakil
presiden, dan tokoh politik lainnya, pemerintah diposisikan
sebagai pihak yang terbuka terhadap masukan dan tidak
bekerja secara eksklusif.

Dengan demikian, framing Kompas.com dalam berita ini cende-
rung menampilkan Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang me-
ngedepankan dialog dan konsultasi politik dalam menjalankan peme-
rintahan. Pemberitaan lebih berfokus pada simbol persatuan elite
nasional daripada perbedaan pandangan yang mungkin ada di antara
para tokoh yang hadir. Kehadiran SBY, Jokowi, Jusuf Kalla, Ma’ruf
Amin, dan Boediono dibingkai sebagai representasi kesinambungan
kepemimpinan nasional serta untuk membangun kebersamaan
dalam menghadapi tantangan bangsa. Artinya, pertemuan tersebut
dikonstruksikan sebagai langkah positif untuk memperkuat solidaritas
politik, memperkaya proses pengambilan keputusan, dan menjaga
stabilitas negara di tengah situasi geopolitik.

7. Judul Berita: “Senior PKS Minta Prabowo Pertimbangkan Cabut
dari BoP”. (3 Maret 2026 - 20:18 WIB). Berita ini menunjukkan
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bagaimana isu keikutsertaan Indonesia dalam BoP dibingkai
dengan penekanan pada legitimasi lembaga perdamaian dan
posisi politik luar negeri Indonesia.

a. Pendefinisian masalah: Isu utama dibingkai sebagai potensi
kegagalan BoP dalam menjalankan mandat perdamaian. Hal
ini tampak dari pernyataan bahwa Indonesia tidak boleh
menjadi “alat stempel legitimasi untuk melebarkan perang,”
yang menunjukkan bahwa masalah mengarah pada fungsi
lembaga internasional yang dipertanyakan efektivitasnya.

b. Penentuan penyebab masalah: Aktor yang disorot adalah
BoP dan pihak-pihak yang terlibat dalam eskalasi konflik,
khususnya AS dan Israel. Serangan militer ke Iran memper-
kuat argumen bahwa lembaga tersebut gagal menghentikan
perang. Selain itu, pemerintah Indonesia secara tak langsung
diposisikan sebagai aktor yang semestinya berhati-hati dalam
mengambil keputusan strategis agar tidak ikut memperkuat
legitimasi konflik.

c. Penilaian moral: Terdapat penekanan kuat pada konsep
legitimasi moral dan tanggung jawab negara. Pernyataan
seperti “legitimasi moralnya pun juga dipertanyakan” me-
nunjukkan keberadaan BoP dinilai dari sisi politik maupun dari
aspek etika global. Kritik terhadap kemungkinan Indonesia
menjadi “stempel legitimasi” memperkuat posisi normatif
bahwa keterlibatan dalam lembaga tersebut harus sejalan
dengan nilai perdamaian.

d. Rekomendasi penyelesaian: Narasi mengarah pada opsi
evaluasi serius hingga kemungkinan Indonesia keluar dari
BoP. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa Presiden
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Prabowo perlu “mempertimbangkan dengan serius” langkah
tersebut, terutama jika lembaga tidak mampu menghentikan
perang dan mewujudkan tujuan utama seperti kemerdekaan
Palestina.

Berdasarkan penjelasan tersebut, framing berita ini menempat-
kan keikutsertaan Indonesia dalam BoP sebagai keputusan untuk
dipertimbangkan dengan bijak. Isu diarahkan pada keraguan terhadap
kemampuan lembaga tersebut dalam menjaga perdamaian. Peran
aktor global serta konteks konflik memperkuat gambaran bahwa
situasi tidak berjalan ideal. Penilaian moral menegaskan pentingnya
keselarasan dengan nilai perdamaian. Dalam kondisi ini, evaluasi
hingga kemungkinan penarikan diri sebagai langkah wajar untuk
menjaga arah kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam perkembangan
berikutnya, perhatian difokuskan pada posisi Indonesia, serta langkah
pemerintah dalam merespons situasi global.

8. Judul Berita: “Hikmahanto: Keanggotaan RI di BoP Perlu Ratifi-
kasi DPR, Semoga Ditolak”. (4 Maret 2026 - 04: 00 WIB). Berita
Kompas.com ini membingkai isu keanggotaan Indonesia dalam
BoP sebagai persoalan legalitas dan legitimasi konstitusional yang
memerlukan mekanisme persetujuan lembaga legislatif. Fokus
konstruksi berita yang mengedepankan pada prosedur hukum yang
harus ditempuh, agar keanggotaan Indonesia memiliki kekuatan
mengikat secara sah dalam sistem ketatanegaraan nasional.

a. Pendefinisian masalah: berita ini mendefinisikan persoalan
utama sebagai belum sempurnanya status keanggotaan
Indonesia dalam BoP dari sudut pandang hukum domestik.
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Meski Indonesia tercatat sebagai anggota secara internasio-
nal, keabsahan keanggotaan tersebut dinilai masih memerlukan
persetujuan DPR. Hal ini tercermin dalam pernyataan Hikma-
hanto Juwana yang menyebut bahwa “perlu ada ratifikasi
dari DPR agar keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BoP)
bentukan Donald Trump menjadi absah.” Dengan demikian,
masalah yang ditonjolkan lebih menekankan pada proses
pengesahan yang dianggap belum tuntas sesuai mekanisme
konstitusional.

b. Penentuan penyebab masalah: penyebab persoalan diarah-
kan pada belum ada ratifikasi parlemen terhadap perjanjian
yang ditandatangani pemerintah. Berita ini menegaskan
bahwa “tanpa persetujuan DPR, perjanjian BoP yang diteken
Prabowo tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat
di dalam negeri.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa sum-
ber persoalan terletak pada kesenjangan antara pengakuan
internasional terhadap keanggotaan Indonesia dan
kebutuhan akan legitimasi hukum di tingkat nasional. Artinya,
tindakan eksekutif belum dianggap cukup untuk menjadikan
keanggotaan tersebut sepenuhnya sah dalam kerangka
hukum Indonesia.

c. Penilaian moral: framing berita ini membangun penilaian
bahwa proses ratifikasi merupakan bagian penting dari
prinsip demokrasi dan mekanisme checks and balances dalam
negara hukum. Meskipun disampaikan secara tidak langsung,
posisi Hikmahanto menunjukkan bahwa keputusan strategis
yang berdampak pada kepentingan nasional seharusnya
memperoleh persetujuan dari wakil rakyat. Penilaian ini terli-
hat dari pernyataannya, “Menurut saya perlu dilakukan dengan
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cara menyampaikan ke DPR untuk proses ratifikasi dengan
harapan DPR menolaknya.” Kutipan tersebut memperlihat-
kan preferensi normatif bahwa DPR memiliki peran penting
untuk menilai kelayakan keanggotaan Indonesia dalam BoP.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
membawa perjanjian BoP ke DPR untuk proses ratifikasi.
Hikmahanto secara eksplisit mengusulkan langkah tersebut
dan berharap DPR tidak memberikan persetujuan. Ia mene-
gaskan, “Kita bisa tidak menjadi anggota bila proses penge-
sahan piagam BoP ditolak oleh DPR.” Dalam framing ini,
mekanisme legislatif diposisikan sebagai jalan yang sah untuk
menentukan apakah Indonesia akan melanjutkan atau mem-
batalkan keterlibatannya dalam organisasi tersebut.

Secara keseluruhan, framing Kompas.com dalam berita ini me-
nempatkan isu BoP dalam perspektif hukum dan tata negara. Melalui
pandangan Hikmahanto Juwana sebagai ahli hukum internasional,
pembaca diarahkan untuk melihat bahwa keanggotaan Indonesia
dalam BoP belum sepenuhnya final sebelum memperoleh legitimasi
dari DPR. Pemberitaan membangun pemahaman bahwa proses
ratifikasi merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap
komitmen internasional tetap berada dalam koridor konstitusi dan
prinsip demokrasi. Dengan demikian, penolakan DPR terhadap BoP
dibingkai sebagai opsi yang sah dan konstitusional manakala dinilai
tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

9. Judul Berita: “Prabowo Bahas Konflik Iran vs AS-Israel saat
Kumpulkan Eks Presiden hingga Menlu”. (4 Maret 2026 – 05:08
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WIB). Berita ini memperlihatkan pembingkaian isu konflik Iran–
AS–Israel dengan menempatkan Indonesia sebagai aktor yang
aktif menyikapi dampak global dari konflik tersebut.

a. Pendefinisian masalah: Konflik sebagai perang regional yang
mengancam stabilitas global dan posisi Indonesia dalam
tatanan internasional. Hal ini terlihat dari penekanan bahwa
pembahasan mencakup “melemahnya efektivitas tatanan
global” serta implikasi konflik terhadap keamanan dan eko-
nomi dunia. Intinya, masalah dibingkai sebagai krisis sistem
global, bukan sekadar konflik antarnegara.

b. Penentuan penyebab masalah: Berita ini menyorot eskalasi
konflik yang dipicu oleh serangan AS dan Israel terhadap Iran.
Pernyataan bahwa konflik tersebut merupakan “serangan
Amerika dan Israel terhadap Iran” memperjelas aktor utama
dalam eskalasi. Selain itu, ketegangan dikaitkan dengan kega-
galan mekanisme internasional dalam mencegah perang,
sehingga menunjukkan kelemahan dalam tata kelola global.

c. Penilaian moral: Terdapat penekanan bahwa konflik ini
merupakan tindakan sepihak yang “tidak memiliki mandat
internasional.” Hal ini mengandung penilaian normatif bahwa
tindakan militer tersebut tidak sesuai dengan hukum inter-
nasional dan mengganggu prinsip perdamaian dunia. Diskusi
mengenai dampak kemanusiaan, keamanan, dan ekonomi
memperkuat dimensi moral bahwa perang membawa kerugian
luas bagi banyak pihak.

d. Rekomendasi penyelesaian: Berita ini menekankan penting-
nya ruang komunikasi dan pertukaran gagasan di tingkat elite
politik Indonesia. Presiden Prabowo disebut “sangat terbuka
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dalam menanggapi usul-usul pemikiran,” yang menunjukkan
pendekatan deliberatif dalam merespons krisis global. Selain
itu, muncul refleksi bahwa posisi Indonesia dalam BoP perlu
dievaluasi ulang seiring perubahan situasi konflik.

Secara umum, framing berita ini menempatkan konflik sebagai
persoalan global yang berdampak luas, sekaligus mendorong Indone-
sia untuk bersikap waspada. Eskalasi yang melibatkan AS dan Israel
sebagai tanda rapuhnya tatanan internasional. Penilaian moral
menguatkan pandangan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan
dengan prinsip hukum dan perdamaian. Di tengah situasi ini, pende-
katan dialogis yang ditempuh pemerintah untuk menjaga keseim-
bangan, seraya membuka ruang evaluasi terhadap posisi Indonesia
dalam BoP. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh langsung
terhadap keberlanjutan pembicaraan di tingkat BoP.

10. Judul berita: “Kala Prabowo Kumpulkan Eks Presiden hingga
Ketum Parpol, Apa yang Dibahas?”. (4 Maret 2026 – 05:19 WIB).
Kompas.com membingkai pertemuan Presiden Prabowo Subianto
dengan para mantan presiden, mantan wakil presiden, serta
pimpinan partai politik untuk membangun konsolidasi nasional
dalam menghadapi situasi geopolitik global. Fokus pemberitaan
mengarah pada sikap pemerintah dalam menyatukan persepsi
dan memperkuat kesiapan nasional menghadapi dampak konflik
internasional, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

a. Pendefinisian masalah: framing berita ini mendefinisikan
persoalan utama sebagai tantangan yang muncul akibat
dinamika geopolitik global, terutama pasca serangan AS-
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Israel terhadap Iran yang memicu serangan balasan Iran.
Situasi tersebut dipandang berpotensi memengaruhi kondisi
Indonesia, terutama dalam sektor strategis seperti energi
dan pangan. Hal ini tercermin dari pernyataan Bahlil Lahadalia
yang menyebut bahwa Presiden Prabowo menjelaskan “ber-
bagai hal terkait dengan perkembangan geopolitik dan kesia-
pan Indonesia dalam menghadapi semua dinamika global.
Khususnya dalam konteks energi dan beberapa persoalan
lain.” Dengan demikian, masalah dibingkai sebagai ancaman
eksternal yang mendesak untuk diantisipasi bersama oleh
seluruh elemen bangsa.

b. Penentuan penyebab masalah: sumber persoalan diarahkan
pada meningkatnya ketegangan internasional yang ber-
dampak pada stabilitas global. Konflik AS-Israel dengan Iran,
sebagai faktor yang bisa memengaruhi keamanan, ekonomi,
serta ketahanan nasional Indonesia. Selain itu, muncul perde-
batan mengenai posisi Indonesia dalam BoP yang menjadi
bagian dari dinamika kebijakan luar negeri pemerintah. Dalam
konteks ini, pertemuan para tokoh nasional adalah untuk me-
respons berbagai konsekuensi yang timbul akibat perkem-
bangan geopolitik tersebut.

c. Penilaian moral: berita ini membangun nilai bahwa persatuan,
dialog, dan kesiapsiagaan nasional merupakan sikap yang
diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian global. Hal ini
tampak dalam pernyataan Bahlil bahwa “semuanya ini kita
lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian
di global bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara
kita.” Selain itu, Al Muzzammil Yusuf menegaskan bahwa
Presiden Prabowo berusaha menyatukan pandangan para
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elite nasional dengan mengundang berbagai tokoh bangsa.
Framing ini memberikan kesan bahwa komunikasi dan konso-
lidasi nasional adalah langkah bijaksana dan bertanggung
jawab di tengah situasi internasional yang tidak menentu.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
memperkuat koordinasi antarelite politik dan meningkatkan
kesiapan nasional, khususnya dalam bidang pangan, energi,
dan pertahanan. Pernyataan bahwa Presiden menjelaskan
“kesiagaan pangan kita, kesiagaan energi kita, dan dialog elit
kita” menunjukkan bahwa pemerintah memandang pengua-
tan ketahanan nasional sebagai respons utama terhadap
gejolak global. Muhaimin Iskandar juga menegaskan bahwa
“kepentingan bangsa adalah paling utama dalam semua aspek
kerja sama dengan siapapun.” Pernyataan itu menjadi dasar
normatif bagi arah kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Dengan demikian, framing Kompas.com dalam berita ini cende-
rung menampilkan Presiden Prabowo dalam menyikapi dampak
konflik global melalui pendekatan dialog dan konsolidasi nasional.
Pertemuan dengan para mantan presiden, wakil presiden, dan pim-
pinan partai politik dibingkai untuk membangun kesatuan pandangan
dalam menghadapi tantangan internasional. Selain itu, isu BoP
ditempatkan sebagai bagian dari penjelasan pemerintah mengenai
pilihan kebijakan yang dianggap paling memungkinkan dalam situasi
yang ada. Artinya, pemberitaan mengarahkan pembaca untuk melihat
bahwa stabilitas nasional, kesiapan menghadapi krisis, dan kepen-
tingan bangsa merupakan prioritas utama bagi pemerintah di tengah
ketidakpastian geopolitik dunia.
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Tabel 23. Framing Pemberitaan Kontroversi Indonesia
dalam Board of Peace pada Kompas.com
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(Sumber: Olahan Rachmi Kurnia Siregar, 2026)

Berdasarkan Tabel 23, framing yang dibangun Kompas.com
terhadap isu BoP pascaserangan AS–Israel ke Iran memperlihatkan
media ini menghubungkan isu tersebut dengan posisi Indonesia
dalam BoP, respons elite politik nasional, serta dinamika pengambilan
kebijakan di tingkat domestik.

Pada elemen pendefinisian masalah, persoalan yang paling sering
dimunculkan berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam BoP
dan menurunnya kredibilitas lembaga tersebut usai serangan AS–
Israel ke Iran. Kompas.com menghadirkan pemberitaan mengenai
pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan presiden, tokoh
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bangsa, dan pimpinan partai politik. Kehadiran isu ini menunjukkan
bahwa media menyorot persoalan pada level organisasi internasional,
serta pada bagaimana negara merespons situasi geopolitik yang
berkembang.

Pada tahap penentuan penyebab masalah banyak diarahkan
kepada tindakan AS dan Israel, khususnya peran Donald Trump dan
Benjamin Netanyahu sebagai aktor yang dianggap memicu eskalasi
konflik. Terdapat pula penjelasan yang menempatkan persoalan
dalam konteks yang lebih luas, seperti kondisi geopolitik global, aspek
hukum domestik terkait ratifikasi BoP, serta dinamika hubungan
internasional yang memengaruhi posisi Indonesia. Struktur ini me-
nunjukkan bahwa Kompas.com menampilkan berbagai faktor yang
melatarbelakangi perdebatan mengenai BoP.

Dalam aspek penilaian moral yang muncul berpusat pada nilai
kemanusiaan, perdamaian internasional, kedaulatan negara, serta
kepatuhan terhadap hukum internasional. Serangan AS–Israel
dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut sehingga
memunculkan keraguan terhadap legitimasi moral BoP. Namun
demikian, Kompas.com menampilkan aspek lain yakni pentingnya
dialog, komunikasi politik, penghormatan terhadap pengalaman para
pemimpin terdahulu, dan perlunya konsolidasi nasional dalam meng-
hadapi situasi global yang tidak menentu. Dengan demikian, dimensi
moral yang dibangun berupa kecaman terhadap agresi militer, sekali-
gus penekanan pada pentingnya proses deliberasi dalam pengam-
bilan keputusan negara.

Sementara itu pada elemen rekomendasi penyelesaian, solusi
yang ditawarkan adalah beragam pilihan. Sebagian berita mendorong
Indonesia keluar dari BoP atau menolak kerja sama yang dinilai ber-
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tentangan dengan prinsip perdamaian. Namun, berita lainnya me-
nonjolkan pentingnya komunikasi antarelite, konsultasi dengan
tokoh nasional, serta mekanisme konstitusional melalui ratifikasi DPR.
Keragaman rekomendasi ini menunjukkan ruang bagi berbagai
alternatif penyelesaian.

Secara keseluruhan pemberitaan Kompas.com membingkai
serangan AS–Israel terhadap Iran sebagai peristiwa yang memuncul-
kan pertanyaan mengenai kredibilitas BoP dan relevansinya bagi
Indonesia. Konflik Iran hadir sebagai konteks utama pemberitaan.
Namun, pembahasan lebih banyak diarahkan pada posisi Indonesia
dalam BoP serta respons politik yang muncul di tingkat nasional.
Dalam konstruksi pemberitaannya, Kompas.com menghadirkan
beragam pandangan yang menyorot pentingnya evaluasi terhadap
keanggotaan Indonesia dalam BoP, sekaligus membuka ruang bagi
respons pemerintah dan berbagai tokoh nasional dalam menyikapi
perkembangan situasi global.

Di sisi lain, media ini menempatkan nilai kemanusiaan, perda-
maian, dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai
landasan utama dalam menilai serangan terhadap Iran. Kompas.com
memberi perhatian pada pentingnya komunikasi politik dan pertim-
bangan kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan
demikian, framing yang dibangun cenderung menempatkan Indo-
nesia sebagai aktor dalam merespons krisis secara hati-hati dengan
mempertimbangkan aspek moral, politik, dan konstitusional secara
bersamaan.
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B. Kritik Publik dan Krisis Legitimasi BoP

Berdasarkan hasil telaah terhadap 10 berita Republika.co.id, isu
yang paling menonjol adalah framing mengenai kritik publik terhadap
pemerintahan Prabowo yang memutuskan Indonesia bergabung
dalam BoP, serta krisis legitimasi BoP pascaserangan AS-Israel ter-
hadap Iran. Kedua isu ini dipilih karena mendominasi pemberitaan,
sehingga menunjukkan bahwa media berfokus pada peristiwa kebija-
kan yang diambil oleh Presiden Prabowo yang berawal dari konflik di
Timur Tengah (pasca serangan AS-Israel terhadap Iran usai penan-
datangan BoP). Di sisi lain, media daring ini mengarahkan perhatian
pembaca mengenai kredibilitas BoP sebagai lembaga yang mengu-
sung misi perdamaian.

Hal tersebut tampak dari narasi pemberitaan yang berulang.
Berbagai narasumber, mulai dari tokoh agama, akademisi, pakar
hubungan internasional, anggota DPR, organisasi masyarakat sipil,
hingga purnawirawan TNI, sama-sama menempatkan serangan ter-
hadap Iran sebagai momentum yang menunjukkan ketidaksesuaian
antara narasi perdamaian yang dibawa BoP dengan tindakan para
aktor utama yang berada di dalamnya. Meskipun berasal dari latar
belakang yang berbeda, mayoritas narasumber menyampaikan pan-
dangan searah, yaitu bahwa tindakan militer tersebut melemahkan
kredibilitas moral maupun politik BoP di mata publik.

Selain itu, pemberitaan Republika.co.id menunjukkan bahwa isu
yang berkembang merambah pada posisi Indonesia dalam dinamika
geopolitik global. Berbagai berita menghubungkan eskalasi konflik
tersebut dengan keanggotaan Indonesia di BoP serta relevansinya
terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Konsekuensi logisnya,
pembahasan mengenai konflik Iran menjadi diskursus yang lebih luas.
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Diskursus tersebut mencakup arah diplomasi Indonesia, perlin-
dungan kepentingan nasional, serta konsistensi pemerintah dalam
menjaga komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan ter-
hadap hukum internasional.

Atas dasar itu, isu mengenai kritik atas kebijakan luar negeri oleh
Presiden Prabowo menyusul krisis legitimasi BoP akibat serangan
AS–Israel terhadap Iran dinilai paling layak untuk dijadikan fokus
analisis. Selain memiliki intensitas kemunculan yang tinggi, isu ini
memperlihatkan keterkaitan yang kuat antara konflik internasional,
konstruksi media, dan kepentingan politik luar negeri Indonesia.
Dengan demikian, isu tersebut memberikan gambaran mengenai
bagaimana media membentuk pemahaman publik terhadap suatu
peristiwa internasional beserta implikasinya bagi kebijakan dan posisi
diplomatik Indonesia.

Penonjolan Aspek

Berdasarkan analisis pada 10 berita Republika.co.id, terlihat bahwa
media ini menonjolkan aspek moral, legitimasi, dan politik luar negeri
Indonesia dalam membingkai pemberitaan mengenai serangan AS-
Israel terhadap Iran. Fokus pemberitaan lebih menekankan makna
di balik peristiwa tersebut, khususnya terhadap kredibilitas BoP
sebagai lembaga yang mengusung agenda perdamaian. Dengan cara
demikian, perhatian pembaca diarahkan untuk memandang konflik
sebagai ujian atas konsistensi antara narasi perdamaian dan praktik
politik yang dijalankan oleh aktor-aktor utama dalam BoP.

Penonjolan aspek tersebut semakin terlihat dari pilihan narasumber
yang didominasi oleh tokoh agama, akademisi, pakar hubungan inter-
nasional, anggota legislatif, organisasi masyarakat sipil, organisasi
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sosial Palestina, hingga purnawirawan TNI. Keberagaman latar
belakang narasumber memberikan kesan adanya sudut pandang
yang beragam. Namun, secara substansi mereka mengarah pada
pesan yang relatif serupa, yakni bahwa tindakan militer AS-Israel
dipandang bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian, hukum
internasional, serta mengurangi legitimasi BoP. Dominasi pandangan
tersebut menjadikan aspek moral dan etika internasional lebih me-
nonjol dibandingkan aspek strategis atau keamanan yang lazim
muncul dalam pemberitaan konflik bersenjata.

Di sisi lain, Republika.co.id memberikan perhatian besar pada
posisi Indonesia dalam dinamika konflik tersebut. Di beberapa berita,
menekankan pentingnya menjaga konsistensi politik luar negeri
bebas aktif, mempertahankan kedaulatan nasional, serta mengeva-
luasi keanggotaan Indonesia dalam BoP. Penonjolan ini memperlihat-
kan bahwa konflik internasional sebagai persoalan yang memiliki
implikasi langsung terhadap arah kebijakan diplomasi Indonesia. Dengan
demikian, pembaca diajak untuk melihat bahwa setiap keputusan
pemerintah harus tetap berpijak pada kepentingan nasional dan
amanat konstitusi.

Secara keseluruhan, penonjolan aspek dalam pemberitaan
Republika.co.id membentuk konstruksi bahwa isu utama menyangkut
konsistensi nilai perdamaian, legitimasi lembaga internasional, serta
tanggung jawab Indonesia dalam menjaga independensi kebijakan
luar negeri. Penekanan terhadap dimensi moral, diplomasi, dan
kepentingan nasional tersebut menjadikan pemberitaan memiliki
arah yang jelas dalam membangun cara pandang pembaca terhadap
konflik internasional sekaligus terhadap posisi Indonesia di tengah
dinamika geopolitik global.
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Pembingkaian Isu Republika.co.id

1. Judul Berita: “Ketua MUI: Serangan AS-Israel ke Iran Runtuhkan
Legitimasi BoP”. (1 Maret 2026, 04.25 WIB). Republika.co.id
membingkai serangan AS- Israel terhadap Iran sebagai tindakan
agresi yang mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, sekaligus
legitimasi BoP pimpinan Presiden AS Donald Trump. Melalui
pandangan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto
Abdul Hakim, berita ini membangun perspektif bahwa tindakan
militer tersebut bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian yang
diklaim oleh BoP.

a. Pendefinisian masalah: persoalan utama didefinisikan seba-
gai ancaman terhadap perdamaian dunia dan kegagalan BoP
menjalankan fungsi yang diembannya. Sejak awal berita,
serangan militer AS-Israel diposisikan sebagai tindakan yang
merusak upaya menciptakan ketertiban internasional. Hal
ini terlihat dari pernyataan bahwa “serangan militer Israel-
Amerika Serikat terhadap Iran adalah ancaman nyata bagi
upaya memperkuat perdamaian sejati dan ketertiban dunia.”
Serangan tersebut disebut menyebabkan BoP “kehilangan
legitimasi moral, politik dan bahkan hukum.”

b. Penentuan penyebab masalah: penyebab utama persoalan
diarahkan kepada AS-Israel, dan secara khusus Donald Trump
sebagai figur sentral di balik BoP. Sudarnoto menilai bahwa
tindakan militer tersebut merupakan cerminan dari ambisi
hegemonik dan imperialistik yang bertentangan dengan
semangat perdamaian. Pernyataannya bahwa “Trump sejati-
nya perusak dan penghancur perdamaian” serta “Trump
benar-benar seorang aktor yang telah membajak kata-kata
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‘peace’ alias ‘perdamaian’ justru untuk ambisi hegemonik dan
imperialistiknya” menunjukkan sumber masalah dibingkai
berasal dari kepentingan politik dan dominasi kekuatan besar,
bukan dari kebutuhan menjaga keamanan internasional.

c. Penilaian moral: berita ini menghadirkan penilaian terhadap
tindakan AS dan Israel. Agresi militer tersebut diposisikan
sebagai tindakan tidak bermoral karena mengorbankan
perdamaian, keadilan, dan hak bangsa lain untuk menentu-
kan nasibnya sendiri. Pernyataan bahwa “BoP semakin kehi-
langan legitimasi moral, politik dan bahkan hukum karena
telah nyata tak berguna untuk menciptakan perdamaian
sejati dan apalagi keadilan” memperlihatkan standar moral
yang digunakan dalam menilai situasi ini. Selain itu, serangan
terhadap Iran dipandang melemahkan dukungan terhadap
Palestina dan memperkuat dominasi regional Israel.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
menolak terhadap segala bentuk agresi militer dan penguatan
komitmen terhadap hukum internasional. Sudarnoto mene-
gaskan bahwa “Indonesia hendaknya tidak terlibat dan harus
dengan tegas menolak segala aksi agresi militer, menegakkan
hukum internasional, dan memperjuangkan penyelesaian
damai berbasis keadilan.” Dengan demikian, penyelesaian
konflik dibingkai melalui jalur diplomasi, penghormatan
terhadap kedaulatan negara, serta ikhtiar untuk menciptakan
perdamaian yang berkeadilan.
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Dengan demikian, framing Republika.co.id dalam berita ini me-
nempatkan serangan AS-Israel terhadap Iran sebagai bentuk agresi
yang mengancam perdamaian regional dan global. Melalui perspektif
narasumber tunggal, berita mengarahkan pembaca untuk melihat
bahwa BoP kehilangan kredibilitas akibat ketidaksesuaian antara
tujuan yang diklaim dengan tindakan para pihak yang terlibat di
dalamnya. Dalam konstruksi pemberitaan ini, Donald Trump, AS, dan
Israel diposisikan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas
memburuknya situasi. Di sisi lain, Indonesia didorong untuk tetap
berpihak pada prinsip perdamaian, keadilan internasional, dan me-
nolak segala bentuk agresi militer.

2. Judul berita: “Pakar: Serangan AS ke Iran Jadi Ujian Kredibilitas
Board of Peace”. (1 Maret 2026, 09.04 WIB). Republika.co.id
membingkai serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran
sebagai peristiwa yang menjadi ujian serius bagi kredibilitas BoP
sebagai lembaga yang mengusung narasi perdamaian. Melalui
pandangan pakar hubungan internasional Ahmad Khoirul Umam,
berita mengarahkan perhatian pembaca pada kontradiksi antara
tujuan perdamaian yang diklaim BoP dan realitas penggunaan
kekuatan militer oleh negara yang memiliki peran penting dalam
organisasi tersebut.

a. Pendefinisian masalah: persoalan utama didefinisikan seba-
gai munculnya ketidaksesuaian antara narasi perdamaian
dan tindakan militer yang terjadi di lapangan. Hal ini tampak
dalam pernyataan Ahmad Khoirul Umam bahwa “serangan
terhadap Iran ini mempertajam kontradiksi antara retorika
stabilitas dan praktik militer di lapangan, sekaligus menguji
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kredibilitas narasi perdamaian melalui Board of Peace (BoP).”
Dengan demikian, masalah yang diangkat mengarah pada
krisis kepercayaan terhadap institusi yang mengklaim ber-
komitmen pada perdamaian dunia.

b. Penentuan penyebab masalah: penyebab persoalan diarah-
kan pada tindakan militer AS-Israel yang dianggap bertentangan
dengan semangat perdamaian yang selama ini dipromosikan.
Selain itu, Ahmad menilai bahwa operasi militer erat kaitannya
dengan konflik bilateral, serta bagian untuk mengubah kese-
imbangan kekuatan di Timur Tengah. Hal ini terlihat dalam
pernyataannya bahwa “upaya AS-Israel yang seolah menet-
ralisasi Iran bukan hanya soal menaklukkan satu negara,
melainkan langkah proyek rekayasa ulang keseimbangan
kekuatan Timur Tengah.” Framing ini menempatkan kebija-
kan geopolitik AS dan Israel sebagai faktor utama yang me-
micu ketegangan dan memunculkan keraguan terhadap
legitimasi BoP.

c. Penilaian moral: berita membingkai penilaian bahwa peng-
gunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik ber-
potensi mengurangi kredibilitas klaim perdamaian yang
dibangun oleh aktor-aktor internasional. Narasi ini diperkuat
dengan pandangan bahwa negara-negara yang relatif inde-
penden, seperti Indonesia dan Turki, perlu “merefleksikan
kembali kerja sama dengan BoP.” Selain itu, Ahmad meng-
ingatkan bahwa apabila dunia menganggap konflik tersebut
sebagai sesuatu yang normal dan memilih diam, maka tinda-
kan serupa berpotensi meluas ke kawasan lain. Pernyataan
ini menunjukkan adanya penilaian moral bahwa pembiaran
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terhadap eskalasi konflik dapat menciptakan ketidakstabilan
yang lebih luas dalam hubungan internasional.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
mendorong deeskalasi konflik melalui keterlibatan berbagai
elemen kekuatan dunia. Ahmad menegaskan bahwa “semua
elemen kekuatan dunia perlu mendorong deeskalasi dalam
konflik AS-Israel dan Iran tersebut.” Berita ini menampilkan
sikap diplomatik Indonesia melalui pernyataan Kementerian
Luar Negeri bahwa Presiden Prabowo Subianto siap bertolak
ke Iran untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kondisi
keamanan yang lebih kondusif. Dengan demikian, penyele-
saian konflik dibingkai melalui pendekatan diplomasi, dialog,
dan pengurangan ketegangan antarnegara.

Secara keseluruhan, framing Republika.co.id dalam berita ini
menempatkan serangan AS dan Israel terhadap Iran sebagai mo-
mentum yang menguji konsistensi dan kredibilitas BoP sebagai
simbol perdamaian internasional. Melalui perspektif pakar hubungan
internasional, pembaca diarahkan untuk melihat bahwa tindakan
militer yang dilakukan memicu kontradiksi terhadap narasi perda-
maian yang selama ini dibangun. Pada saat yang sama, berita ini
menekankan pentingnya peran diplomasi dan deeskalasi konflik
sebagai jalan yang lebih konstruktif untuk menjaga stabilitas kawasan
dan mencegah meluasnya ketegangan ke berbagai wilayah dunia.
Dengan demikian, isu utama yang dikedepankan mengarah pada
pergulatan antara narasi perdamaian dan praktik kekuatan dalam
politik global kontemporer.
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3. Judul Berita: “Anggota DPR: Agresi AS-Israel ke Iran Bukti BoP
Tidak Bawa Perdamaian”. (1 Maret 2026, 10.52 WIB). Pemberitaan
Republika.co.id ini membingkai serangan militer AS-Israel terha-
dap Iran sebagai bukti kegagalan BoP dalam mewujudkan misi
perdamaian yang selama ini diklaim. Melalui pernyataan anggota
DPR RI TB Hasanuddin, berita ini mengonstruksi pemahaman
bahwa konflik yang terjadi memperlihatkan kontradiksi antara
narasi perdamaian yang diusung BoP dan tindakan militer para
aktor yang terlibat.

a. Pendefinisian masalah: persoalan utama didefinisikan sebagai
runtuhnya kepercayaan terhadap BoP sebagai lembaga yang
mengklaim berorientasi pada perdamaian. Serangan terhadap
Iran diposisikan sebagai peristiwa yang memperlihatkan
bahwa organisasi tersebut gagal menjalankan tujuan yang
diembannya. Hal ini tercermin dalam pernyataan TB Hasanuddin
bahwa “kita menjadi semakin yakin, tidak percaya bahwa
BoP benar-benar memiliki misi yang tulus untuk perdamaian.”
Selain itu, berita menegaskan bahwa fakta di lapangan me-
nunjukkan “eskalasi konflik (perang) yang akan semakin
meluas.” Konsekuensinya, masalah sebagai konflik antara
negara-negara yang terlibat, sekaligus sebagai krisis kredibili-
tas BoP itu sendiri.

b. Penentuan penyebab masalah: penyebab utama diarahkan
pada tindakan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan
Israel. Kedua negara tersebut diposisikan sebagai aktor yang
bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di kawa-
san Timur Tengah. TB Hasanuddin menyebut bahwa penye-
rangan terhadap Iran menunjukkan “watak asli Israel-AS
selaku anggota sekaligus pemimpin BoP yang antiperdamai-
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an.” Selain itu, agresi tersebut dipandang sebagai tindakan
yang memperburuk situasi kawasan dan menghambat upaya
menciptakan perdamaian di Palestina. Dengan framing seperti
ini, penyebab persoalan mengarah pada ketidaksesuaian
antara klaim perdamaian dan tindakan para pemimpin BoP.

c. Penilaian moral: berita ini menyampaikan penilaian bahwa
tindakan AS dan Israel bertentangan dengan nilai perdamaian
serta komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai.
Penyerangan terhadap Iran digambarkan sebagai tindakan
yang memperluas konflik dan memperbesar risiko instabilitas
regional. Penilaian moral tersebut tampak dalam pernyataan
bahwa “tidak mungkin Donald Trump dan Benjamin Netanyahu
memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membuat perda-
maian di Palestina, dan di Timur Tengah.” Narasi ini membangun
kesan bahwa klaim perdamaian yang selama ini disampaikan
melalui BoP tidak memiliki dasar kuat karena tidak sejalan
dengan tindakan yang dilakukan.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
pemerintah Indonesia harus mengambil sikap yang jelas dan
aktif terhadap perkembangan konflik tersebut. TB Hasa-
nuddin menegaskan bahwa “Presiden dan atau Menteri Luar
Negeri harus segera menyampaikan posisi resmi Indonesia.”
Selain itu, Indonesia didorong untuk memanfaatkan keterli-
batannya dalam BoP sebagai sarana diplomasi guna mendo-
rong penghentian agresi dan memperjuangkan perdamaian.
Dengan demikian, langkah yang direkomendasikan adalah
penguatan peran diplomatik Indonesia berdasarkan prinsip
konstitusional yang menolak penjajahan dan mendukung
perdamaian dunia.
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Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan, framing Republika.
co.id dalam berita ini cenderung menampilkan agresi AS-Israel
terhadap Iran sebagai bukti nyata bahwa BoP belum mampu mereali-
sasikan tujuan perdamaian yang dikampanyekan. Melalui dominasi
pandangan TB Hasanuddin, pembaca diarahkan untuk memandang
BoP dengan sikap kritis dan mempertanyakan ketulusan para aktor
utama di dalamnya. Selain itu, berita tersebut menegaskan penting-
nya peran Indonesia untuk menunjukkan sikap yang tegas dan
konsisten terhadap konflik internasional sesuai amanat politik luar
negeri dan konstitusi. Dengan demikian, isu perdamaian bersing-
gungan dengan posisi dalam komunitas internasional, serta sebagai
ujian bagi kredibilitas lembaga dan negara-negara yang mengklaim
diri sebagai pelopor perdamaian.

4. Judul Berita: “MUI: Trump Terbukti Perusak Brutal Perdamaian,
BoP Pimpinannya tak Bisa Dipercaya”.  (3 Maret 2026, 06.54
WIB). Berita ini membingkai serangan Amerika Serikat dan Israel
terhadap Iran sebagai peristiwa yang memperlihatkan kegagalan
moral dan politik BoP dalam menjalankan misi perdamaian yang
selama ini diklaim. Melalui pandangan Ketua Bidang Hubungan
Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul
Hakim, berita mengonstruksi bahwa tindakan militer tersebut
meruntuhkan kredibilitas BoP sekaligus menunjukkan ketidak-
sesuaian antara retorika perdamaian dan praktik politik yang
dijalankan oleh pemimpinnya.

a. Pendefinisian masalah: persoalan utama yang diangkat
adalah hilangnya legitimasi moral BoP setelah terjadinya
serangan militer terhadap Iran. Konflik menyorot aspek kea-
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manan internasional, serta indikator kegagalan lembaga yang
mengusung agenda perdamaian. Hal ini terlihat dari pernya-
taan bahwa serangan tersebut menjadi “bukti nyata runtuh-
nya legitimasi moral Dewan Perdamaian/Board of Peace (BoP)
yang dipimpin Presiden AS Donald Trump.” Dengan demikian,
masalah dibingkai sebagai krisis kepercayaan terhadap BoP
dan kepemimpinannya.

b. Penentuan penyebab masalah: penyebab utama persoalan
diarahkan kepada kepemimpinan Donald Trump dan kebija-
kan Amerika Serikat yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip
perdamaian. Sudarnoto menegaskan bahwa langkah militer
yang dilakukan menunjukkan bahwa Trump “tidak mencer-
minkan komitmen terhadap perdamaian dunia.” Bahkan, ia
menyebut Trump sebagai “perusak brutal perdamaian.” BoP
digambarkan sebagai instrumen yang serius menciptakan
perdamaian, karena sarat berbagai kepentingan lain. Pandangan
ini diperkuat melalui pernyataan bahwa BoP hanya “kamuflase
yang bermotif imperialistik.” Dengan framing tersebut, akar
masalah menyentuh pada kekuasaan aktor dan kepentingan
politik yang berada di baliknya.

c. Penilaian moral: berita ini mengonstruksi penilaian terhadap
tindakan AS, Israel, dan BoP. Serangan terhadap Iran dinilai
bertentangan dengan nilai perdamaian, keadilan, dan peng-
hormatan terhadap kedaulatan negara. Pernyataan “BoP
sudah runtuh secara moral, dan kehilangan legitimasinya”
menunjukkan evaluasi moral bahwa lembaga tersebut tidak
lagi layak dipercaya sebagai penggerak perdamaian dunia.
Selain itu, ajakan agar negara-negara Muslim bersatu dan
tidak “diadu domba dan dipecah belah oleh imperialisme
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Amerika-Israel” memperkuat konstruksi moral bahwa solida-
ritas dan perlawanan terhadap dominasi kekuatan besar
merupakan sikap yang lebih tepat.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
meninjau kembali keanggotaan Indonesia dalam BoP dan
memperkuat peran diplomasi berlandaskan kepentingan
nasional serta amanat konstitusi. Sudarnoto secara eksplisit
menyatakan bahwa Presiden Prabowo perlu “memperhitung-
kan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP.” Meski
demikian, langkah tersebut tetap harus dilakukan melalui
pendekatan yang “terukur dan persuasif dengan tetap mem-
berikan perhatian kepada national interest kita.” Dengan kata
lain, jalan keluar yang direkomendasikan adalah kombinasi
antara evaluasi terhadap BoP dan penguatan diplomasi Indo-
nesia dalam mendorong perdamaian dunia.

Lebih lanjut, framing Republika.co.id dalam berita ini cenderung
menempatkan BoP sebagai lembaga yang kehilangan kredibilitas
akibat tindakan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel.
Melalui perspektif Sudarnoto Abdul Hakim, pembaca diarahkan
untuk melihat bahwa serangan terhadap Iran sebagai persoalan
geopolitik, sekaligus bukti kegagalan moral sebuah lembaga yang
mengatasnamakan perdamaian. Selain itu, Indonesia dibingkai seba-
gai negara yang seharusnya tetap berpegang pada amanat konstitusi.
Artinya, berita ini mengonstruksi agar Indonesia mampu memper-
juangkan perdamaian melalui jalur diplomasi, serta mempertimbang-
kan kembali keterlibatannya dalam organisasi yang dinilai tidak lagi
memiliki legitimasi moral di mata sebagian pihak.
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5. Judul Berita: “Ini Kekhawatiran Pakar Jika Indonesia Tetap di
BoP Saat Amerika-Israel Menyerang Iran”. (3 Maret 2026, 09.25
WIB). Republika.co.id melalui berita ini membingkai keanggo-
taan Indonesia dalam BoP sebagai kebijakan untuk dievaluasi
kembali di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat
konflik antara AS-Israel dan Iran. Melalui pandangan pakar hubu-
ngan internasional Hendra Maulana Saragih, berita mengarahkan
perhatian pembaca pada potensi risiko yang dapat dihadapi
Indonesia apabila tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut
saat konflik regional terus mengalami eskalasi.

a. Pendefinisian masalah: persoalan utama didefinisikan sebagai
munculnya kontroversi terhadap keikutsertaan Indonesia
dalam BoP. Kontroversi tersebut semakin menguat setelah
Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan terhadap
Iran. Berita menegaskan bahwa “Dewan Perdamaian yang
sejatinya mendorong upaya stabilitas pertahanan dan keama-
nan justru mengarah sebaliknya.” Pernyataan ini menunjukkan
bahwa masalah berawal dari konflik yang berlangsung, keti-
daksesuaian antara tujuan BoP sebagai lembaga perdamaian,
dan realitas yang terjadi di lapangan. Dengan demikian,
keanggotaan Indonesia dalam BoP dibingkai sebagai isu yang
menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan
luar negeri Indonesia.

b. Penentuan penyebab masalah: penyebab persoalan diarah-
kan pada potensi benturan kepentingan yang muncul akibat
keterlibatan Indonesia dalam BoP di tengah konflik geopolitik.
Hendra Maulana Saragih menjelaskan bahwa Indonesia harus
berhati-hati karena memiliki hubungan diplomatik dengan
banyak negara. Ia menegaskan bahwa “Indonesia perlu ber-
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hati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau
politik internal negara manapun juga.” Selain itu, meningkat-
nya eskalasi konflik di Timur Tengah dan keterlibatan negara-
negara yang memiliki pengaruh besar dalam BoP ialah faktor
yang memperbesar risiko bagi posisi diplomatik Indonesia.

c. Penilaian moral: berita ini mengedepankan politik luar negeri
bebas aktif dan perlindungan terhadap kedaulatan nasional
sebagai nilai yang harus dijaga dalam setiap keputusan stra-
tegis. Framing yang muncul menunjukkan bahwa Indonesia
tidak seharusnya terjebak dalam konflik kepentingan yang
dapat mengganggu hubungan diplomatik dengan negara
lain. Pernyataan bahwa “politik bebas aktif Indonesia harus
menjaga kedaulatan di tengah gempuran konflik kepentingan”
menjadi dasar moral dalam menilai situasi tersebut. Selain
itu, munculnya petisi dari puluhan tokoh dan organisasi mas-
yarakat sipil memperkuat kesan bahwa terdapat kekhawati-
ran publik terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
melakukan evaluasi atau peninjauan kembali terhadap ke-
anggotaan Indonesia dalam BoP. Hendra menyebut bahwa
situasi yang berkembang saat ini merupakan “momen besar
untuk Indonesia berpikir ulang.” Selain itu, petisi yang diter-
bitkan oleh tokoh masyarakat dan organisasi sipil mendesak
pemerintah serta DPR untuk menarik Indonesia dari BoP dan
menolak pengiriman satuan tugas TNI ke Gaza. Dengan demi-
kian, jalan keluar yang direkomendasikan adalah melakukan
kajian ulang terhadap keterlibatan Indonesia untuk memasti-
kan kebijakan tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
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Secara keseluruhan, framing Republika.co.id dalam berita ini cen-
derung menempatkan keanggotaan Indonesia dalam BoP sebagai
kebijakan yang sarat risiko di tengah memanasnya konflik Timur
Tengah. Melalui perspektif pakar dan dukungan dari kelompok mas-
yarakat sipil, pembaca diarahkan untuk melihat bahwa keberadaan
Indonesia dalam BoP berpotensi menimbulkan benturan kepen-
tingan yang dapat memengaruhi posisi diplomatik negara. Karena
itu, evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dibingkai sebagai hal
wajar untuk menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif.

6. Judul Berita: “Giliran Purnawirawan Jenderal Desak RI Mundur
dari BoP”. (3 Maret 2026, 16.57 WIB). Dalam berita ini, Republika.
co.id membingkai keanggotaan Indonesia dalam BoP dan rencana
keterlibatan TNI dalam International Stabilization Force (ISF) di
Gaza sebagai kebijakan yang berpotensi menimbulkan berbagai
risiko. Mulai dari kedaulatan nasional, politik luar negeri bebas
aktif, serta posisi historis Indonesia dalam mendukung perjuangan
Palestina. Melalui dominasi pandangan Forum Purnawirawan
Prajurit TNI (FPP-TNI), berita ini mengarahkan pembaca untuk
melihat bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dan ISF terkait
prinsip-prinsip fundamental yang selama ini menjadi pijakan
kebijakan luar negeri Indonesia.

a. Pendefinisian masalah: persoalan utama yang diangkat adalah
keterlibatan Indonesia dalam BoP dan rencana pengiriman
pasukan TNI ke Gaza yang dipandang menimbulkan berbagai
konsekuensi strategis. Berita ini menyorot kekhawatiran
bahwa kebijakan tersebut dapat menggeser posisi Indonesia
dari negara yang independen menjadi bagian dari konfigurasi
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konflik internasional. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa
“keterlibatan dalam skema keamanan yang tidak berada di
bawah mandat penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ber-
potensi menjadikan Indonesia bagian dari konfigurasi konflik,
bukan penjaga perdamaian.” Jadi, masalah dibingkai sebagai
ancaman terhadap identitas Indonesia sebagai negara yang
selama ini menjunjung prinsip perdamaian dan netralitas.

b. Penentuan penyebab masalah: sumber persoalan diarahkan
pada keikutsertaan Indonesia dalam BoP yang diprakarsai
oleh kekuatan geopolitik tertentu serta rencana pengiriman
pasukan melalui skema ISF. FPP-TNI menilai bahwa keterliba-
tan tersebut dapat mengurangi independensi diplomasi
Indonesia dan membawa negara ke dalam kepentingan poli-
tik global yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
Pernyataan bahwa “keterlibatan dalam BoP yang diprakarsai
kekuatan geopolitik tertentu berisiko menyeret Indonesia ke
blok keamanan global, menghilangkan independensi diplo-
masi nasional” menunjukkan bahwa penyebab utama masalah
diposisikan pada keputusan politik yang dianggap terlalu
dekat dengan arsitektur keamanan internasional tertentu.

c. Penilaian moral: berita ini membingkai penilaian bahwa
kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi, doktrin
pertahanan negara, dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
FPP-TNI menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam
ISF dipersepsikan sebagai dukungan terhadap situasi yang
melanggengkan penjajahan di Palestina. Penilaian moral ini
tampak dalam pernyataan bahwa “prajurit TNI berpotensi
melanggar konstitusi karena melanggengkan penjajahan
Israel di Palestina.” Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa
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Indonesia dapat kehilangan legitimasi moral sebagai negara
yang selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan
Palestina dan perdamaian dunia.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
menolak tegas untuk mengirim pasukan TNI ke Gaza dan
penarikan Indonesia dari keanggotaan BoP. FPP-TNI secara
tegas menyatakan bahwa “mendesak DPR RI untuk menolak
secara tegas pengiriman pasukan TNI ke Gaza” serta meminta
pemerintah “menarik diri dari struktur BoP.” Rekomendasi
ini didasarkan pada keyakinan bahwa Indonesia harus tetap
mempertahankan posisi bebas aktif, menjaga kedaulatan
nasional, dan menghindari keterlibatan dalam konflik yang
tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat Indonesia.

Dengan kata lain, framing Republika.co.id dalam berita ini cende-
rung menampilkan BoP dan ISF sebagai kebijakan yang sarat risiko
bagi posisi strategis Indonesia di tingkat internasional. Melalui
perspektif FPP-TNI, pembaca diarahkan untuk memandang bahwa
keterlibatan dalam kedua skema tersebut berpotensi mengurangi
independensi diplomasi nasional. Selain itu, polemik tersebut rentan
menggeser identitas Indonesia sebagai negara nonblok, serta mele-
mahkan legitimasi historis Indonesia dalam mendukung perjuangan
Palestina.

Secara umum, berita ini membangun narasi bahwa mundur dari
BoP dan menolak pengiriman pasukan ke Gaza merupakan langkah
yang penting untuk menjaga konsistensi politik luar negeri bebas
aktif, kedaulatan nasional, dan komitmen Indonesia terhadap perda-
maian yang berkeadilan.
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7. Judul Berita: “Agresi AS-Israel ke Iran Momentum Indonesia
Keluar dari Board of Peace”. (3 Maret 2026, 21.23 WIB). Berita
ini membingkai konflik antara AS-Israel dan Iran sebagai momen-
tum penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi bahkan meng-
akhiri keanggotaannya dalam BoP. Melalui pandangan pengamat
pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, berita mengonstruksi
bahwa agresi militer terhadap Iran membuktikan kegagalan BoP
dalam menjalankan fungsi yang selama ini diklaim untuk mencip-
takan perdamaian, khususnya di kawasan Timur Tengah.

a. Pendefinisian masalah: persoalan utama yang ditonjolkan
adalah runtuhnya kredibilitas BoP sebagai lembaga perdamaian.
Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap
Iran diposisikan sebagai bukti bahwa organisasi tersebut tidak
lagi mencerminkan semangat perdamaian. Hal ini terlihat dari
pernyataan Connie yang menegaskan bahwa “BoP sudah
tak lagi relevan untuk tetap diharapkan sebagai Dewan Per-
damaian di Gaza, Palestina.” Bahkan, organisasi tersebut
dibingkai sebagai institusi yang bergerak menjauh dari tujuan
awalnya. Pernyataan “BoP ini sudah bukan lagi judulnya
Board of Peace, tetapi sudah menjadi Board of War” menjadi
simbol utama dalam pendefinisian masalah yang dibangun
oleh berita.

b. Penentuan penyebab masalah: sumber persoalan diarahkan
pada tindakan militer Amerika Serikat dan Israel yang merupakan
aktor sentral dalam BoP. Menurut Connie, agresi terhadap
Iran membuktikan bahwa organisasi tersebut justru melekat
pada praktik kekuatan dan konflik. Pernyataan bahwa “agresi
terhadap Iran yang dimotori oleh AS-Zionis sebagai Ketua
dan anggota BoP membuktikan Dewan Perdamaian tersebut
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hanya bertujuan untuk perang” menunjukkan bagaimana
penyebab masalah dikaitkan langsung dengan perilaku para
pemimpin dan anggota utama BoP. Selain itu, konflik yang
terus meluas di Timur Tengah semakin memperkuat persepsi
bahwa organisasi tersebut gagal menjalankan mandat moral
yang melekat pada namanya.

c. Penilaian moral: berita ini membangun penilaian bahwa
Indonesia seharusnya menjaga konsistensi politik luar negeri
bebas aktif dan tradisi nonblok yang telah menjadi identitas
diplomasi nasional. Keterlibatan dalam BoP dipandang ber-
potensi mengaburkan posisi independen Indonesia dalam
percaturan global. Hal ini tampak dalam seruan Connie agar
Indonesia “kembali pada posisi kita sebagai nonalignment,
atau non-blok.” Framing tersebut mengandung penilaian moral
bahwa sikap independen lebih sesuai dengan kepentingan
nasional dan nilai-nilai perdamaian dibandingkan keterlibatan
dalam organisasi yang dianggap kehilangan legitimasi.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan yaitu
Indonesia keluar dari BoP dan kembali memperkuat peran
sebagai negara nonblok. Connie menyebut konflik Iran sebagai
“kesempatan exit door ini bagi Indonesia untuk keluar dari
Board of Peace.” Menurutnya, posisi nonblok akan membuat
Indonesia lebih leluasa dan lebih kuat dalam berkontribusi
terhadap upaya perdamaian internasional, termasuk dalam
isu Palestina. Dengan demikian, jalan keluar yang direkomen-
dasikan adalah pemulihan orientasi politik luar negeri yang
independen dan tidak terikat pada kepentingan blok kekuatan
tertentu.
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Dengan demikian, framing Republika.co.id dalam berita ini cen-
derung menampilkan BoP sebagai organisasi yang kehilangan legiti-
masi akibat tindakan militer yang dilakukan oleh aktor-aktor utamanya.
Melalui perspektif Connie Rahakundini Bakrie, pembaca diarahkan
untuk memahami bahwa konflik Iran sebagai bukti kegagalan narasi
perdamaian yang diusung BoP. Pada saat yang sama, Indonesia
dibingkai sebagai negara yang memiliki peluang untuk mengambil
langkah korektif dengan keluar dari BoP. Jika hal tersebut dilakukan
(Indonesia keluar dari BoP), maka Indonesia kembali menegaskan
identitasnya sebagai negara nonblok yang berkomitmen pada per-
damaian, kedaulatan, dan independensi dalam hubungan inter-
nasional.

8. Judul Berita: “AS-Israel Serang Iran, AWG Menilai Board of Peace
Bukan Instrumen Perdamaian”. (3 Maret 2026, 23.20 WIB). Berita
ini membingkai serangan militer AS-Israel terhadap Iran sebagai
bukti konkret kegagalan BoP dalam menjalankan fungsi yang
diklaim sebagai instrumen perdamaian global. Melalui pernya-
taan Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), Muhammad
Anshorullah, berita mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa
konflik yang terjadi sarat mengandung multi-aspek. Mulai dari
hubungan AS-Israel terhadap Iran, kepentingan geopolitik yang
lebih luas, isu Palestina hingga legitimasi BoP.

a. Pendefinisian masalah: persoalan utama yang diangkat
adalah eskalasi konflik di Timur Tengah akibat serangan militer
AS-Israel terhadap Iran yang dinilai memperburuk stabilitas
kawasan. Konflik tersebut dibingkai sebagai bukti bahwa BoP
gagal mewujudkan tujuan perdamaian yang menjadi dasar
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pembentukannya. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa
serangan tersebut merupakan “manifestasi nyata pertama
dari Board of Peace juga membuktikan BoP bukan instrumen
perdamaian.” Jadi, kasus BoP ialah kegagalan lembaga yang
mengatasnamakan perdamaian dunia.

b. Penentuan penyebab masalah: penyebab utama persoalan
diarahkan kepada tindakan Amerika Serikat dan Israel yang
melanggar kedaulatan Iran serta memperkeruh situasi kawa-
san. Anshorullah menyatakan bahwa “ketegangan antara
Iran dan Amerika-Israel saat ini dimanfaatkan oleh kedua
aktor tersebut untuk memperkeruh stabilitas keamanan
Timur Tengah dan mengalihkan perhatian dunia.” Selain itu,
konflik dikaitkan dengan agenda yang lebih besar, yaitu mem-
pertahankan dominasi geopolitik dan memperkuat posisi
Israel di Palestina. Framing ini menempatkan AS dan Israel
sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas eskalasi
konflik dan melemahnya kepercayaan terhadap BoP.

c. Penilaian moral: berita ini memberikan penilaian yang tegas
terhadap tindakan militer AS dan Israel. Serangan tersebut
sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan
prinsip-prinsip perdamaian global. Pernyataan bahwa “serangan
militer Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap
Republik Islam Iran sebagai pelanggaran berat terhadap
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum inter-
nasional” menunjukkan adanya evaluasi moral yang kuat.
Selain itu, BoP dinilai kehilangan legitimasi karena dianggap
tidak mampu mencegah tindakan agresif yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan organisasi
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tersebut. Dalam konstruksi berita, tindakan militer sebagai
bentuk imperialisme yang bertentangan dengan nilai keadilan
dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
penghentian agresi militer, penguatan solidaritas internasio-
nal, dan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP.
AWG secara eksplisit menekankan agar “Presiden Prabowo
Subianto segera menarik diri dari Board of Peace.” Selain itu,
organisasi tersebut menyerukan kepada “seluruh komunitas
internasional termasuk PBB dan OKI, organisasi masyarakat
sipil, serta para pemimpin negara untuk bersatu menghenti-
kan agresi militer AS-Israel ke Iran.” Dengan demikian, penye-
lesaian konflik dibingkai melalui kerja sama internasional,
penghormatan terhadap hukum internasional, serta pengua-
tan diplomasi perdamaian.

Secara umum, framing Republika.co.id dalam berita ini menem-
patkan serangan AS-Israel terhadap Iran sebagai simbol kegagalan
BoP dalam mewujudkan perdamaian yang dijanjikan. Melalui pers-
pektif AWG, pembaca diarahkan untuk memandang BoP sebagai
lembaga yang kehilangan legitimasi moral dan politik akibat tindakan
para aktor yang terkait dengannya. Berita ini menekankan penting-
nya solidaritas internasional, penghormatan terhadap kedaulatan
negara. Pada akhirnya, Indonesia diharapkan meninjau kembali
keterlibatannya dalam BoP untuk menjaga konsistensi komitmen
terhadap perdamaian dan keadilan global.
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9. Judul Berita: “Akademisi UGM Desak Evaluasi RI Gabung BoP
dan Perjanjian Dagang dengan AS”. (4 Maret 2026, 02.47 WIB).
Berita ini membingkai keikutsertaan Indonesia dalam BoP dan
penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan
Amerika Serikat sebagai kebijakan yang berpotensi mengancam
kedaulatan nasional serta menyimpang dari prinsip politik luar
negeri bebas aktif. Melalui pandangan akademisi Universitas
Gadjah Mada (UGM), berita mengarahkan perhatian pembaca
pada risiko politik, ekonomi, dan diplomatik yang muncul apabila
kedua kebijakan tersebut dijalankan tanpa evaluasi mendalam.
Framing yang dibangun menyorot aspek teknis kebijakan dalam
konteks yang lebih luas, yakni perlindungan terhadap kedaulatan
negara dan kepentingan nasional.

a. Pendefinisian masalah: persoalan utama yang ditampilkan
adalah kekhawatiran bahwa keanggotaan Indonesia dalam
BoP dan keterikatan pada ART dapat mengurangi kemandi-
rian Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri
maupun ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam pernya-
taan bahwa kedua kebijakan tersebut “berpotensi mengge-
rus kedaulatan negara dan menyimpang dari prinsip politik
luar negeri bebas aktif.” Berita ini menampilkan pandangan
bahwa kebijakan tersebut berdampak pada hubungan inter-
nasional, memengaruhi struktur regulasi, kelembagaan, dan
posisi Indonesia dalam percaturan global. Dengan demikian,
masalah dibingkai sebagai ancaman terhadap prinsip dasar
yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia.
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b. Penentuan penyebab masalah: sumber persoalan diarahkan
pada substansi kebijakan BoP dan ART yang dinilai jauh lebih
menguntungkan pihak Amerika Serikat dibanding Indonesia.
Dalam berita disebutkan bahwa ART mengandung berbagai
klausul yang menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang
seimbang. Baiquni menegaskan bahwa kebijakan tersebut
“merugikan kedaulatan Republik Indonesia,” sementara
analisis akademisi menunjukkan bahwa keuntungan terbesar
cenderung diperoleh pihak Amerika Serikat. Selain itu, keter-
libatan Indonesia dalam BoP dipandang sebagai indikasi
keberpihakan terhadap pihak yang disebut sebagai agresor,
sehingga dinilai tidak selaras dengan prinsip bebas aktif yang
selama ini diterapkan Indonesia.

c. Penilaian moral: berita ini membangun opini publik (UGM)
bahwa pemerintah seharusnya menempatkan kedaulatan
negara dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama
dalam setiap pengambilan keputusan. Nilai moral yang dite-
kankan adalah pentingnya menjaga independensi nasional
dari pengaruh kekuatan besar. Penilaian tersebut terlihat
dalam pernyataan bahwa “berbagai klausul yang termuat di
dalam perjanjian ART berisiko terhadap kedaulatan Indonesia
sebagai negara yang sejak merdeka mengembangkan politik
luar negeri bebas dan aktif.” Selain itu, kritik terhadap BoP
didasarkan pada pandangan bahwa Indonesia tidak seharus-
nya terlibat dalam kebijakan yang dianggap berpihak pada
pihak yang melakukan agresi militer.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keikutsertaan
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Indonesia dalam BoP dan isi perjanjian ART. Akademisi UGM
menyerukan agar pemerintah “mencermati kembali isi dari
perjanjian ART” serta melakukan kajian komprehensif berbasis
evidence-based policy sebelum mengambil keputusan lebih
lanjut. Bahkan, jika proses ratifikasi dinilai tidak sesuai dengan
amanat konstitusi, opsi “renegosiasi, penundaan, hingga
pembatalan perjanjian” semestinya dipertimbangkan. Selain
itu, akademisi UGM mengajak komunitas akademik nasional
melakukan kajian multidisipliner untuk memperkuat dasar
ilmiah dalam pengambilan kebijakan.

Berpijak dari penjelasan tersebut, framing Republika.co.id dalam
berita ini cenderung menempatkan BoP dan ART sebagai kebijakan
yang mengandung risiko besar terhadap kedaulatan politik, ekonomi,
dan diplomasi Indonesia. Melalui perspektif akademisi UGM, pem-
baca diarahkan untuk memahami bahwa prinsip politik luar negeri
bebas aktif harus tetap menjadi landasan utama dalam menentukan
hubungan Indonesia dengan negara lain. Secara bersamaan, berita
ini membangun narasi bahwa evaluasi kritis terhadap BoP dan ART
merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebija-
kan luar negeri tetap berpihak pada kepentingan nasional. Selain
itu, penting untuk tetap menjaga kemandirian bangsa, serta memper-
kuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan independen
dalam tatanan global.

10. Judul berita: “UII Kritik Sikap Pemerintah soal Konflik di Kawa-
san Timur Tengah, BoP dan ART Ikut Disorot”. (4 Maret 2026,
07.40 WIB). Republika.co.id membingkai respons pemerintah
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Indonesia terhadap konflik Iran–Amerika Serikat–Israel sebagai
sikap yang belum cukup tegas dan berpotensi tak sejalan dengan
prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi
identitas diplomasi Indonesia. Melalui pernyataan resmi Univer-
sitas Islam Indonesia (UII) yang diwakili Rektor Fathul Wahid,
berita mengarahkan perhatian pembaca pada pentingnya konsis-
tensi pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara, menolak
agresi, dan mempertahankan independensi kebijakan luar negeri
di tengah dinamika geopolitik global.

a. Pendefinisian masalah: persoalan utama yang ditonjolkan
adalah lemahnya respons pemerintah Indonesia terhadap
serangan militer Israel dan Amerika Serikat ke Iran. UII meni-
lai bahwa pemerintah belum menunjukkan sikap yang tegas
dalam menghadapi situasi tersebut. Hal ini terlihat dari
pernyataan bahwa “Pemerintah RI belum menunjukkan kete-
gasan yang memadai dalam merespons serangan militer
Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.”
Masalah kemudian meluas dari sekedar isu konflik Timur
Tengah, berkembang ke sejumlah kebijakan pemerintah
yang dinilai berpotensi melemahkan kedaulatan negara,
keterlibatan Indonesia dalam BoP, serta perjanjian dagang
Agreement on Reciprocal Trade (ART).

b. Penentuan penyebab masalah: sumber persoalan diarahkan
pada sikap pemerintah yang dianggap tidak konsisten dalam
menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Berita ini
mengonstruksi bahwa sikap tersebut “mencerminkan
lemahnya implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif
yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia.” Di sini,
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keterlibatan Indonesia dalam BoP dipandang sebagai faktor
yang dapat mengaburkan posisi independen Indonesia dalam
percaturan internasional. UII menilai bahwa hubungan kerja
sama yang terlalu dekat dengan kekuatan besar berpotensi
mengurangi ruang gerak Indonesia dalam mempertahankan
kepentingan nasional dan mendukung perjuangan Palestina
secara konsisten.

c. Penilaian moral: berita ini membingkai penilaian bahwa
Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional
untuk menolak segala bentuk agresi serta mendukung pen-
yelesaian konflik secara damai. UII menegaskan bahwa serangan
terhadap Iran “melanggar prinsip kedaulatan negara dalam
hukum internasional dan bertentangan dengan amanat
konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.”
Dalam hal ini, keterlibatan Indonesia dalam BoP dipandang
berpotensi mencederai komitmen historis Indonesia terhadap
perjuangan kemerdekaan Palestina. Dalam konstruksi berita
ini, penghormatan terhadap kedaulatan negara, keadilan
internasional, dan independensi kebijakan luar negeri men-
jadi nilai moral yang terus ditekankan.

d. Rekomendasi penyelesaian: solusi yang ditawarkan adalah
pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dan konsisten
terhadap konflik yang terjadi. Kalangan UII mendesak peme-
rintah “segera mengutuk serangan tersebut dan secara
konsisten menunjukkan komitmen terhadap penghormatan
kedaulatan negara lain serta penyelesaian konflik melalui jalur
diplomasi dan mekanisme multilateral.” Akademisi UII minta
evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam BoP dan
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mendesak pembatalan perjanjian ART yang dinilai berpotensi
melemahkan posisi tawar ekonomi nasional. Dengan demikian,
penyelesaian yang direkomendasikan adalah penguatan
diplomasi yang independen, transparan, dan berorientasi
pada kepentingan nasional jangka panjang.

Dengan demikian, framing Republika.co.id dalam berita ini menem-
patkan UII sebagai representasi suara akademik yang mengkritisi
arah kebijakan pemerintah di tengah situasi geopolitik global yang
memanas. Melalui pandangan sivitas akademika UII, pembaca diarah-
kan untuk melihat bahwa ketegasan sikap terhadap agresi interna-
sional, konsistensi politik luar negeri bebas aktif, serta perlindungan
terhadap kedaulatan nasional merupakan aspek penting yang harus
dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Berita ini membangun
narasi bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dan kerja sama yang
dianggap terlalu dekat dengan kekuatan besar harus dievaluasi. Hal
ini penting untuk mengurangi independensi Indonesia dalam men-
jalankan amanat konstitusionalnya sebagai negara yang menjunjung
perdamaian, keadilan, dan kedaulatan bangsa.
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Tabel 24. Framing Pemberitaan Kontroversi Indonesia
dalam BoP pada Republika.co.id



193
Media dan Pembingkaian Isu BoP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Sumber: Olahan Rachmi Kurnia Siregar, 2026)

Berdasarkan Tabel 24, konstruksi pemberitaan Republika.co.id
menunjukkan struktur framing dalam memaknai serangan Amerika
Serikat–Israel terhadap Iran dan implikasinya terhadap BoP. Melalui
empat perangkat framing Robert Entman, media ini membangun
narasi konflik AS-Israel dan Iran sebagai peristiwa keamanan inter-
nasional, persoalan kredibilitas moral dan politik lembaga yang
mengatasnamakan perdamaian dunia.

Pada aspek pendefinisian masalah, Republika.co.id membingkai
peristiwa ini sebagai krisis legitimasi terhadap BoP. Berbagai berita
menempatkan serangan AS–Israel ke Iran sebagai pemicu runtuhnya



194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonesia dalam Board of Peace

kredibilitas lembaga yang selama ini mengusung narasi perdamaian
global. Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai posisi Indonesia
yang tetap menjadi bagian dari BoP ketika organisasi tersebut dinilai
gagal mencerminkan prinsip-prinsip perdamaian yang diklaimnya.

Dalam elemen penentuan penyebab masalah, sumber utama
persoalan diarahkan kepada tindakan militer AS–Israel, termasuk
kepemimpinan Donald Trump dan kebijakan Amerika Serikat yang
dianggap tidak sejalan dengan semangat perdamaian. Framing ini
memperlihatkan bahwa penyebab krisis pada aktor-aktor yang memi-
liki posisi sentral dalam BoP namun justru melakukan tindakan agresif.
Dengan demikian, Republika menempatkan AS dan Israel sebagai
pihak yang bertanggung jawab atas melemahnya kepercayaan publik
terhadap lembaga tersebut.

Selanjutnya pada dimensi evaluasi moral, pemberitaan Republika
menampilkan penilaian normatif yang “cukup tegas”. Agresi militer
dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai perda-
maian, melanggar hukum internasional, merusak kedaulatan negara,
dan mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama
ini menjadi pijakan Indonesia. Narasi yang muncul menyorot dampak
politik, serta menekankan aspek moral bahwa kekuatan militer tidak
dapat dijadikan legitimasi untuk mengklaim diri sebagai penjaga
perdamaian dunia.

Sementara itu dalam rekomendasi penyelesaian, Republika.co.id
menghadirkan gagasan deeskalasi konflik, penghentian agresi militer,
penguatan diplomasi, serta evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia
dalam BoP. Bahkan, beberapa berita secara eksplisit mendorong
Indonesia untuk keluar dari BoP dan memperkuat identitasnya sebagai
negara yang berpegang pada prinsip nonblok dan politik luar negeri
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bebas aktif. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa solusi yang
ditawarkan mengedepankan jalur diplomasi, independensi nasional,
dan konsistensi terhadap amanat konstitusi.

Bertolak dari penjelasan tersebut, framing Republika.co.id mem-
bentuk pemahaman bahwa persoalan utama dalam kasus ini adalah
ketidaksesuaian antara narasi perdamaian yang dibangun BoP de-
ngan praktik politik yang dilakukan aktor-aktor pendukungnya.
Melalui konstruksi tersebut, Republika.co.id menempatkan isu legiti-
masi moral sebagai pusat pembahasan dan menjadikan konsistensi
terhadap nilai perdamaian sebagai tolok ukur utama dalam menilai
tindakan negara maupun lembaga internasional. Dengan demikian,
realitas yang dibangun media ini mengarah pada pemaknaan bahwa
keberlangsungan sebuah institusi perdamaian sangat ditentukan
oleh kesesuaian antara prinsip yang diklaim dan tindakan nyata yang
dilakukan para aktornya.

C. Kontroversi BoP: Konstruksi Realitas dalam Media
Daring Indonesia

Berdasarkan analisis framing Entman terhadap Kompas.com dan
Republika.co.id, terlihat bahwa kedua media tidak memosisikan
kontroversi BoP sebagai isu organisasi internasional atau kerja sama
perdamaian global. Sebaliknya, BoP dikonstruksi sebagai isu yang
sarat makna politik, moral, dan geopolitik pasca serangan Amerika
Serikat–Israel terhadap Iran. Peristiwa tersebut memicu perdebatan
mengenai konsistensi BoP antara komitmennya terhadap perdamaian
dan realitas politik yang berkembang.

Kompas.com menyorot kontroversi BoP sebagai persoalan yang
berkaitan dengan posisi Indonesia di tengah dinamika konflik inter-
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nasional. Fokus pemberitaan diarahkan pada serangan AS–Israel ke
Iran, sekaligus implikasinya terhadap keanggotaan Indonesia dalam
BoP, respons elite politik nasional, serta proses pengambilan kebijakan
luar negeri. Kompas.com menampilkan berbagai suara, mulai dari
MUI, DPR, akademisi, hingga pemerintah, yang mempertanyakan
relevansi keanggotaan Indonesia dalam lembaga tersebut setelah
kredibilitas BoP dinilai ‘runtuh’ akibat konflik Iran. Dalam pemberitaan
tersebut, kontroversi BoP kemudian dihubungkan dengan perdeba-
tan mengenai sikap Indonesia terhadap perkembangan politik inter-
nasional dan implikasinya bagi kebijakan luar negeri.

Sementara itu, Republika.co.id mendefinisikan kontroversi BoP
secara lebih tegas sebagai krisis legitimasi moral lembaga perdamaian.
Serangan AS–Israel ke Iran sebagai bukti bahwa BoP gagal menjalankan
mandat yang selama ini diklaimnya, yakni menjaga perdamaian dunia.
Dalam beberapa pemberitaannya, Republika.co.id menempatkan
BoP sebagai institusi yang ‘bermasalah’ karena ketidaksesuaian
antara retorika perdamaian dan praktik politik para aktor utama yang
terlibat. Oleh karena itu, isu yang dikedepankan mengarah pada
runtuhnya kepercayaan terhadap BoP sebagai simbol perdamaian
internasional, selain kebijakan Prabowo dengan bergabungnya
Indonesia dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, realitas yang dikonstruksi kedua media menunjukkan
perbedaan penekanan. Kompas.com membangun realitas bahwa
kontroversi BoP merupakan persoalan yang kompleks dan multidi-
mensional. Konflik Iran memang menjadi latar utama, tetapi perhatian
media lebih banyak diarahkan pada bagaimana Indonesia harus
merespons situasi tersebut. Karena itu, pemberitaan Kompas.com
kerap menghubungkan isu BoP dengan mekanisme demokrasi, ratifi-
kasi DPR, komunikasi antarelite politik, konsolidasi nasional, serta
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prinsip politik luar negeri bebas aktif. Realitas yang dibangun adalah
Indonesia sebagai aktor yang selayaknya bersikap hati-hati, memper-
timbangkan aspek moral, politik, hukum, dan konstitusional secara
bersamaan sebelum mengambil keputusan strategis terkait BoP.

Republika.co.id justru mengonstruksi realitas yang lebih normatif
dan kritis terhadap BoP. Dalam pemberitaannya, organisasi tersebut
digambarkan kehilangan kredibilitas karena para aktor sentralnya
justru terlibat dalam tindakan militer yang dianggap bertentangan
dengan prinsip perdamaian. Serangan terhadap Iran diposisikan
sebagai bukti kegagalan moral dan politik BoP. Akibatnya, Indonesia
dikonstruksi sebagai negara yang sepatutnya menjaga jarak dari
organisasi tersebut agar tetap konsisten dengan amanat konstitusi,
politik luar negeri bebas aktif, serta komitmen historis terhadap
perjuangan Palestina dan perdamaian dunia.

Berdasarkan perspektif dari kategori isu, BoP dalam kedua media
tidak dikonstruksi sekadar isu diplomatik. Kompas.com cenderung
membingkai BoP sebagai perpaduan antara isu politik luar negeri,
geopolitik, dan tata kelola kebijakan nasional. Konflik Iran menjadi
konteks yang mempertemukan perdebatan mengenai legitimasi
lembaga internasional, posisi Indonesia dalam percaturan global,
serta mekanisme politik domestik dalam menentukan arah kebijakan
luar negeri. Dengan demikian, dimensi diplomatik hadir, tetapi mele-
kat dengan kepentingan nasional dan proses politik dalam negeri.

Di sisi lain, Republika.co.id lebih kuat mengonstruksi BoP sebagai
isu geopolitik, kedaulatan nasional, dan ideologi politik luar negeri.
Pemberitaannya menonjolkan pertentangan antara prinsip perda-
maian dengan praktik dominasi kekuatan besar, terutama Amerika
Serikat dan Israel. Selain itu, Republika.co.id menekankan penting-
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nya menjaga kedaulatan nasional, independensi diplomasi, serta
konsistensi Indonesia terhadap prinsip bebas aktif dan anti-penjajahan.
Dalam pemberitaan ini, BoP hadir dalam konteks perdebatan yang
menyangkut kepentingan geopolitik sekaligus pertanyaan mengenai
konsistensi komitmen perdamaian dalam hubungan internasional.

Secara keseluruhan, kedua media mengonstruksi kontroversi
BoP sebagai isu yang berhubungan dengan konflik internasional,
konsistensi politik luar negeri Indonesia maupun posisi Indonesia
dalam percaturan geopolitik dunia. Kompas.com lebih menonjolkan
dimensi politik luar negeri dan proses pengambilan keputusan negara,
sedangkan Republika.co.id lebih menekankan aspek legitimasi
moral, kedaulatan nasional, dan konsistensi ideologis politik luar
negeri Indonesia. Dengan demikian, fokus pemberitaan bergeser
pada bagaimana Indonesia menempatkan diri dalam dinamika geo-
politik internasional, seraya tetap menjaga komitmen terhadap
prinsip perdamaian dan kepentingan nasional.

D. Diferensiasi Framing dan Orientasi Editorial

Perbedaan framing antara Kompas.com dan Republika.co.id
dalam memberitakan kontroversi bergabungnya Indonesia dalam
BoP menunjukkan bahwa media menyampaikan fakta, melakukan
seleksi dan penonjolan aspek tertentu sesuai dengan orientasi
editorial yang dimilikinya. Sebagaimana dijelaskan Entman (2003),
media memiliki peran dalam menentukan aspek mana yang mem-
peroleh perhatian lebih besar dalam pemberitaan. Pilihan tersebut
kemudian turut membentuk cara khalayak menafsirkan suatu isu.
Dalam kasus BoP, kedua media sama-sama menjadikan serangan
AS- Israel terhadap Iran sebagai titik perhatian utama. Namun, cara
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keduanya mengonstruksi makna atas peristiwa tersebut memper-
lihatkan perbedaan yang cukup jelas.

Kompas.com cenderung membingkai kontroversi BoP sebagai
persoalan kebijakan publik dan politik luar negeri yang membutuhkan
pertimbangan institusional. Pemberitaannya menyorot kritik terha-
dap BoP, menghadirkan respons pemerintah, pandangan akademisi,
mekanisme ratifikasi DPR, hingga komunikasi politik yang dilakukan
Presiden Prabowo dengan para tokoh nasional. Sebaliknya, Repub-
lika.co.id lebih banyak menempatkan BoP dalam kerangka moral dan
ideologis. Fokus pemberitaan diarahkan pada kontradiksi antara klaim
perdamaian yang diusung BoP dengan tindakan militer AS-Israel,
sehingga isu yang menonjol adalah krisis legitimasi moral lembaga
tersebut.

Perbedaan framing tersebut sejalan dengan kecenderungan
editorial masing-masing media. Kompas.com lebih menempatkan
isu BoP dalam kerangka kebijakan dan diplomasi negara, sedangkan
Republika.co.id lebih banyak menyoroti aspek moral, kedaulatan,
dan konsistensi komitmen terhadap perdamaian. Kompas.com sejak
awal dikenal sebagai media arus utama yang mengedepankan prinsip
moderasi, keberimbangan, dan rasionalitas dalam peliputan isu politik
maupun kebijakan publik. Karakter tersebut tercermin dalam pembe-
ritaan BoP yang berupaya menghadirkan beragam aktor dan sudut
pandang. Dalam pemberitaan Kompas.com, isu BoP ditempatkan
dalam konteks kebijakan negara, khususnya terkait respons pemerin-
tah dan posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika internasional
yang berkembang.
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Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa media menjalankan
peran jurnalistik berbeda dalam memaknai realitas sosial. Hanitzsch
& Vos (2018) menjelaskan bahwa praktik jurnalisme dipengaruhi oleh
nilai, orientasi, dan konteks sosial yang melingkupi organisasi media.
Dalam konteks ini, Kompas.com dan Republika.co.id memperlihat-
kan kecenderungan yang berbeda dalam mendefinisikan isu yang
dianggap penting untuk diketahui publik

Di sisi lain, Republika memiliki kedekatan historis dengan isu-isu
keumatan Islam dan sering memberikan perhatian lebih besar pada
persoalan Palestina, keadilan global, serta relasi antara dunia Islam
dan kekuatan Barat. Karakter tersebut tampak dalam pemberitaan
BoP yang lebih sering menggunakan narasumber dari MUI, tokoh
masyarakat sipil, pakar hubungan internasional, maupun kelompok
purnawirawan yang menyorot aspek moral, kedaulatan, dan solidari-
tas terhadap Palestina. Implikasinya, BoP lebih sering dikonstruksi
sebagai simbol kegagalan moral dan politik dari proyek perdamaian
yang dipimpin Amerika Serikat.

Perbedaan seleksi isu tersebut menghasilkan implikasi yang
berbeda terhadap pemahaman khalayak. Pembaca Kompas.com
cenderung diarahkan untuk melihat kontroversi BoP sebagai persoa-
lan yang membutuhkan evaluasi kebijakan secara hati-hati melalui
mekanisme demokratis dan konstitusional (Wijayanto & Masduki,
2023). Perhatian publik diarahkan pada pertanyaan mengenai posisi
Indonesia, prosedur ratifikasi, konsultasi politik, dan dampaknya
terhadap kebijakan luar negeri nasional. Sebaliknya, pembaca
Republika.co.id lebih diarahkan untuk mempertanyakan kredibilitas
BoP dan menilai keterlibatan Indonesia dari sudut pandang moral,
kedaulatan nasional, serta konsistensi terhadap prinsip perdamaian
dan dukungan terhadap Palestina.
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Implikasi serupa terlihat pada aspek yang ditonjolkan masing-
masing media. Kompas.com menekankan dialog, konsultasi politik,
proses legislasi, dan koordinasi antarelite sebagai cara menghadapi
krisis internasional. Sebaliknya, Republika lebih banyak menonjolkan
legitimasi moral, politik bebas aktif, ancaman terhadap kedaulatan
nasional, serta risiko Indonesia terseret ke dalam konfigurasi geopoli-
tik yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan demikian,
meskipun objek pemberitaannya sama, penekanan yang berbeda
menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda pula.

Temuan ini sejalan dengan konsep Hierarchy of Influences yang
dikemukakan oleh Shoemaker & Reese (2014). Menurut mereka, isi
media dipengaruhi oleh berbagai tingkat faktor, mulai dari individu
jurnalis, rutinitas media, organisasi, hingga sistem sosial yang lebih
luas. Dalam konteks ini, perbedaan framing BoP merupakan pilihan
jurnalis, mencerminkan nilai-nilai organisasi media, orientasi editorial,
karakter audiens, serta posisi media dalam struktur sosial dan politik
yang melingkupinya.

Hal tersebut diperkuat oleh pandangan Humanes et al. (2023)
bahwa performa peran jurnalistik dalam media digital tercermin
melalui keputusan redaksional mengenai isu yang dipilih, sumber
yang digunakan, dan aspek yang diberi penekanan dalam pemberitaan.
Artinya, perbedaan framing yang muncul bersinggungan erat dengan
bagaimana realitas tersebut dikonstruksi melalui praktik jurnalistik
sehari-hari.

Dalam perspektif ekonomi politik media, pilihan framing tidak
terlepas dari cara media untuk tetap relevan bagi segmen audiens
yang selama ini menjadi basis pembacanya. Orientasi media dan
ekspektasi audiens menjadi perhatian dalam studi jurnalisme kontem-
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porer. Mahr et al. (2025) menegaskan bahwa nilai-nilai profesional
media saat ini berkembang dalam lingkungan digital yang semakin
dipengaruhi oleh kepercayaan publik dan harapan audiens. Karena
itu, pilihan framing yang dilakukan media sering kali berkaitan untuk
menjaga relevansi sekaligus mempertahankan kredibilitas di hadapan
pembacanya (Atish, 2024: Damstra et al., 2026).

Secara empiris, Kompas.com cenderung melayani pembaca
yang mengharapkan informasi politik yang moderat, institusional,
dan berbasis kebijakan (Tumiwa & Erik Akmal, 2026). Sementara itu,
Republika.co.id lebih dekat dengan audiens yang memberi perhatian
besar penekanan pada diksi yang lebih sarat emosi (Widyadhana et
al., 2025). Media ini juga menekankan pada pada isu keadilan global,
solidaritas umat Islam, dan politik internasional yang berkaitan
dengan Palestina (Efendi et al., 2024). Perbedaan orientasi audiens
tersebut berkontribusi terhadap cara kedua media memilih isu dan
menonjolkan aspek tertentu dalam pemberitaan.

Dengan demikian, perbedaan framing BoP antara Kompas.com
dan Republika.co.id menunjukkan bahwa konstruksi realitas media
tidak pernah sepenuhnya netral. Kompas.com cenderung membing-
kai isu melalui perspektif kebijakan dan tata kelola pemerintahan
(Adiprasetio & Taqiyya, 2023). Sedangkan Republika.co.id lebih
menekankan dimensi moral (Subarkah & Arviani, 2026), ideologis
(Muthaqin et al., 2021) dan kedaulatan nasional (Ainani, 2025).
Perbedaan tersebut mencerminkan karakter institusional, orientasi
editorial, serta segmen audiens yang menjadi basis masing-masing
media dalam memaknai peristiwa yang sama.
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E. Kebijakan Redaksional dan Orientasi Ideologis
Media

1. Keterkaitan Analisis Tematik dan Pembingkaian Isu

Analisis tematik dan analisis framing dalam buku ini saling meleng-
kapi dalam menjelaskan bagaimana isu mengenai keterlibatan
Indonesia dalam BoP dikonstruksi oleh media. Analisis tematik ber-
peran mengidentifikasi konfigurasi tema dan makna yang berulang
dalam keseluruhan pemberitaan. Sedangkan analisis framing Robert
Entman memberikan penjelasan mengenai cara media membangun
makna tersebut melalui proses seleksi isu, penonjolan aspek tertentu,
pemberian penilaian, hingga rekomendasi penyelesaian. Integrasi
keduanya menghasilkan pemahaman yang lebih utuh karena mem-
perlihatkan tema dalam pemberitaan dan menjelaskan mekanisme
yang membentuk tema itu menjadi realitas yang dipahami publik.

Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa pemberitaan me-
ngenai BoP berkembang di sejumlah tema, antara lain posisi Indone-
sia dalam dinamika geopolitik global, konsistensi politik luar negeri
bebas aktif, konflik AS–Israel dan Iran, isu kemanusiaan, serta dina-
mika pengambilan kebijakan pemerintah. Tema-tema tersebut hadir
saling berkaitan dan membentuk struktur makna yang menjadi dasar
dalam keseluruhan pemberitaan. Kehadiran tema yang berulang
menunjukkan bahwa media mengkonstruksi pemberitaan berdasar-
kan fokus tertentu yang dianggap memiliki nilai berita sekaligus
relevansi bagi pembaca.

Sementara itu, analisis framing memperlihatkan bahwa tema
yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh masing-masing
media. Kompas.com lebih banyak membingkai isu BoP sebagai
persoalan kebijakan luar negeri yang membutuhkan kehati-hatian,
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pertimbangan kelembagaan, dan keterlibatan berbagai aktor dalam
proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, Republika.co.id mem-
bingkai isu tersebut melalui perspektif moral dan kemanusiaan
dengan menempatkan konflik Timur Tengah sebagai konteks utama
dalam menilai legitimasi BoP serta posisi Indonesia di dalamnya.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tema yang sama tidak
secara otomatis menghasilkan makna yang sama. Makna terbentuk
melalui cara media memilih fakta, menentukan aktor yang ditonjol-
kan, memberikan penilaian terhadap peristiwa, dan menyusun narasi
yang membingkai keseluruhan pemberitaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa analisis tematik dan framing
bekerja pada dua tingkat analisis yang berbeda, tetapi saling me-
nguatkan. Analisis tematik memperlihatkan konfigurasi makna yang
muncul secara berulang dalam kumpulan berita, sedangkan framing
menjelaskan proses konstruksi yang membuat tema dan makna
tersebut memperoleh penekanan tertentu. Dengan demikian, tema
sebagai struktur makna yang berkembang dalam pemberitaan,
sementara framing merupakan mekanisme yang membentuk dan
mengarahkan struktur makna tersebut. Integrasi analisis tematik dan
framing memberikan ruang untuk memahami proses konstruksi
realitas media secara lebih utuh. Melalui integrasi tersebut, dapat
dijelaskan bagaimana media memilih suatu isu, mengembangkan
tema-tema tertentu, membingkai peristiwa, kemudian merepresen-
tasikannya dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas.

Dalam konteks buku ini, integrasi kedua pendekatan memperli-
hatkan bahwa perbedaan pemberitaan antara Kompas.com dan
Republika.co.id tidak terletak pada fakta dasar yang diberitakan.
Kedua media mengangkat peristiwa yang relatif sama, mengacu pada
dinamika geopolitik yang sama, serta merespons perkembangan isu
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yang sama. Perbedaannya muncul pada cara masing-masing media
mengorganisasi fakta ke dalam tema-tema tertentu, kemudian
membingkainya melalui perspektif editorial yang berbeda. Proses
tersebut menghasilkan konstruksi makna yang berbeda mengenai
posisi Indonesia dalam BoP, meskipun titik awal pemberitaannya
berasal dari realitas yang sama.

Integrasi analisis tematik dan framing menghasilkan pemahaman
yang lebih komprehensif terhadap konstruksi realitas media. Analisis
tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema yang ber-
kembang dalam keseluruhan data, sedangkan analisis framing menje-
laskan cara media mengonstruksi makna melalui perangkat pembing-
kaian. Kedua hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan
secara terpadu sehingga representasi isu dalam pemberitaan dapat
dipahami secara lebih utuh. Dari interpretasi tersebut terlihat bahwa
kebijakan redaksional dan orientasi ideologis masing-masing media
tercermin dalam konstruksi realitas yang dihadirkan kepada publik.

2. Interpretasi Integratif terhadap Konstruksi Isu

Hasil analisis tematik dan pembingkaian isu menunjukkan bahwa
kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak berkembang
sebagai realitas yang hadir secara apa adanya dalam pemberitaan
media. Isu tersebut dibentuk melalui proses konstruksi makna yang
berlangsung sejak media memilih fakta, menentukan tema yang
dianggap penting, hingga menyusun narasi yang memberikan arah
tertentu terhadap cara publik memahami peristiwa. Dalam konteks
ini, realitas yang hadir di ruang publik merupakan hasil dari proses
interpretasi media terhadap suatu peristiwa, bukan sekadar refleksi
langsung dari fakta yang terjadi.
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Analisis tematik memperlihatkan bahwa pemberitaan kedua
media berkembang di sekitar tema-tema yang relatif sama, seperti
dinamika geopolitik Timur Tengah, posisi Indonesia dalam BoP, politik
luar negeri bebas aktif, isu kemanusiaan, serta proses pengambilan
kebijakan pemerintah. Kesamaan tema tersebut menunjukkan bahwa
kedua media merespons peristiwa yang sama dan mengacu pada
konteks sosial-politik yang serupa. Namun, kesamaan tema tidak
menghasilkan pemaknaan yang identik. Perbedaan mulai tampak
ketika setiap media menentukan aspek yang lebih layak diperhatikan,
aktor yang diposisikan sebagai penyebab, nilai yang dilekatkan pada
peristiwa, serta arah penyelesaian yang ditawarkan kepada publik.

Pada titik inilah analisis framing memberikan pemahaman yang
lebih mendalam. Kompas.com mengonstruksi isu BoP sebagai bagian
dari dinamika kebijakan luar negeri yang memerlukan pertimbangan
kelembagaan, kehati-hatian diplomatik, serta ruang dialog di antara
berbagai aktor negara. Sebaliknya, Republika.co.id mengonstruksi
isu yang sama melalui perspektif moral dan kemanusiaan dengan
menempatkan konflik AS–Israel dan Iran sebagai pijakan utama
dalam menilai posisi Indonesia terhadap BoP. Perbedaan tersebut
memperlihatkan bahwa konstruksi realitas ditentukan oleh cara fakta
dipilih, disusun, dan diberi makna melalui proses framing.

Interpretasi ini memperlihatkan bahwa tematik analisis dan
framing merupakan dua proses yang saling melengkapi dalam pem-
bentukan realitas media. Tematik memberikan arah mengenai isu
apa yang terus dihadirkan kepada publik, sedangkan framing menen-
tukan bagaimana isu tersebut dipahami. Dengan demikian, tematik
berfungsi sebagai struktur makna yang menjaga konsistensi pembe-
ritaan, sementara framing menjadi mekanisme yang mengarahkan
penafsiran terhadap struktur makna tersebut. Integrasi keduanya
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memperlihatkan bahwa proses konstruksi realitas berlangsung
dialektis mulai dari pemilihan isu, pembentukan tema, pembingkaian
peristiwa hingga terbentuknya pemahaman tertentu di ruang publik.

Temuan ini memperlihatkan bahwa konstruksi isu tidak dapat
dipisahkan dari kebijakan redaksional media. Pilihan terhadap nara-
sumber, sudut pandang pemberitaan, penekanan pada aspek
tertentu, maupun cara menghubungkan satu fakta dengan fakta
lainnya menunjukkan konsistensi proses editorial. Kebijakan redak-
sional tersebut menjadi ruang berbagai pertimbangan jurnalistik
bertemu dengan nilai-nilai yang dianut oleh media. Dalam proses
itulah orientasi ideologis memperoleh bentuknya melalui praktik
pemberitaan. Framing kemudian menjadi medium yang menghadir-
kan orientasi tersebut ke dalam narasi berita sehingga bisa dipahami
oleh publik sebagai representasi atas realitas sosial.

Dari perspektif konstruktivis, temuan ini menegaskan bahwa
makna tidak melekat secara tetap pada suatu peristiwa. Makna
terbentuk melalui proses interpretasi yang berlangsung dalam praktik
komunikasi. Media menjadi salah satu aktor yang berperan dalam
proses tersebut karena setiap keputusan editorial, baik dalam memi-
lih isu, menyusun narasi, maupun menampilkan sumber informasi,
berkontribusi terhadap pembentukan cara pandang masyarakat.
Oleh karena itu, pemberitaan mengenai polemik bergabungnya
Indonesia dalam BoP sebagai penyampaian informasi mengenai
kebijakan luar negeri Indonesia, serta sebagai proses produksi makna
yang membentuk cara publik memaknai posisi Indonesia di tengah
dinamika geopolitik internasional.

Integrasi hasil analisis tematik dan framing menghasilkan pema-
haman komprehensif terhadap konstruksi isu dalam pemberitaan
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media. Tema-tema yang diperoleh melalui analisis tematik merupa-
kan hasil interpretasi reflektif peneliti terhadap keseluruhan teks
berita, sedangkan analisis framing menjelaskan cara media mengon-
struksi makna melalui perangkat pembingkaian. Kedua hasil analisis
tersebut kemudian diinterpretasikan secara terpadu sehingga rep-
resentasi mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat dipa-
hami dalam konteks yang lebih luas. Interpretasi tersebut memper-
lihatkan bahwa konstruksi realitas media mencerminkan dialektika
antara praktik jurnalistik, kebijakan redaksional, dan orientasi ideologis
masing-masing media.

3. Implikasi Integrasi Analisis terhadap Kajian Media

Integrasi analisis tematik dan analisis framing dalam buku ini
memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami
proses konstruksi realitas media, khususnya pada isu politik luar
negeri. Selama ini, kedua pendekatan tersebut umumnya digunakan
secara terpisah. Analisis tematik berfokus pada identifikasi struktur
makna yang berkembang dalam pemberitaan, sedangkan analisis
framing menjelaskan bagaimana media membangun cara pandang
tertentu terhadap suatu peristiwa. Buku ini menunjukkan bahwa
integrasi analisis tematik dan framing menghasilkan penafsiran yang
lebih komprehensif terhadap konstruksi isu dalam pemberitaan
media. Analisis tematik mengidentifikasi tema-tema yang diperoleh
secara induktif melalui interpretasi reflektif terhadap teks, sedang-
kan analisis framing menjelaskan cara media mengonstruksi repre-
sentasi isu melalui proses pembingkaian.

Buku ini memperlihatkan bahwa tema-tema yang muncul dalam
pemberitaan mengenai kontroversi keterlibatan Indonesia dalam
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BoP menjadi fondasi bagi proses framing yang dilakukan masing-
masing media. Tema yang sama dapat menghasilkan konstruksi
makna yang berbeda karena setiap media memilih aspek yang diang-
gap penting, menentukan aktor yang lebih ditonjolkan, memberikan
penilaian terhadap peristiwa, serta menawarkan arah penyelesaian
sesuai dengan perspektif pemberitaannya. Dengan demikian, tema
dan framing merupakan dua proses yang saling melengkapi dalam
membentuk representasi realitas. Tema memberikan struktur makna
yang relatif konsisten, sedangkan framing mengarahkan bagaimana
struktur makna tersebut dipahami dalam sebuah narasi pemberitaan.

Temuan tersebut semakin memperjelas bahwa konstruksi realitas
media berlangsung secara kompleks. Perbedaan representasi antara
Kompas.com dan Republika.co.id lahir dari proses editorial yang
menempatkan fakta dalam kerangka penafsiran tertentu. Perspektif
ini sejalan dengan pandangan Berger & Luckmann (1966, 1990) bahwa
realitas sosial merupakan hasil konstruksi yang dibentuk melalui
proses pemaknaan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks penelitian
ini, media menjadi salah satu institusi yang mengonstruksi realitas
melalui proses seleksi isu, pembentukan tema, pembingkaian peristiwa,
dan penyusunan narasi. Realitas mengenai keterlibatan Indonesia
dalam BoP yang hadir di ruang publik merupakan representasi dari
proses konstruksi tersebut, bukan cerminan yang sepenuhnya netral
terhadap fakta.

Pada saat yang sama, buku ini menunjukkan bahwa proses framing
tak bisa dilepaskan dari konteks produksi berita. Perspektif Hierarchy
of Influences dari Shoemaker & Reese (2014) mempertegas bahwa
konstruksi realitas media berlangsung dalam lingkungan organisasi
yang dipengaruhi oleh rutinitas jurnalistik, kebijakan redaksional,
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kepentingan institusi, pengaruh lingkungan sosial-politik, hingga
orientasi ideologis media. Berbagai lapisan tersebut melandasi
keputusan editorial mengenai isu apa yang dipilih, bagaimana isu
tersebut diberi penekanan, serta cara media membangun narasi
terhadap suatu peristiwa. Dengan demikian, framing sebagai praktik
jurnalistik yang lahir dari proses produksi berita yang berlangsung
dalam struktur sosial dan kelembagaan media.

Berdasarkan integrasi tersebut, buku ini menawarkan Model
Integratif Tematik–Framing dalam Konstruksi Realitas Media sebagai
kerangka konseptual untuk menjelaskan pembentukan makna media
terhadap isu politik luar negeri. Model ini menggabungkan empat
perspektif yang saling melengkapi, yaitu analisis tematik, analisis
framing, Hierarchy of Influences, dan teori konstruksi realitas sosial
Berger dan Luckmann. Keempatnya membentuk satu kerangka
analitis yang menjelaskan proses konstruksi makna media, mulai dari
interpretasi terhadap teks pemberitaan, konteks produksi berita,
hingga terbentuknya representasi realitas yang dipahami publik.
Integrasi keempat perspektif tersebut menghasilkan satu kerangka
analitis yang menjelaskan konstruksi isu media secara utuh. Kerangka
ini menghubungkan proses interpretasi terhadap teks pemberitaan,
konteks produksi berita, konstruksi realitas media, hingga terbentuk-
nya pemaknaan publik terhadap isu politik luar negeri.

Model konseptual yang dihasilkan dalam buku ini memiliki rele-
vansi untuk digunakan pada kajian berbagai isu strategis di media,
termasuk diplomasi internasional, konflik geopolitik, kebijakan publik,
dan isu-isu kemanusiaan. Integrasi analisis tematik, framing, konstruksi
realitas sosial, dan Hierarchy of Influences menghasilkan kerangka
analitis yang memberikan pemahaman mengenai proses represen-
tasi media mencakup konstruksi makna dalam pemberitaan, hingga
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terbentuknya pemaknaan publik. Perspektif ini dapat memperkaya
pengembangan kajian media dengan menghadirkan pemaknaan
yang lebih utuh terhadap keterkaitan antara praktik jurnalistik,
kebijakan redaksional, orientasi ideologis media, dan representasi
realitas dalam pemberitaan isu politik luar negeri.

Berikut gambar dari Model Integratif Tematik–Framing dalam
konstruksi realitas media:

Gambar 1. Model Integratif Tematik–Framing
dalam Konstruksi Realitas Media

(Sumber: Olahan Rachmi Kurnia Siregar, 2026)
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Gambar 1 memperlihatkan sebuah model integratif yang meng-
hubungkan berbagai perspektif dalam studi media untuk menjelas-
kan bagaimana realitas media dibentuk secara bertahap melalui
proses yang saling berkaitan. Model ini memandang bahwa setiap
pemberitaan berpijak dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.
Namun, fenomena tersebut tidak hadir begitu saja dalam media,
karena terlebih dahulu melalui proses seleksi, interpretasi, dan
penyusunan makna oleh institusi media.

Pada tahap awal, model mengadopsi kerangka Hierarchy of
Influences dari Shoemaker dan Reese yang menjelaskan bahwa praktik
jurnalistik dipengaruhi oleh kebijakan redaksional serta orientasi
ideologis media. Perspektif ini menunjukkan berita merupakan hasil
interaksi antara nilai profesional, kepentingan institusi, rutinitas kerja,
serta konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, keputu-
san mengenai isu apa yang diangkat, sudut pandang yang dipilih,
maupun narasumber yang diberikan ruang tidak pernah sepenuhnya
bersifat netral.

Praktik jurnalistik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut
kemudian dianalisis melalui dua pendekatan yang saling melengkapi.
Pertama, analisis tematik Braun dan Clarke digunakan untuk meng-
identifikasi struktur tema yang muncul dalam kumpulan teks berita.
Pendekatan ini penting bagi peneliti untuk memahami struktur makna
yang berkembang dalam berbagai pemberitaan sehingga dapat
menggambarkan kecenderungan narasi yang dibangun media.
Kedua, analisis framing Robert Entman digunakan untuk menjelaskan
mekanisme konstruksi makna melalui proses pendefinisian masalah,
penentuan penyebab, pemberian penilaian moral, dan rekomendasi
penyelesaian. Melalui analisis framing, dapat ditelusuri bagaimana
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media mengarahkan perhatian khalayak pada aspek tertentu sekaligus
mengurangi penonjolan aspek lainnya.

Integrasi kedua pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman
yang lebih komprehensif mengenai proses konstruksi realitas media
sebagaimana dijelaskan oleh Berger dan Luckmann. Dalam perspektif
ini, realitas media dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang ter-
bentuk melalui proses pemilihan fakta, pemberian makna, serta
penyajian informasi secara berulang. Oleh karena itu, representasi
media terhadap suatu isu sebagai hasil interpretasi yang diproduksi
melalui mekanisme jurnalistik dan dipengaruhi oleh kepentingan
institusional. Dalam konteks penelitian mengenai kontroversi keter-
libatan Indonesia dalam BoP, model integratif ini memberi kerangka
analisis yang utuh untuk menelusuri dinamika sosial, formulasi berita,
pembentukan tema, strategi framing, hingga terbentuknya repre-
sentasi realitas yang diterima oleh publik.
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Bab V

Studi ini menunjukkan bahwa Kompas.com dan Republika.co.id
mengonstruksi kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP melalui
struktur tematik yang memiliki kesamaan, tetapi berbeda dalam
penekanannya. Kompas.com menghadirkan empat tema yaitu evalu-
asi kebijakan Indonesia dalam BoP, legitimasi BoP dipertanyakan,
delegitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP, serta justifikasi
kebijakan Indonesia dalam BoP. Sementara itu, Republika.co.id
menampilkan tiga tema yang sama, kecuali tema justifikasi kebijakan
Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com
masih memberi ruang bagi penjelasan pemerintah atas kebijakan
diplomatiknya, sedangkan Republika. co.id lebih menitikberatkan
pada kritik publik melalui evaluasi kebijakan, legitimasi BoP, dan
deligitimasi kepemimpinan internasional dalam BoP. Buku ini menun-
jukkan bahwa isu BoP dihubungkan dengan konflik AS–Israel dan
Iran, persoalan Palestina, legitimasi organisasi internasional, serta
politik luar negeri Indonesia. Keterjalinan isu tersebut menunjukkan

Penutup
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bahwa kontroversi Indonesia dalam BoP sebagai bagian dari dinamika
geopolitik yang lebih luas. Temuan ini menegaskan bahwa struktur
tematik dan keterjalinan isu merupakan unsur yang saling melengkapi
dalam konstruksi pemberitaan media. Melalui pengorganisasian
tema dan hubungan antartema, pemberitaan mengenai BoP meng-
hubungkan berbagai isu sehingga kontroversi tersebut sebagai
bagian dari dinamika politik internasional yang lebih luas. Kontribusi
buku ini terletak pada penggunaan analisis tematik Braun dan Clarke
untuk mengkaji struktur tematik dan keterjalinan isu dalam pemberi-
taan politik luar negeri. Melalui pendekatan tersebut, buku ini menun-
jukkan bahwa media berperan dalam mengorganisasi tema sekaligus
menghubungkan berbagai isu untuk mengonstruksi pemahaman
terkait kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik
global. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya kajian dan studi
media (jurnalistik) khususnya dalam memahami bagaimana media
digital mengonstruksi pemberitaan atas isu-isu politik luar negeri yang
kompleks.

Studi ini menunjukkan bahwa kontroversi keterlibatan Indonesia
dalam BoP dimaknai berbeda oleh Kompas.com dan Republika. co.id
melalui proses pembingkaian berita. Dengan menggunakan analisis
framing Robert Entman, temuan ini memperlihatkan bahwa kedua
media berangkat dari isu yang sama, yaitu konflik AS–Israel dan Iran
serta keterlibatan Indonesia dalam BoP, tetapi mengonstruksi pema-
haman yang berbeda melalui proses seleksi isu dan penonjolan aspek
tertentu. Temuan ini memperlihatkan bahwa fakta yang sama dapat
melahirkan pemaknaan yang berbeda ketika media memilih pers-
pektif, menonjolkan aspek tertentu, dan menyusun hubungan sebab-
akibat dalam pemberitaan. Kompas.com cenderung membingkai
kontroversi BoP sebagai persoalan kebijakan luar negeri yang semes-



216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonesia dalam Board of Peace

tinya disikapi melalui proses kelembagaan dan pertimbangan secara
komprehensif. Pemberitaannya memberi ruang bagi beragam pan-
dangan dari pemerintah, akademisi, anggota DPR, dan tokoh mas-
yarakat, sehingga isu BoP dikonstruksi sebagai bagian dari dinamika
pengambilan keputusan negara dalam merespons perkembangan
geopolitik. Sebaliknya, Republika.co.id membingkai isu tersebut
melalui perspektif moral dan kemanusiaan. Serangan AS-Israel
terhadap Iran diposisikan sebagai indikator melemahnya legitimasi
BoP, sehingga pemberitaannya lebih banyak mengarahkan perhatian
pada pentingnya mengevaluasi keterlibatan Indonesia agar tetap
selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, amanat konsti-
tusi, dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Perbedaan framing
dalam studi ini memperlihatkan bahwa media berkontribusi dalam
membentuk pemahaman publik terhadap posisi Indonesia dalam
kontroversi BoP. Melalui proses seleksi isu dan penonjolan aspek
tertentu, Kompas.com dan Republika.co.id menghadirkan penaf-
siran yang berbeda mengenai kepentingan nasional, legitimasi
kebijakan luar negeri, serta posisi diplomasi Indonesia di tengah
dinamika geopolitik. Temuan ini memperlihatkan bahwa perbedaan
pemahaman publik berakar pada cara media membingkai peristiwa.
Melalui proses seleksi isu, penonjolan aspek tertentu, dan penyusu-
nan narasi, fakta yang sama menghasilkan konstruksi makna yang
berbeda. Konstruksi tersebut menjadi representasi dari kebijakan
redaksional dan orientasi ideologis masing-masing media dalam
memaknai realitas yang berlangsung secara dinamis.

Studi ini menunjukkan bahwa integrasi analisis tematik dan ana-
lisis framing menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai
konstruksi isu dalam pemberitaan media. Analisis tematik mengiden-
tifikasi tema-tema yang diperoleh secara induktif melalui interpretasi



217
Penutup

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

reflektif terhadap keseluruhan teks berita, sementara analisis framing
menjelaskan cara media mengonstruksi makna melalui proses pem-
bingkaian. Integrasi kedua pendekatan tersebut memberikan dasar
lebih utuh untuk memahami representasi isu dalam pemberitaan.
Kompas.com dan Republika.co.id mengangkat isu yang sama, yaitu
kontroversi keterlibatan Indonesia dalam BoP, dengan merujuk pada
konteks geopolitik internasional yang serupa. Meskipun demikian,
masing-masing media menghadirkan representasi yang berbeda
melalui pilihan aspek yang ditonjolkan, aktor yang diberi perhatian,
penilaian terhadap peristiwa, serta penyusunan narasi mengenai
posisi Indonesia dalam BoP. Perbedaan tersebut memperlihatkan
bahwa konstruksi makna dalam pemberitaan berkaitan dengan
kebijakan redaksional dan orientasi ideologis yang melandasi proses
editorial masing-masing media. Interpretasi integratif terhadap hasil
analisis tematik dan framing memperlihatkan bahwa representasi
isu merupakan hasil konstruksi makna yang lahir melalui praktik
jurnalistik. Temuan ini sejalan dengan perspektif konstruktivis yang
memandang realitas media sebagai hasil proses pemaknaan terhadap
suatu peristiwa. Kontribusi studi ini diwujudkan melalui pengem-
bangan Model Integratif Tematik–Framing dalam Konstruksi Realitas
Media yang menggabungkan analisis tematik, analisis framing,
perspektif Hierarchy of Influences, dan teori konstruksi realitas sosial.
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